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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga Laporan Kinerja 

(LKj) Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 

dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan 

mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan 

dalam rangka mencapai misi Kabupaten Batang Hari secara 

terukur dengan sasaran/ target yang telah ditetapkan. 

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2021 merupakan kondisi capaian kinerja pada akhir 

periode dalam masa  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53  Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati 

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan Kabupaten Batang Hari tidak terlepas dari 

kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta 
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dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, 

implementasi maupun pengawasannya. 

Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 telah mencerminkan hasil 

pembangunan cukup baik, namun disadari masih terdapat 

beberapa indikator kinerja yang masih perlu diperhatikan untuk 

pencapaian hasil yang maksimal. Berkenaan dengan itu, laporan 

ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi 

lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaannya dan pengawasannya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja   Instansi 

Pemerintah   ini. 

 

Muara Bulian, 25 Maret 2022 
 

 BUPATI BATANG HARI 
 

 
 
 

  MHD.FADHIL ARIEF. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah 

kabupaten/ kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang 

disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi 

media pertanggungjawaban dan sebagai  perwujudan kewajiban instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. 

Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat 

pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang 

lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah (IP) Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2021 ini merupakan sebuah bentuk laporan yang di susun 

setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi 
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media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten. 

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan 

kepada para  stakeholder  (Presiden,   DPRD  dan  Masyarakat  Umum),  

maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: 

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja ( Dimensi eksternal ) hal ini bermakna 

bahwa Lkj IP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) 

atas capaian kinerja selama periode tahun 2021. Esensi laporan 

capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan 

kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi,  misi, tujuan 

dan sasaran selama periode pelaporan. 

2. Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal) hal ini bermakna bahwa 

LKj IP Kabupaten  Batang Hari merupakan sarana evaluasi 

pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa 

mendatang. 

Capaian Kinerja ( performance result ) Tahun 2021 diukur dengan 

membandingkan antara realisasi dengan target  (performance plan) 

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pada setiap indikator sasaran.  

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan 

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance 

gap) bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari dimasa 

datang. 
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1.1. KEPENDUDUKAN 

Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 

sebanyak 306.742 jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 

2021 sebanyak 53 orang per kilometer persegi (KM2). Terjadi pertambahan 

penduduk dari Tahun 2020 sebanyak 234 Jiwa dengan jumlah penduduk 

Tahun 2020 sebanyak 306.508 Jiwa. 

Tabel 1.1 

Kepadatan Penduduk pada Kecamatan di Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2021 

 

NO KECAMATAN 
LUAS 

(Km
2
) 

JUMLAH 
KEPADATAN 

PENDUDUK 

1  Mersam     801,90  33.365 42 Jiwa 

2  Maro Sebo Ulu     906,33  39.781 44 Jiwa 

3  Batin XXIV     904,14  32.454 36 Jiwa 

4  Muara Tembesi     419,77  35.005 83 Jiwa 

5  Muara Bulian     417,97  70.138 168 Jiwa 

6  Bajubang  1.203,51  42.690 36 Jiwa 

7  Maro Sebo Ilir     129,06  15.413 119 Jiwa 

8  Pemayung  1.022,15  37.896 37 Jiwa 

JUMLAH 5.804,83 306.742 53Jiwa 

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari 2021 

 

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI 

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat 

pencapaian kinerja ekonomi makro dimana perkembangan 17 struktur 

ekonomi akan dapat diamati. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Batang Hari pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,74 %.  

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran 

suatu wilayah. Penghitungan PDRB setiap tahun selalu mengalami 

perbaikan. Untuk lebih menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi, 

Badan Pusat Statistik telah melakukan perubahan tahun dasar 
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perhitungan dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. 

Pada tahun 2021, total nilai PDRB atas dasar harga berlaku 

mencapai Rp 18.810,82 (Miliar rupiah), sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan tahun 2021 sebesar Rp 12.221,19 (Miliar rupiah). Peranan 

sektoral dalam pembentukan PDRB Kabupaten Batang Hari cukup 

bervariasi, sektor yang memiliki peranan terbesar adalah sektor pertanian 

sebesar 42,50 persen. Sektor lain yang juga berperan selain pertanian 

adalah sektor industri pengolahan sebesar 9,96 persen serta sektor 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 

9,39 persen. (Sumber data: Kabupaten Batang Hari dalam Angka Badan 

Pusat Statistik Tahun 2022). 

1.3. KONDISI PEMERINTAHAN 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi 

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 

Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2016 Tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan 

susunan sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari merupakan Sekretariat 

Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyusunan kebijakandan pengkoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari 

merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan  dan  keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang 

Hari serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang 
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diperlukan  oleh  DPRD  dalam  melaksanakan hak  dan  fungsinya 

sesuai dengan kebutuhan; 

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari, merupakan Inspektorat 

dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; 

d. Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Kabupaten, terdiri dari : 

1. Dinas    Pendidikan    dan    Kebudayaan    dengan    Tipe    A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan 

dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 

2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan; 

3. Dinas  Sosial  dengan  Tipe  C  menyelenggarakan  urusan 

pemerintahan bidang Sosial; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C 

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang  

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat, Sub urusan Kebakaran; 

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang  Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, 

Kawasan Pemukiman danbidang Pertanahan; 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda Olah 

raga dan Bidang pariwisata; 

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dengan Tipe B menyenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; 

12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja 

dan bidang Transmigrasi; 

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan; 

14. Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Perhubungan; 

15. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dengan  Tipe  B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi 

dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; 

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan 

dan bidang Kearsipan; 
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17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe 

A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

18. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang 

Kehutanan ; 

19. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan 

Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan; 

 

20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub 

urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura; 

21. Dinas  Perkebunan  dan  Peternakan  dengan  Tipe  A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub 

urusan Perkebunan dan sub urusan Peternakan; 

 

e. Badan Daerah Kabupaten Batang Hari mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari: 

1. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  dengan Tipe A 

melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan; 

2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi 

penunjang bidang keuangan; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; 
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4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B 

melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian 

dan pengembangan; 

 

 

f.  Kecamatan, terdiri dari : 

1.  Kecamatan Mersam dengan Tipe A; 

2.  Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan TipeA; 

3.  Kecamatan Batin XXIV dengan Tipe A; 

4.  Kecamatan Muara Tembesi dengan TipeA; 

5.  Kecamatan Muara Bulian dengan Tipe A; 

6.  Kecamatan Bajubang dengan Tipe A; 

7.  Kecamatan Maro Sebo Ilir  dengan Tipe A; dan 

 8.  Kecamatan Pemayung  dengan Tipe A 

Selain Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe  masih 

ditetapkan sebagai perangkat daerah Kabupaten Batang Hari sampai 

dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 

tentang perangkat daerah dimaksud. 

 

1.4. Isu-Isu Strategis 

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang memiliki peran penting 

dan perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah. Isu-isu strategis memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan 

daerah dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan 

dinamika internasional, nasional maupun regional yang berkembang saat 

ini dan yang akan datang. 
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Isu-isu strategi yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari dapat dikelompokkan dalam aspek sebagai berikut: 

 
1.4.1 Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam 

 Pembakaran lahan pada lahan-lahan perkebunan ataupun 

ladang masyarakat  secara rutin terjadi pada musim kemarau, 

telah berakibat buruk terhadap kualitas udara, munculnya kabut 

asap dan pencemaran udara yang menimbulkan dampak luar 

biasa bagi kehidupan manusia; munculnya ISPA (infeksi saluran 

pernafasan akut) bagi penduduk, juga menyebabkan turunnya 

produktifitas, terkendalanya proses produksi, dan terganggunya 

berbagai aktifitas ekonomi lainnya. 

 Pencemaran air dan tanah juga telah menunjukkan indikasi yang 

merugikan bagi masyarakat dan lingkungan, sebagai dampak dari 

limbah aktifitas kawasan komersial seperti ketidaktertiban 

pelaku usaha seperti bengkel, restoran, usaha perkebunan, 

pertanian, transportasi, galian tambang dan lain sebagainya 

sehingga tanah dan air menjadi tercemar. 

 Kawasan permukiman yang tidak menyediakans istem 

pengumpulan air limbah secara komunal maupun tunggal juga 

dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Kondisi ini 

harus menjadi perhatian untuk keberlangsungan lingkungan 

yang sehat. 

 Tujuh dari delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Batang Hari 

rawan terkena banjir musiman setiap tahun, karena sebagian 

besar wilayah ini berada pada daerah aliran sungai (DAS) dengan 

rawa-rawa. Secara geomorfologis wilayah kabupaten ini landai 

dengan kemiringan berkisar antara 0-8 persen (92,28 persen) dan 
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dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Batang Tembesi dan 

Sungai Batang Hari. 

 Aktifitas ekonomi yang mengupas muka bumi dan penggundulan 

kawasan cakupan hujan merupakan faktor utama penyebab 

bencana banjir yang terjadi secara berkala setiap tahun akibat 

dari sedimentasi aliran sungai. Perubahan iklim yang 

mempengaruhi pola curah hujan, peningkatan suhu permukaan 

dan pola angin yang berubah-ubah juga dapat memicu terjadinya 

banjir tahunan. 

 Sebagai daerah yang sedang berkembang, permasalahan 

lingkungan hidup merupakan problem yang mulai muncul dan 

patut menjadi pertimbangan dan ditempatkan sebagai kriteria 

utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.   Terutama 

dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi perusahaan 

perkebunan dan pertambangan.  Pembangunan mutlak 

berwawasan lingkungan, meliputi aspek pengendalian 

pencemaran lingkungan (air,udara,tanah), serta perlindungan 

kawasan lindung dan konservasi.  Tujuannya adalah agar dimasa 

depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan 

kualitas yang baik. 

 Masih lemahnya penegakan hukum, penguatan kelembagaan, 

kualitas   sumber   daya manusia dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap perlindungan dan  pengelolaan lingkungan 

hidup.  Diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, 

dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup. 
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1.4.2 Dinamika Demografi dan Sosial Budaya 

 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Batang Hari masih relatif 

rendah, sampai  saat ini belumlah menjadi masalah. 

Namun secara gerografis, persebaran penduduk relatif kurang 

merata sehingga pemanfaatan potensi  sumber daya  alam  relatif  

belum  optimal. Sebagai  besar  penduduk  terkonsentrasi  di  

wilayah Kecamatan Muara Bulian dan Muara Tembesi yang 

secara fisik dan ekonomi memang lebih cepat perkembangannya. 

 Sekalipun pertumbuhan penduduk Batang Hari relatif rendah, 

namun laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola 

dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk 

menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan 

perkembangan fisik daerah kabupaten dengan didukung jumlah 

penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk 

usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara 

optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang 

memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 

 Isu penting pada aspek kependudukan yang patut dicermati 

adalah tingginya mutasi penduduk akibat migrasi (urbanisasi 

dan commuter) yang dapat berdampak terhadap faktor sosial 

budaya lokal dan keamanan. Terutama sekali yang berkenaan 

dengan bahaya narkoba bagi penduduk lokal, pergeseran norma-

norma dasar bagi generasi muda dan kriminalisasi. 

 Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama 

terlaksananya pembangunan, yang dapat dilihat dari tingkat 

pendidikannya.Semakin berkualitas sumber daya manusia, 

semakin baik pula mutu pembangunan yang dilaksanakan.  

Kualitas SDM masyarakat Kabupaten Batang Hari masih relatif 

rendah, yang dapat dilihat dari tingkat jenjang pendidikan yang 
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ditamatkan, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah 

(APM dan APK) dan nilai kelulusan pada setiap tingkatan jenjang 

pendidikan. Demikian pula kesiapan angkatan kerja untuk 

memasuki pasar kerja. Hal ini menunjukkan perlu perhatian 

lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Apalagi jika dihadapkan dengan pasar terbuka ASEAN dan AFTA 

yang memungkinkan serbuan tenaga asing dengan kualitas lebih 

baik yang menyebabkan kompetisi dalam mengisi lapangan kerja 

semakin tinggi. 

 Isu penting lain pada aspek SDM yang patut dicermati adalah ; 

rendahnya tingkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

petani, kelembagaan petani belum optimal serta kemampuan, 

kelembagaan dan kemandirian UMKM dalam mengakses pasar, 

teknologi dan modal masih relatif rendah. 

 Gender  merupakan  isu  pokok  yang  harus  mendapatkan  

perhatian  untuk  memperbesar  peran  serta perempuan dalam 

pembangunan daerah.  Potensi perempuan sangatlah besar 

mengingat rasio penduduk perempuan hampir seimbang dengan 

jumlah penduduk laki-laki.Perempuan memiliki peran penting 

dalam hal menambah pendapatan dan kualitas SDM 

keluarga.Sehingga perempuan perlu mendapatkan porsi yang 

layak dalam segala bidang pemerintahan dan pembangunan. 

 Perhatian pemerintah terhadap isu peran anak dan pemuda 

masih relatif rendah. Anak dan pemuda adalah gambaran masa 

depan, perannya sangat strategis   dalam pembangunan seperti 

pelibatan dalam proses perencanaan pembangunan, mendesain 

program-program yang mengakomodir anak-anak berbakat dan 

pemuda berprestasi serta kegiatan-kegiatan yang merangsang 
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kreativitas sehingga terhindar dari aktivitas negatif dan tidak 

produktif. 

 Masih  sangat  dominan  terjadi   gesekan   sosial/konflik  sosial  

di  tengah  masyarakat,  terutama konflik/friksi/sengketa lahan 

baik antara pihak investor dengan masyarakat, investor dengan 

investor, maupun antar  masyarakat. Gesekan  ini  disebabkan  

oleh  pola  kemitraan  di  bidang  perkebunan  yang  belum 

berkeadilan dan relatif belum berpihak kepada masyarakat 

kecil/petani, kepastian hukum pengelolaan dan pemanfaatan 

serta kepemilikan lahan oleh petani, pengalokasian sumberdaya 

lahan yang belum sempurna (tumpang tindih izin, ketidakadilan, 

penyerobotan lahan, dll). 

 

1.4.3 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

 Pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan anggaran 

yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan 

pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan 

konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber 

pembiayaan non konvensional. 

 Isu  penting  dalam  pembiayaan  pembangunan  adalah  

peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan optimalisasi pajak 

dan restribusi daerah. Memobilisasi sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan daerah dari dua sumber ini masih sangat jauh dari 

potensi yang sebenarnya. 

 Isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tata kelola 

aset-aset daerah yang belum optimal.  Hal ini menyangkut aspek 

manajemen data dan informasi aset-aset serta optimalisasi 

pemanfaatannya untuk mendapatkan timbal balik bagi 

pendapatan daerah. 
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 Kemampuan dan profesionalitas sumber daya manusia pengelola 

keuangan daerah di semua tingkatan pemerintah  mulai  dari  

desa/kelurahan,  kecamatan,  sampai  di  level  kabupaten  masih  

belum  optimal sehingga berpotensi terjadinya berbagai 

kesalahan administrasi dan penyelewengan pengelolaan 

keuangan daerah.  Akuntabiltas, transparansi efektif dan efisien 

tata kelola keuangan daerah belum optimal sehingga perlu terus 

ditingkatkan. 

 Sekalipun secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, 

namun masih jauh di bawah kapasitas potensinya yang 

disebabkan karena belum optimalnya kinerja OPD terkait dalam 

menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendataan 

sumber-sumber pajak daerah belum optimal dan masih terjadi 

kebocoran dalam proses perolehan PAD. 

 Proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah 

di Kabupaten Batang Hari masih sangat tinggi (di atas 72,20 

(persen) sehingga APBD Kabupaten Batang Hari dinilai sangat 

rawan karena sangat besar ketergantungannya terhadap dana 

transfer dari pemerintah pusat. 

 Dituntut   perbaikan   kinerja   penyelenggaraan   pemerintahan   

dan   pelaksanaan   pembangunan   secara menyeluruh  terhadap  

birokrasi  agar  pelayanan  terhadap  masyarakat  semakin  

membaik.     Reformasi birokrasi  merupakan  konsep  perbaikan  

birokrasi  yang  mencakup  pembenahan  struktural,  prosedural, 

kultural, dan etika birokrasi serta perbaikan budaya kerja dan 

perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. 

 Berbagai isu penting yang perlu diperhatikan pada aspek 

reformasi birokrasi antara lain; efesiensi penataan kelembagaan 
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perangkat daerah, transparansi tata laksana, perbaikan 

kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas yang tinggi 

terhadap pelayanan publik, dan sinergitas antar lembaga 

pemerintah, serta sinergitas antara pemerintah dengan dunia 

usaha/masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang 

profesional. 

 Wujud nyata reformasi birokrasi ini adalah penataan struktur 

birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi 

CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem 

Elektronik Pemerintah (e- Government),   penyederhanaan   

perizinan   usaha   dan   izin   mendirikan   bangunan,   serta   

peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system". 

 Pengembangan e-government merupakan isu penting dalam 

rencana strategis Kabu 

 paten Batang Hari.  Ke depan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan harus efisiensi dan efektifitas.E-government yang 

mengeksplorasi kemajuan teknologi informasi dapat menyikapi 

aspek kurangnya jumlah aparatur pemerintah untuk menunjang 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

 Pada era globalisasi kompetisi yang sedemikian ketat, agar dapat 

eksis diperlukan kerjasama dan hubungan yang  mutualisma  

antar  daerah  baik  lingkup  nasional,  regional,  dan  global  pada  

berbagai  sektor pembangunan serta technical assistance dalam 

bidang-bidang teknis tertentu. 

 Isu strategis pelayanan publik bertujuan meningkatkan kualitas 

layanan sehingga mencapai level kepuasan bagi masyarakat yang 

dilayani.  Berbagai perbaikan layanan publik perlu dilakukan 

seperti penyederhanaan jumlah dan mekanisme perijinan, 

penyusunan SOP pada tiap-tiap layanan publik, peningkatan 
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profesional aparatur, pengembangan inovasi konvensional, 

penciptaan sistem pelayanan yang efisien dan tidak memberikan 

peluang terjadinya penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang. 

 

1.4.4 Tata Ruang dan Infrastruktur Daerah 

 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 

merupakan acuan dasar bagi penataan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang Wilayah kabupaten. Isu strategis pada aspek 

ini adalah optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 

arahan RTRW. 

 Regulasi  berkenaan  rencana  detail  tata  ruang  dan  zonasi  

sebagai  acuan  dalam  membangun  ruang kabupaten sangat 

diperlukan untuk menjaga konsistensi dan komitmen yang tinggi 

terhadap rencana tata ruang.  Sinergitas  antara  pemerintah,  

masyarakat  dengan  komunitas  pemerhati  penataan  ruang  

yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan 

ruang sangat diperlukan. 

 Perkembangan pembangunan wilayah yang cepat membutuhkan 

akses transportasi daerah yang lancar dan aman.  Hal ini 

merupakan isu strategis yang harus diperhatikan, agar 

pertumbuhan jumlah kendaraan dapat diimbangi dengan 

pertumbuhan jalan yang ideal.  Oleh karena itu, perlu mulai  

dirintis  pengembangan sistem transportasi terpadu untuk 

memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa 

serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang 

dan jasa. 

 Pengembangan sistem transportasi mengutamakan sistem 

angkutan umum masal untuk meningkatkan mobilitas penduduk 
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serta barang dan jasa.   Selain itu perlu dibangun inner ringroad 

penghubung sub-sub pusat pelayanan untuk memacu 

pertumbuhan kawasan dan alternative pilihan rute bagi 

kendaraan pribadi sehingga mengurangi beban jalan-jalan 

utama. Selain itu perlu memperhatikan koneksi dengan sistem 

transportasi wilayah yang lebih luas sehingga dapat terintegrasi 

dalam konsep pengembangan wilayah yang lebih luas. 

 Isu terkait dengan perumahan  dan  permukiman adalah 

mengenai permasalahan kualitas lingkungan berkenaan dengan 

penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat. 

Kawasan perumahan yang dikembangan tanpa 

mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan 

permukiman sekitarnya sehingga  menimbulkan  berbagai  

persoalan  seperti  ekslusivitas, hambatan  aksesibilitas  kawasan  

serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan 

permukiman yang berada di sekitarnya. 

 Diperlukan  konsep  perencanaan  kawasan  lingkungan  yang  

sistematis  dengan  memperhatikan  kawasan secara keseluruhan 

sehingga terbentuk struktur pemukiman yang ideal.   Perbaikan 

kawasan lingkungan permukiman dengan menerapkan prinsip-

prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan, 

merupakan isu penting untuk mewujudkan kenyamanan yang 

berwawasan lingkungan. 

 Isu  air  bersih  yang  merupakan  kebutuhan  primer  wajib  

dipenuhi  pemerintah  bagi  warganya  yang kebutuhannya 

semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah 

penduduk.  Kondisi iklim dan cuaca yang ekstrim dan tidak dapat 

diprediksi menyebabkan terganggunya proses penyediaan air 

bersih.  Intrusi air sungai serta buruknya kualitas air baku bagi 
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proses pengolahan air bersih menyebabkan kapasitas dan 

kualitas  produksi  air  tidak  optimal  dan  kuntinuitas  supplai  

air  tidak  terjaga  serta  peningkatan  biaya pengolahan. 

 Isu strategis tentang air bersih adalah kecukupan air bersih 

secara fisik dan mutu untuk keseluruhan wilayah dan rumah 

tangga sesuai target mutlak yang harus dipenuhi sesuai standar 

Millenium Development Goals (MDGs) 2105 dan standar 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

 Isu berkenaan dengan sanitasi di Kabupaten Batang Hari lebih 

dominan kepada prilaku perusahaan dan rumah tangga yang 

membuang limbah ke sungai tanpa lebih dahulu diolah sehingga 

sungai terpolusi oleh limbah-limbah pabrik dan rumah tangga 

seperti bahan kimia sisa sabun cuci, sabun mandi, dll. 

 

 

1.4.5 Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 
 

 Isu tentang ketahanan pangan menjadi fokus dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan 

diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas 

ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan 

nasional. 

 Isu strategis yang harus diperhatikan adalah penguatan 

kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 

pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu 

pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, 

akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan 

diversifikasi pangan. Diperlukan  sinergitas  pemerintah,  dunia  

usaha,  dan  masyarakat  dengan  mengedepankan kerjasama 

antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum. 
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 Peningkatan investasi dalam rangka menggerakan perekonomian 

daerah masih terbatas karena daya tarik dan daya dukung masih 

rendah.  Pengembangan agroindustri untuk komoditas unggulan 

berbasis potensi daerah masih belum optimal. 

 Peningkatan daya saing global merupakan isu penting untuk 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  Hal ini 

terkait dengan letak posisi wilayah Kabupaten Batang Hari secara 

geografis.  Mengacu pada RTRW Provinsi Jambi, kawasan Kota 

Jambi  dan sekitarnya (Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi dan 

Kabupaten Batang Hari) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW).  Sementara untuk bagian Barat adalah 

Kabupaten Bungo dan sekitarnya dengan pusat pengembangan 

di Perkotaan Muara Bulian.  Dalam konteks ini diperlukan 

strategi yang tepat melalui promosi, penyediaan infrastruktur 

yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen 

pengelolaan daerah yang efektif, optimalisasi pasar yang akan 

memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik 

daerah. 

 Lemahnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan 

masyarakat menjadi faktor penghambat persaingan daerah 

lingkup global agar Kabupaten Batang Hari dapat berperan dalam 

kerangka regionalisasi ekonomi Provinsi Jambi. 

 Kualitas sumberdaya manusia berbasis kompetensi dan 

berorientasi pasar tenaga kerja masih rendah disisi lain 

pengangguran terdidik cenderung meningkat. Sejalan dengan 

pertambahan penduduk, isu strategis tentang penyediaan 

lapangan kerja bagi penduduk usia produktif, peningkatan 

jumlah usia angkatan kerja serta tantangan penyediaan lapangan 

pekerjaan yang semakin besar harus menjadi perhatian serius. 
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 Angka pengangguran dan stabilitas perekonomian Kabupaten 

Batang Hari sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian 

nasional, global, dan provinsi mengingat sektor utama yang 

menopang perekonomian daerah ini adalah perkebunan, 

pertanian dan jasa. 

 Rendahnya   pertumbuhan   ekonomi,   perluasan   kesempatan   

kerja,   pemerataan   pendapatan   dan pengendalian stabilitas 

harga kebutuhan pokok.  Isu strategis yang perlu dicermati 

adalah penerapan prinsip pengembangan ekonomi yang 

seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro 

growth, dan pro environment  dengan  memperhatikan  

pemberdayaan  masyarakat  serta  disinergikan  dengan  

kebijakan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertuang dalam 

Masterplan Percepatan Perluasan Pembangungan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI) dan Sustainable Development Goals (SDGs). 

 Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan 

ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, 

Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi 

pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari 

dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. 

Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari 

poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) 

dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA). 

 Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak 

terhadap harga komoditi unggulan Kabupaten Batang Hari 

Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), 

Karet dan kelapa dalam.  Kondisi ini berdampak pada pendapatan 
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masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan yang pada 

gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat. 

 Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan secara resmi virus 

Corona sebagai pandemi. Pemerintah Republik Indonesia dalam 

menyikapi hal ini kemudian menetapkan Covid-19 sebagai 

bencana nasional. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non-Alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari telah 

menerapkan beberapa peraturan terkait pencegahan penyebaran virus 

corona. Salah satunya yaitu penerapan 3M (Memakai masker, Mencuci 

tangan, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Hampir seluruh 

sektor di Kabupaten Batang Hari mengalami dampak dari pandemi 

Covid-19 ini. Kondisi perekonomian yang melemah mempengaruhi juga 

kepada pendapatan masyarakat dan yang paling merasakannya adalah 

masyarakat lapisan bawah. Jika sebelum pandemi Covid-19 jumlah 

penduduk miskin dapat dikurangi oleh Pemerintah Daerah kabupaten 

Batang Hari, maka setelah pandemi Covid-19 ini jumlah penduduk 

miskin akan bertambah lagi dan menjadi tugas besar Pemerintah 

Daerah ke depannya untuk mengantisipasi agar kembali berkurang. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
 

 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana 

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh 

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. 

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda 

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi 

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 

Tujuan   umum  disusunnya  Perjanjian  Kinerja  yaitu  dalam  rangka 

Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan 

publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang 

efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini 

lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Kabupaten Batang 

Hari, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan 

serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi oleh 

Kabupaten Batang Hari. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Perubahan (RPJPDP) Kabupaten Batang Hari 2006-2025, visi Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batang Hari adalah 

“BATANG HARI YANG SEJAHTERA ,BERKEADILAN, DAN 

BERAKHLAK MULIA 2006-2025.” Visi RPJPD Kabupaten Batang Hari 

tersebut diwujudkan melalui tiga Misi yaitu: 

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkesinambungan 

2. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan 

3. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia 

 

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai 

melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-

masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD 

Kabupaten Batang Hari Tahun  2016-2021  sendiri  merupakan  periode  

ketiga  pembangunan  jangka  menengah  dalam  kerangka 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari. 

 

 

I. VISI  
 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari untuk periode 

RPJMD Perubahan 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2017  visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: 

“MASYARAKAT BATANG HARI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA 

BERLANDASKAN KETAQWAAN” 

 

Perumusan  dan  penjelasan  terhadap  visi  dimaksud,  

menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, 

sebagaimana tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.1 

Perwujudan visi RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016 – 2021 

POKOK-POKOK VISI PENJELASAN VISI 

BATANG HARI YANG MAJU Terwujudnya masyarakat Batang 

Hari yang maju secara ekonomi, 
pendidikan, Kesehatan, sosial 

budaya dan politik 

BATANG HARI YANG ADIL 

 

Terwujudnya  masyarakat batang  

Hari  yang  adil,  dalam  ruang 
geografis, adil dalam social ekonomi, 

melindungi hak masyarakat miskin, 
dan berdemokrasi dalam politik, 

ekonomi dan sosial budaya 

BATANG HARI YANG SEJAHTERA Terwujdunya masyarakat   Batang 
hari yang sejahtera dilihat dari 

prespektif ekonomi, social dan 

budaya yang dibangun dari etos 
kerja dan produktivitas yang tinggi 

BATANG HARI YANG TAQWA Terwujudnya masyarakat Batang 
Hari yang taqwa, dimana martabat 

kehidupan manusia harus 
dibangun dengan nilai-nilai 

keagamaan, moral, nilai seni seiring 
dengan nilai-nilai ekonomi 

BATANG HARI MELAKUKAN 

PERUBAHAN UNTUK  PERBAIKAN 

Terwujudnya perubahan untuk 

perbaikan Kabupaten Batang Hari 

melalui perubahan dari level 

pimpinan yaitu Bupati dan wakil 

Bupati dengan tekad, komitmen dan 

integritas yang tinggi. 

 

2. MISI 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 berorientasi 

pada pembangunan  dan peningkatan kompetensi segenap 

sumberdaya yang terdapat di Kabupaten Batang Hari dalam segala 

bidang, untuk menyiapkan Batang Hari yang Maju, yang Sejahtera, 
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yang Taqwa dan melakukan perubahan untuk perbaikan diwilayah 

Kabupaten Batang Hari. 

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten 

Batang Hari, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Batang 

Hari  2016-2021 sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas 

dan Berkarakter; 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan; 

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan 

Dasar bagi Masyarakat; 

4. Meningkatkan  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  

secara  Proporsional,  Efektif,  Efisien, Akuntabel, dan Transparan 

melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan; 

5. Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan 

serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan 

Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional 

 

3. TUJUAN  
 

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan 

menyelaraskan dengan  arahan tehnis operasional dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, 

maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun 

kedepan adalah : 

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan 

Berkarakter 

2. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat 

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan 

Dasar 
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6. Pegelolaan Pemerintahan yang Bersihdan Akuntabel 

7. Terwujudnya Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam 

Kehidupan Masyarakat 

8. Terwujudnya Pengembangan Budaya untuk Melestarikan 

Kearifan Lokal 
 

4. SASARAN 

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan Dasar 

2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

3. Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat 

4. Meningkatnya  Perilaku Hidup Sehat 

5. Meningkatnya Daya Saing Petani 

6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat 

7. Meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 

9. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Transportasi 

10. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan 

11. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

12. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman 

13. Meningkatnya Infrastruktur Pertanian 

14. Meningkatnya infrastruktur Perdagangan 

15. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah 

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

17. Meningkatnya Kepekaan Sosial 

18. Meningkatnya Budaya Baca Al-qur'an 

19. Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama 

20. Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah 

21. Pelestarian Budaya Kearifan Lokal 
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TABEL 2.2 
SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 

TAHUN 2016-2021 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2016) 

TARGET KINERJA SASARAN RPJM KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 

1 Meningkatny

a Aksesbilitas 

Pendidikan 

Dasar 

APK SMP 

Sederajat 

Persen 104,32 104,32 104,32 105,02 105,35 105,95 

 APM SMP 

Sederajat 

Persen 80,37 81,37 82,37 83,37 84,37 85,37 

2 Meningkatny

a Kualitas 

Pendidikan 

Nilai Rata-

rata UN 

SMP 

Nilai 53,1 43,34 51,5 55 57,5 60,0 

Persentase 

Kelulusan 

SMP 

Persen 98,20 98,33 98,40 98,75 99 99,15 

3 Meningkatny

a Derajad 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angka 

Kematian 

Bayi 

Angka 

Kemati

an Bayi  

5 5 4 4 4 3 

Case 

Detection 

Rate 

Persen 53,20 70 72 75,50 80 82,5 

4 Meningkatny

a  Perilaku 

Hidup Sehat 

Indeks 

Keluarga 

Sehat 

Indeks 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 

5 Meningkatny

a Daya Saing 

Petani 

Nilai Tukar 

Petani (NTP) 

Persen 95,67 96 97,50 98,50 101,00 101,00 

6 PemerataanP

endapatan 

Masyarakat 

Indeks Gini Indeks 0,2940 0,2852 0,2766 0,2683 0,2603 0,2525 

7 Meningkatny

a Iklim 

Investasi 

Daerah 

Laju 

Pertumbuh

aan 

Investasi 

Persen 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 

8 Meningkatny

a Daya Beli 

Masyarakat 

Nilai Inflasi 

Daerah 

Nilai 

 

 

1,23 1,15 1,10 0,95 0,90 0,80 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2016) 

TARGET KINERJA SASARAN RPJM KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 

9 Meningkatny

a Kualitas 

danKuantitas 

Infrastruktur 

Transportasi 

Persentase 

Jalan 

Kabupaten 

dalam 

kondisi 

mantap 

Persen 

 

 

22,95 23,95 24,95 25,95 26,95 27,95 

10 Meningkatny

a Kualitas 

dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah SD 

dan SMP 

terakredi- 

tasi A 

Jumlah 

 

15 18 27 30 35 40 

11 Meningkatny

a Kualitas 

dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Kesehatan 

Persentase 

Puskesmas 

terakreditas

i Utama 

 

Persen 

 

 

0 0 0 23,53 44,44 0 

Rumah 

Sakit 

Umum 

Daerah 

Terakredita

si 

Paripurna 

Jumlah 1 1 1 1 1 1 

12 Meningkatny

a Kualitas 

Infrastruktur 

Permukiman 

Persentase 

Kawasan 

Kumuh 

Persen 

 

0,00390 0,00390 0,01401 0,01001 0,0090 0,0085 

13 Meningkatny

a 

Infrastruktur 

Pertanian 

Persentase 

Insfrastrukt

ur 

Pertanian 

terhadap 

Luas Lahan 

Sawah 

Persen 

 

26,29 30,50 33,70 35,70 38.20 41,20 

14 Meningkatny

a 

infrastruktur 

Perdagangan 

Persentase 

Jumlah 

Pasar Tipe 

C 

Persen 

 

2,63 2,63 2,63 2,63 5,26 7,89 

15 Meningkatnya 

Kinerja 

Nilai SAKIP 

Kabupaten 

Nilai 

 

CC B BB BB A A 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2016) 

TARGET KINERJA SASARAN RPJM KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 

Pengelolaan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 

Opini 

Kinerja 

Kabupaten 

Nilai WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

16. Meningkatny

a Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 75,76 78,52 81,26 84,04 86.8 89,56 

17 Meningkatny

a Kepekaan 

Sosial 

Indeks 

Kepekaan 

Sosial 

Indeks NA 0,50 0,52 0,55 0.57 0,60 

18. Meningkatny

a Budaya 

Baca Al-

qur'an 

 

Persentase 

Melek 

Aksara 

Alquran 

Persen NA 80 85 90 95 97 

19. Meningkatny

a Kerukunan 

Hidup 

Beragama 

Persentase 

Konflik 

SARA 

Persen 0 0 0 0 0 0 

20. Meningkatny

a 

Pengembang

an Budaya 

Daerah 

Jumlah 

Event 

Budaya dan 

Seni 

Budaya 

Jumlah 1 3 3 4 5 6 

21. Pelestarian 

Budaya 

Kearifan 

Lokal 

Jumlah 

Mata 

Budaya 

yang 

dilestarikan 

Jumlah 29 30 10 31 35 40 
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TABEL 2.3 

PERJANJIAN KINERJA 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET 

1 Meningkatnya Aksesbilitas 

Pendidikan Dasar 

APK SMP Sederajat Persen 105,95 

APM SMP Sederajat Persen 85,37 

2 Meningkatnya Kualitas 

Pendidikan 

Nilai Rata-rata UN SMP Nilai 60,0 

Persentase Kelulusan SMP Persen 99,15 

3 Meningkatnya Derajad 

Kesehatan Masyarakat 

Angka Kematian Bayi Angka 

Kematian 

Bayi  

3 

Case Detection Rate Persen 82,5 

4 Meningkatnya  Perilaku 

Hidup Sehat 

Indeks Keluarga Sehat Indeks 0,8 

5 Meningkatnya Daya Saing 

Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) Persen 102,50 

6 Pemerataan Pendapatan 

Masyarakat 

Indeks Gini Indeks 0,2525 

7 Meningkatnya Iklim 

Investasi Daerah 

Laju Pertumbuhaan 

Investasi 

Persen 5,4 

8 Meningkatnya Daya Beli 

Masyarakat 

Nilai Inflasi Daerah Nilai 

 

 

0,80 

9 Meningkatnya Kualitas 

danKuantitas Infrastruktur 

Transportasi 

Persentase Jalan 

Kabupaten dalam kondisi 

mantap 

Persen 

 

 

27,95 

10 Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Pendidikan 

Jumlah Sekolah SD dan 

SMP terakreditasi A 

Jumlah 

 

40 

11 Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur 

Kesehatan 

Persentase Puskesmas 

terakreditasi Utama 

 

Persen 

 

 

55,56 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Terakreditasi 

Paripurna 

Jumlah 1 

12 Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Permukiman 

Persentase Kawasan 

Kumuh 

Persen 

 

0,0085 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET 

13 Meningkatnya Infrastruktur 

Pertanian 

Persentase Insfrastruktur 

Pertanian terhadap Luas 

Lahan Sawah 

Persen 

 

41,20 

14 Meningkatnya infrastruktur 

Perdagangan 

Persentase Jumlah Pasar 

Tipe C 

Persen 

 

7,89 

15 Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Pemerintahan 

Daerah 

Nilai SAKIP Kabupaten Nilai 

 

 

A 

Opini Kinerja Kabupaten Nilai WTP 

16 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 89,56 

17 Meningkatnya Kepekaan 

Sosial 

Indeks Kepekaan Sosial Indeks 0,60 

18 Meningkatnya Budaya Baca 

Al-qur'an 

Persentase Melek Aksara 

Alquran 

Persen 97 

19 Meningkatnya Kerukunan 

Hidup Beragama 

Persentase Konflik SARA Persen 0 

20 Meningkatnya 

Pengembangan Budaya 

Daerah 

Jumlah Event Budaya dan 

Seni Budaya 

Jumlah 6 

21 Pelestarian Budaya Kearifan 

Lokal 

Jumlah Mata Budaya yang 

dilestarikan 

Jumlah 40 

 
 
 

TABEL 2.4 
SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 

TAHUN 2021-2026 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2021) 

 

TARGET KINERJA SASARAN 

RPJM 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 Terwujudnya Penguat 

an Ekonomi berbasis 

Pertanian dengan 

menjamin terciptanya 

Skala Ekonomi dalam 

Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

Nilai Tukar 

Petani (NTP) 
Persen 107,8  108,4 108,7 108,9 109,4 109,9 109.9 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2021) 

 

TARGET KINERJA SASARAN 

RPJM 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

2 Menumbuhkembangk

an Wirausaha Milenial 

dan Mewujudkan  

Industri Kreatif 

berbasis Agricultural 

Ekowisata 

Persentase 

Peningkatan 

Wirausaha 

Milenial 

Persen 2,1  

 

5,5  

 

6,1  

 

6,5 6,8 7,1 32 

3 Terwujudnya Kehidup- 

an Masyarakat yang 

bertumpu pada Budi 

Pekerti yang Luhur, 

Toleransi Antar Umat 

beragama yang 

Mengedepankan Etika 

dan Moral dalam 

tatanan Kehidupan 

Masyarakat   

Konflik 

SARA 
Kasus NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

4 Menghidupkan kembali 

Semangat Gotong 

Royong dan 

Kemandirian 

Masyarakat menuju 

Ketahanan Keluarga. 

Indeks 

Kepekaan 

Sosial 

Indeks 0,59  0,65 0,69 0,71 0,72 0,73 0.73 

5 Meningkatkan 

Ketersediaan Ruang 

Kota dan Ruang 

Terbuka yang Aman 

dan Nyaman 

Persentase 

Pemanfaatan 

Ruang 

Sesuai 

Rencana 

 

Persen 75 77 80 82 83 85 85 

6 Mewujudkan 

Lingkungan dan 

Kawasan Permukiman 

yang sehat 

Indeks 

Lingkungan 
Indeks 65,25  65,55 65,92 66,25 66,55 66,98 66.98 

7 Peningkatan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat 

Angka 

Kriminalitas 
Kasus 345  320 300 280 260 250 250 

8 Meningkatnya Nilai 

Investasi sebagai 

modal Pembangunan 

dan Mendorong 

Optimalisasi 

Pemanfaatan potensi 

sumber daya daerah 

Nilai 

Realisasi 

Investasi 

Milliar 350  400 425 450 475 500 500 

9 Meningkatkan Derajad 

Kesehatan dan Status 

Gizi Masyarakat serta 

Peningkatan 

Aksesbilitas dan Mutu 

Pendidiklan   

Angka 

Harapan 

Hidup 

Tahun 70,71  70,8

9 

70,9

1 

71,1

3 

71,2

5 

71,4

2 

71,42 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

Tahun 8,15  8,25 8,35 8,45 8,55 8,65 8,65 

10 Mewujudkan 

Pembangunan 
Tingkat 

Penganggur

an Terbuka 

Persen 6,21 5,98 5,55 5,05 4,98 4,55 4,55 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS  

INDIKATOR 

SASARAN 
SATUAN 

DATA 

CAPAIAN 

PADA 

TAHUN 

AWAL 

PERENC

ANAN 

(2021) 

 

TARGET KINERJA SASARAN 

RPJM 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

RPJMD 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia yang bermutu 

Melalui Standarisasi 

Mutu Lulusan yang 

Merata dan 

Berdaya Saing 
11 Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

Instansi Pemerintah 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kabupaten 

Nilai BB A A A A A A 

12 Meningkatnya 

kualitas Pelayanan 

Umum 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakar 

(IKM) 

Nilai 93,8 93,9 94,1 94,2 94,3 94,5 94,5 

13 Sinergisitas 

Pembangunan 

Daerah dan Desa yang 

Berorientasi Hasil 

Persentase 

Capaian 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

(IKU) 

Persen 100 100 100 100 100 100 100 
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BAB III 
AKUNTABILITAS 
KINERJA 
 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, 

Cerdas Dan Berkarakter 

 

 

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

pada pasal 18 ayat (7) disebutkan bahwa penyelenggaran pemerintah 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah 

dalam sistem negara kesatuan repubilik Indonesia. Undang-undang RI 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab IV pasal 

9 ayat 1 juga menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas 

urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan 

Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut yaitu urusan 

Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Sedangkan urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan 

yang dibagi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintahan daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi 

pelaksanaan otonomi Daerah. Sementara, urusan Pemerintahan umum 
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adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai 

kepala Pemerintahan.  

Pada Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) urusan wajib yang berkaitan 

dengan  dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan dan kesehatan, 

selain urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahanan 

rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat serta urusan wajib bidang sosial. Terkait 

dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada sub urusan 

manajemen pendidikan, untuk pengelolaan pendidikan yang meliputi 

pengelolaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non 

formal dan pengelolaan urusan kesehatan perorangan serta rujukan 

tingkat daerah merupakan urusan konkuren Pemerintah 

Kabupaten/Kota.  

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 

cerdas dan berkarakter di Kabupaten Batang Hari, Pemerintah daerah 

Kabupaten Batang Hari telah menetapkan urusan wajib pelayanan dasar 

bidang Pendidikan dan bidang Kesehatan menjadi indikator pada misi 

pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021. Selain didukung 

urusan wajib pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, misi ini juga 

didukung dengan Program urusan wajib non pelayanan dasar yang 

meliputi urusan Perpustakaan dan Kearsipan, Penelitian dan 

pengembangan, kepemudaan dan olah raga, koperasi usaha kecil dan 

menengah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tenaga 

kerja, pengendalian kependudukan dan keluarga dan berencana.  

Hingga berakhirnya tahun masa berlakunya RPJMD Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2016-2021, masih terdapat beberapa persoalan dan 

masih terus diupayakan untuk  peningkatan sumber daya manusia  di 
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Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021, antara lain adalah kuantitas 

dan kualitas serta kopentensi tanaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

angka harapan lama sekolah 12, 93 Tahun, angka rata-rata lama sekolah 

yang baru mencapai 8,12 Tahun, APK, APM Pendidikan dasar,  angka 

putus sekolah, sarana serta prasarana pendidikan. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud juga terkait dengan upaya 

menciptakan kualitas peserta didik yang berkarakter kebangsaan yaitu 

siswa yang jujur, cerdas, tangguh dan peduli. Selanjutnya untuk isu 

strategis dan prioritas utama bidang kesehatan di Kabupaten Batang Hari 

antara lain terkait dengan Usia Harapan hidup yang baru mencapai 70, 

64 Tahun, angka kematian Bayi 33 dari 4.735 bayi lahir hidup atau 6,97 

per1000 kelahiran hidup, angka kematian Balita tidak ada, angka 

kematian Ibu Maternal 9 orang dari 4.744 Ibu melahirkan hidup dan gizi 

balita. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut telah ditetapkan beberapa 

sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di 

Kabupaten Batang Hari, antara lain meningkatnya aksesibilitas 

pendidikan dasar, meningkatnya Kualitas pendidikan dan Meningkatnya 

derajat kesehatan masyarakat serta Meningkatnya perilaku hidup sehat. 

Upaya percepatan pencapaian dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter di Kabupaten 

Batang Hari, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal adalah sebuah 

keharusan, hal berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal dalam rangka untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 

tentang pemerintahan daerah dan itu ditindaklanjuti dengan Penerapan  

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan ketentuan 

pasal 16  Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

pelayanan minimal. 
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Sasaran 1 Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar 

Mempedomani 

Peraturan Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 

32 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis 

Pelayanan Minimal 

Pendidikan yang berisi 

tentang jenis pelayanan dasar bidang pendidikan pada SPM pendidikan 

daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan anak usia dini, 

pendidikan pendidikan kesetaraan. Sedangkan untuk cakupan mutu 

pelayanan dasar terkait dengan standar jumlah dan kualitas barang 

dan/atau jasa, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan 

SPM dimaksudkan untuk menjamin aksesibiltas dan mutu bagi 

masyarakat untuk   mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah 

kabupaten/kota   sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan   oleh 

Pemerintah.  Aksesibilitas pendidikan merupakan kemudahan yang 

diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan 

kesempatannya dalam memasuki suatu program pendidikan. Akses 

tersebut dapat berupa sikap sosial yang non diskriminatif, kebijakan 

politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung 

dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang 

aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya 

pendidikan yang terjmutu pelayanan angkau, yang memungkinkan setiap 

warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses 

belajar/mengajar pada program pendidikan yang dipilihnya. Persamaan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mengkaji apakah akses 
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terhadap pendidikan telah merata, sedangkan keadilan dalam 

memperoleh pendidikan meninjau apakah kesempatan memperoleh 

pendidikan telah sama antar berbagai kelompok. Indikator akses dan 

pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kota, ini juga sekaligus untuk mengetahui berapa banyak 

anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia 

sekolah dan setiap jenjang pendidikan. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, aspek sumber daya manusia 

khususnya angka partisipasi murni (APM) SMP sederajat merupakan 

salah satu bagian isu strategis dan prioritas  pembangunan di Kabupaten 

Batang Hari, yang terus diupayakan untuk naik dalam rangka 

penuntasan wajib belajar dasar 9 Tahun. Indikator lain terkait dengan 

angka partisipasi murni (APM) SMP sederajat, juga dapat dilihat dari 

capaian angka rata-rata lama sekolah, angka ini  yang secara umum 

menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 

15 tahun keatas, dengan capaian angka 8,12 Tahun 2021, dapat 

disimpulkan bahwa taraf pendidikan penduduk kabupaten Batang Hari 

baru mencapai kelas dua Sekolah Menengah Pertama sederajat. Dalam 

mengukur capaian tingkat pemerataan pendidikan digunakan indikator 

pemerataan, untuk indikator yang sering dipakai untuk menganalisa 

pemerataan memperoleh layanan pendidikan adalah angka partisipasi. 

Angka partisipasi adalah perbandingan antara jumlah murid dan jumlah 

usia belajar dengan penduduk usia Wajar Dikdas sembilan Tahun adalah 

anak umur 7 sampai dengan 15 tahun.  

Ada dua macam angka partisipasi yaitu Angka Partisipasi Kasar 

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang  digunakan untuk 

mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap jenjang 
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pendidikan sesuai dengan usia pada setiap jenjang pendidikan baik 

pendidikan formal maupun non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 disebutkan 

bahwa pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan 

berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 14 terdiri 

atas : Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Perguruan Tinggi 

(PT). Berikut target dan realisasi pada Tahun 2021 dalam rangka 

pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar yaitu 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat dan Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP Sederajat sebagaimana tabel tersebut dibawah ini. 

Tabel 3.1 
Target dan Realisasi Sasaran  

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar Tahun 2021 
 

 
 

No. 

 
 

Sasaran 
Kinerja  

 
 

Indikaor 
Kinerja  

 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

 
Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya 

 
Kinerja Tahun 

2021 

 
Capaian 

Kinerja Tahun 
2021 
( % ) 

 
Target 
Akhir 
Tahun 
2021 

2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1. Meningkatnya 
Aksesibilitas 
Pendidikan 
Dasar 

Angka 
Parisipasi 
Kasar 
(APK) 
SMP 
Sederajat 

 
 

104,32 

 
 

101,10 

 
 

112, 60 

 
 

116,55 

 
 

113,02 

 
 

105,95 

 
 

91, 16 

 
 

86, 04 

 
 

105,95 

Angka 
Parisipasi 
Murni  
(APM) 
SMP 
Sederajat 

 
 

80,37 

 
 

73,80 

 
 

80,63 

 
 

88,96 

 
 

89,78 

 
 

85,37 

 
 

89, 15 

 
 

100, 42 

 
 

85,37 

  
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 93, 23 

 

Sumber : Dinas PDK Kabupaten Batang Hari Tahun 2021, Diolah   
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Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Angka Partisipasi 

Kasar (APK) SMP Sederajat Tahun 2021 tidak tercapai sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Batang Hari. Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat 

merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP sederajat tanpa 

memperdulikan usia siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah SMP 

sederajat pada usia 11 sampai dengan 16 Tahun. Pada tahun 2021, target 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat di Kabupaten Batang Hari 

ditetapkan sebesar 105,95 persen dan terealisasi sebesar 91,16 persen 

dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 86,04 persen. Angka 

ini menunjukan bahwa perbandingan jumlah penduduk dengan mulai 

dari usia 11 Tahun hingga 16 Tahun yang bersekolah pada SMP sederajat 

terhadap jumlah penduduk mulai dari usia 13 Tahun hingga 15 Tahun 

yang bersekolah SMP sederajat tidak mencapai 100 persen, angka ini jauh 

menurun dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 113, 02. Capaian 

angka tahun 2021 ini tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD 2016-2021. Terkait dengan kewenangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota, pada sub urusan manajemen pendidikan, untuk 

pengelolaan pendidikan  yang meliputi pengelolaan pendidikan usia dini, 

pendidikan non formal sebagaimana penjelasan diatas, berikut 

perkembangan Angka Parisipasi Kasar (APK) berdasarkan jenjang 

pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dan pendidikan Non formal 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 sampai dengan 2021 

sebagaimana grafik dibawah ini.  
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Dan pada grafik berikut dibawah ini, dapat dilihat posisi relevansi 

angka Angka Parisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Parterhadap Provinsi Jambi 

dan Nasional Tahun 2016 sampai dengan 2021. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

APK PAUD 45.71 77.96 77.7 74.52 76.75 36.82

APK SD/MI 113.8 113.72 113.16 115.36 112.88 96.76

APK SMP/MTs 105.94 105.37 112.63 116.55 113.02 91.16
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Kab. Batang Hari Provinsi Jambi Nasional

Sumber : BPS Prov. Jambi
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Selanjutnya, untuk capaian realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP Sederajat Tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Batang Hari. Angka Parisipasi murni (APM) SMP sederajat 

merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP Sederajat dengan 

usia yang relevan dengan jumlah penduduk sekolah SMP sederajat pada 

usia 13 sampai dengan 15 Tahun. Pada tahun 2021, target Angka 

Parisipasi Kasar (APM) SMP sederajat di Kabupaten Batang Hari 

ditetapkan sebesar 85,37 persen dan terealisasi sebesar 89, 15 persen, 

namun jika dibandingkan dengan angka  Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP Sederajat Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 

2020 yang mencapai 89, 78 atau mengalami penurunan sebesar 0,63 

persen, namun secara keseluruhan capaian persentase realisasi capaian 

kinerja Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar melebihi serratus persen 

yaitu 100,42 persen. Angka ini menunjukan bahwa perbandingan jumlah 

penduduk dengan mulai dari usia 13 Tahun hingga 15 Tahun yang 

bersekolah pada SMP Sederajat dengan jumlah penduduk dengan mulai 

dari usia 13 Tahun hingga 15 Tahun usia relevan yang bersekolah SMP 

sederajat, melebihi 100 persen dan angka ini sekaligus telah melewati 

target angka pada akhir RPJMD 2016-2021. Kemudian, secara 

keseluruhan persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran 

meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar Tahun 2021 adalah sebesar 

93, 48 persen. Berikut perkembangan Angka Parisipasi Murni (APM) pada 

jenjang pendidikan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 sampai dengan 

Tahun 2021 sebagaimana grafik tersebut dibawah ini. 
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Dan pada grafik berikut dibawah ini, dapat dilihat posisi relevansi 

angka Angka Parisipasi Kasar (APM) SMP/MTs terhadap Provinsi Jambi 

dan Nasional Tahun 2016 sampai dengan 2021. 
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Tabel 3.2 

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

 Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar  Kabupaten 
Batang Hari,  Provinsi Jambi dan  Nasional Tahun 2021 

 
 
 

No. 

 
Indikaor 
Kinerja 
Sasaran 

 
Kondisi 

Awal 
RPJMD 

 
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 

 
Target 
Akhir 

RPJMD 
2021 

Kabupaten  
Batang Hari 

Pemerintah  
Provinsi Jambi  

 
Nasional 

1. Angka 
Parisipasi 
Kasar (APK) 
SMP 
Sederajat 

 
 

104,32 

 
 

91, 16 

 
 

88,96 

 
 

89, 43 

 
 

105,95 

Angka 
Parisipasi 
Murni  
(APM) SMP 
Sederajat 

 
 

80,37 

 
 

89, 15 

 
 

79,93 

 
 

80,59 

 
 

85,37 

 

Untuk sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar 

dengan indikotor sasaran  Angka Angka Partisipasi Kasar (APK)  SMP 

sederajat  Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 tidak tercapai, hal 

tersebut disebabkan oleh beberapa  faktor-faktor  yaitu : 

1. Wilayah tempat tinggal berpengaruh terhadap aksesibilitas 

memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah; 

2. Jarak ke sekolah berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh 

pendidikan bagi anak usia sekolah;  

3. Pendapatan per kapita rumah tangga berpengaruh terhadap 

aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah; 

4. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang masih 

relatif rendah, jika dilihat dari angka rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Batang Hari yang baru mencapai 8,12 Tahun, artinya 

bahwa jenjang pendidikan penduduk di Kabupaten Batang Hari 

kurang lebih baru mencapai kelas dua Sekolah Menengah Pertama 
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sederajat. Padahal angka ini mengindikasikan bahwa tingginya angka 

rata-rata pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. 

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu daerah 

menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pendidikan di daerah tersebut; 

5. Kapasitas fiskal pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari yang 

terbatas, sehingga  penerapan  standar pelayanan minimal sesuai 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 

dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 

dilakukan secara bertahap; 

6. Pandemi Covid 19 pada Tahun 2021, berakibat pada recofusing 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari, 

alokasi anggaran diprioritaskan pada penanganan Covid 19 secara 

medis dan bantuan bagi keluarga terdampak serta prioritas 

penanganan jaring pengaman Sosial (JPS) berupa  pemulihan 

ekonomi bagi UMKM. 

Menindaklanjuti kondisi-kondisi tersebut diatas,  upaya untuk  

meningkatkan capaian aksesbilitas Pendidikan Dasar, khususnya untuk 

jenjang pendidikan SMP Sederajat, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

telah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan antara lain dengan :  

(1) Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun non formal pada jenjang pendidikan SMP sederajat; 

(2) Pengintegrasian Program Nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik  

dalam rangka mengakomodir kekurangan beasiswa pada Program KIP, 

dengan menyediakan bantuan sosial beasiswa bagi siswa yang tidak 

mampu/miskin  untuk jenjang pendidikan formal dan non formal dari 

jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan 

non formal yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Dan 
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Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari maupun CSR. Hal ini 

sejalan dengan pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Pendidikan yang menyebutkan bahwa ketepatan 

sasaran prinsip SPM pendidikan ditujukan  kepada warga negara 

dengan memperiotaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu; 

(3) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

di Kabupaten Batang Hari guna pemenuhan kualifikasi Guru dan 

peningkatan mutu sekolah baik yang didanai melalui Pemerintah 

maupun Organisasi Non Profit Tanoto Foundation dengan program 

pintar dengan mengembangkan praktik baik pembelajaran aktif untuk 

Guru dan Kepala Sekolah bagi terciptanya pendidikan berkualitas; 

(4) Meningkatkan dan menyediakan akses pendidikan SMP setara yang 

mudah terjangkau atau dekat dengan pemukiman penduduk; 

(5) Menyediakan layanan pendidikan SMP setara melalui pembukaaan 

SD-SMP Satu Atap, SMP terbuka dan paket B serta sekolah jauh 

untuk peserta didik suku anak dalam (SAD); 

(6) Menyediakan Dana Operasional Sekolah (DOS) yang bersumber dari 

dana APBD Kabupaten selain dari Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS); 

(7) Mengupayakan secara maksimal pembiayaan bidang pendidikan 

melalui pendanaan APBN baik Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD 

Provinsi Hibah dan Pendanaan Forum Tanggung jawab sosial 

lingkungan perusahaan (TJSLP); 

(8) Bekerjasama dengan Organisasi Non Profit Tanoto Foundation pada 

Pandemi Covid-19 dalam hal pembelajaran, menyediakan layanan 

Pendidikan dengan memenfaatkan teknologi sebagai sarana 

penyelenggaraan “Pembelajaran Aktif dimasa Pandemi”. 
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Pemerataan layanan Pendidikan, yang diukur melalui Angka 

Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat dan Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMP sederajat, yang ditetapkan sebagai indikator sasaran, 

dalam rangka mencapai peningkatan aksesbilitas pendidikan dasar 

Tahun 2021. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut didukung 

dengan tiga program yaitu  Program Pendidikan Anak Usia Dini, 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan 

Program Pendidikan Non Formal. 

Tabel 3.3 

Target dan Realisasi Kinerja Program 

Dalam Mendukung Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan 
Dasar Tahun 2021 

 

 

NO 

 

PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 

PROGRAM 

KONDISI 
AWAL 

(TAHUN 
2016) 

REALISASI 
TAHUN 2020 

 
TAHUN 2021 

 
% REALISASI 

CAPAIAN 
2021 TARGET  REALISASI  

1. Program Pengelolaan 
Pendidikan 

Angka Partisipasi 
Kasar (APK) 
PAUD 

45,71 76,75 65,71 79,87 121,54 

  Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD 
Sederajat 

97,8 108,10 99,83 96,29 96,45 

  Angka Melek 
Aksara 

96,92 97,30 98,12 97,30 99,16 

 Jumlah      105,72 

 
 

Efisiensi serapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan Dasar pada Misi 1 disediakan 

Anggaran sebesar Rp. 89.0999.543.493,00 dan telah terserap sebesar Rp. 

79.889.330.657,00 terjadi  efesiensi Anggaran sebesar Rp. 

9.210.212.836,00 atau 10,34%  rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan 

Anggaran seperti terlihat pada tabel berikut :  
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Tabel 3.4 
       Efisiensi Penyerapan Anggaran Pada Capaian Indikator kinerja  

Sasaran Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan Dasar  

Tahun Anggaran 2021 
 

NO PROGRAM/KEGIATAN 
 

% CAPAIAN 
KINERJA 

 
ANGGARAN 

(RP.) 
 

PENYERAPAN 
ANGGARAN  

(RP.) 

TINGKAT EFISENSI 
(%) ANGGARAN 

1 2 3 4 5 6 

1. Program Pengelolaan Pendidikan 105.72 89.099.543.493,00 79.889.330.657,00 10,34 

      

 
Total  89.099.543.493,00 79.889.330.657,00 10,34 

 
 
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan 

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan terdapat empat hal yang 

harus diperhatikan, yaitu kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, 

infrastruktur, dan proses pembelajaran. Kemudian kebijakan merupakan 

hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara 

nasional, seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan 

distribusi dan rekrutmen guru. Kedua, leadership atau kepemimpinan 

kepala sekolah juga penting di dalam school based management atau 

manajemen berbasis sekolah. School based management, artinya 

leadership kepala sekolah, transparansi keuangan, hubungan ekosistem 

berjalan di sekolah antara guru dengan kepala sekolah, orang tua dengan 

guru, maupun dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan. 

Ketiga, infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan 

kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu 

semua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan dan proses 

pembelajaran, proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi 

dan penuh kreativitas bisa mendorong anak-anak terbangun motivasinya. 

Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, 

kecakapan guru, dan kemampuan guru. 
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Secara teknis pendidikan yang bermutu atau berkualitas memiliki 

standar-standar mutu Pendidikan, yang disebut Standar Pendidikan 

Nasional (SNP). Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005,  Standar Nasional Pendidikan meliputi 

: Standar Isi, Standar proses, Standar Kompetensi Kelulusan, Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pengelolaan Sekolah dan Standar Pembiayaan serta Standar 

Penilaian Pendidikan. 

Namun seiring terjadinya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-

19) sejak awal Tahun 2020, bidang pendidikan merupakan bidang yang 

terdampak langsung dengan penyebaran tersebut khususnya proses 

belajar dan mengajar. Mengantisipasi dampak tersebut,  Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat 

Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang  Pelaksanaan kebijakan 

pendidikan dalam masa  Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19).SE Mendikbud ini merupakan langkah responsif yang 

dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebu dayaan berkenaan 

dengan penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19) yang semakin 

meningkat dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan 

batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Melalui surat 

edaran tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa 

Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan Tahun 2020 ditiadakan 

termasuk pada Tahun 2021. Dengan ditiadakannya UN dan ujian 

kesetaraan tahun 2021, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi 

syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang  lebih 

tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program 

pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa 

pandemi COVID- 19 yang dibuktikan dengan rapor  semester akhir, 
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memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan mengikuti ujian 

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.  

Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan 

dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai 

sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, 

hasil perlombaan, dan sebagainya), penugasan, tes secara luring atau 

daring; dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang 

ditetapkan  oleh  satuan pendidikan. Selain ujian yang diselenggarakan 

oleh satuan pendidikan, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga 

dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Adapun penyetaraan bagi lulusan 

program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai 

dengan ketentuan, yaitu kelulusan bagi peserta didik pendidikan 

kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui 

sebagai penyetaraan lulusan. 

Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan  kesetaraan  adalah 

peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta  ujian pendidikan 

kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan hasil ujian tingkat 

satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok 

pendidikan.Terkait dengan kenaikan kelas dilaksanakan dengan 

ketentuan bahwa ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat 

dilakukan dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai 

sikap  atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya 

(penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), penugasan, tes secara 

luring atau daring, dan atau bentuk kegiatan penilaian lain yang 

ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ujian akhir semester untuk kenaikan 

kelas dirancang untuk  mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan 
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tidak  perlu  mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara 

menyeluruh. 

Standar ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu 

termuat dalam kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Undang 

Undang RI Nomor 20 tahun 2003  Tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 19, 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021, 

meningkatkan kualitas Pendidikan adalah menjadi salah satu isu 

strategis dan menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia di 

Kabupaten Batang Hari yang terus diupayakan agar terjadi peningkatan 

dari segi kualitas tidak hanya kuantitas atau jumlah, dengan berusaha 

memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari terkait pemenuhan 8 standar pendidikan tersebut diantaranya 

adalah : 

(1) Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

di Kabupaten Batang Hari guna Pemenuhan Kualifikasi Guru dan 

peningkatan mutu Sekolah; 

(2) Membangun Sarana dan Prasarana Sekolah melalui dana APBD, 

Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik serta CSR; 

Untuk mengukur indikator peningkatan kualitas Pendidikan adalah 

Nilai rata-rata UN SMP dan persentase Kelulusan SMP yang telah diganti 

dengan nilai rata-rata ujian sekolah  (US) dengan  kriteria yaitu  semua 

siswa telah menyelesaikan semua program pembelajaran untuk siswa 

SMP, kemudian nilai sikap dan budi pekerti serta siswa telah mengikuti 
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ujian sekolah (US) yang selanjutnya diakumulasikan untuk mendapatkan 

nilai rata-rata kelulusan siswa SMP, berikut capaian realisasi 

meningkatnya kualitas pendidikan pada Tahun 2021. 

Tabel 3.5 

Target dan Realisasi Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pendidikan  Tahun 2021 

 
 

No. 
 

Sasaran 
Kinerja  

 
Indikator 
Kinerja  

Kondisi 
Awal 

RPJMD 

Realisasi Kinerja Tahun 
Sebelumnya 

Kinerja Tahun 
2021 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2021 
( % ) 

Target 
Akhir 
Tahun 
2021 2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1. Meningkatnya 
Kualitas 
Pendidikan 
 

Nilai Rata-
rata UN SMP 
(berdasarkan 
Ujian 
Sekolah) 

 
 

53,1 

 
 

45, 56 

 
 

47,49 

 
 

47,08 

 
 

78, 29 

 
 

60,00 

 
 

80,31 

 
 

133,85 

 
 

60 

Persentase 
Kelulusan 
SMP 

 
98,20 99,07 

 
98,40 

 
98,23 

 
99,09 

 
99,15 

 

 
98,87 

 

 
99,72 

 
99,15 

 
 

 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 116,78  

 Sumber : Dinas P dan K Tahun 2021, Diolah 

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan 

Pendidikan Dan Ujian Nasional Pasal 2 Ujian yang 

diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian 

hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk 

menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua 

mata pelajaran. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan 

Pendidikan  dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. Adapun Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh 

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud  berupa portofolio, 

penugasan, tes tertulis, dan/atau bentuk kegiatan lain yang 

ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang 

diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Bentuk Ujian 
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yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan 

pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir 

jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar 

kompetensi lulusan.  

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi, Ujian Nasional 

Tahun 2020 di Batalkan. Dan dengan dibatalkannya ujian Nasional 

Tahun 2020 dan keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau 

seleksi masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk indikator 

sasaran rata-rata niali UN SMP  yang berdasarkan ujian sekolah (US) pada 

sembilan mata pelajaran yaitu agama, PPKN, Bahasa Indonesia, 

matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris dan Seni Budaya dan penjas pada 

tahun 2021 adalah 78,29, angka ini tereleasasi sangat baik jika 

dibandingkan dengan target UN sebesar 80,31 dengan capaian realisasi 

kinerja sebesar  133,86 persen. Selanjutnya untuk indikator sasaran 

persentase kelulusan SMP dari 3.539 siswa  dalam data Nominasi (DNS) 

kemudian ditetapkan dalam data Tetap (DNT), yang lulus sebanyak 3.499 

siswa dengan persentase kelulusan sebesar  98, 87 persen, angka ini 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 99,09 

persen atau turun 0,22 persen, namun  secara keseluruhan untuk 

capaian rata-rata sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tahun 2021 

di Kabupaten Batang Hari melebihi 100 persen yaitu 116,78 persen. 

Dalam usaha mencapai sasaran meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat, terdapat program-program yang mendukung tercapainya 

sasaran tersebut. Untuk sasaran meningkatnya meningkatnya kualitas 

dengan  pendidikan dasar dengan indikotor sasaran persentase kelulusan 

SMP Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 tidak tercapai 100 persen, 

hal tersebut disebabkan oleh beberapa  faktor-faktor  sebagai berikut : 
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1. Peserta didik SMP tidak mengikuti ujian yang yang diselenggarakan 

oleh sekolah sebagai salah satu syarat yang menentukan kelulusan 

kelulusan untuk jenjang pendidikan SMP, karena peserta didik pindah 

dan tidak melanjutkan pendidikannya; 

2. Selain tidak mengikuti Ujian Sekolah (US), dampak pelaksanaan 

proses belajar dengan metode daring berakibat pada sulitnya 

pengawasan peserta didik untuk aktif belajar sebagaimana proses 

belajar tatap muka; 

3. Terakhir sebagai   syarat kelulusan peserta didik, tidak hanya 

ditentukan oleh hasil ujian sekolah (US) dan nilai rapor semester 

akhir, namun juga ditentukan oleh nilai sikap dan budi pekerti. 

Menindaklanjuti kondisi-kondisi tersebut diatas, upaya untuk 

meningkatnya kualitas dengan  pendidikan dasar dengan indikotor 

sasaran persentase kelulusan SMP, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

telah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan antara lain dengan : 

1. Melakukan edukasi terhadap orang tua  peserta didik untuk dapat 

menuntaskan pendidikan bagi anaknya; 

2. Melakukan homeschooling yang memang telah menjadi tugas para 

pendidik, jika peserta didik tidak mengikuti proses belajar dan 

mengajar melalui daring; 

3. Memberikan pemahaman kepada peserta didikm dan orang tua 

peserta didik bahwa syarat kelulusan, tidak hanya ditentukan oleh 

hasil ujian sekolah dan nilai rapor semester akhir, namun juga 

ditentukan oleh nilai sikap dan budi pekerti. 

Kemudian untuk sasaran meningkatnya kualitas pendidikan ini, 

didukung tiga program sebagaimana tabel berikut dibawah ini  
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Tabel 3.6 
 Target dan Realisasi Kinerja Program 

 Dalam Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan 
Tahun 2021 

 

NO 

 

PROGRAM 

INDIKATOR 
KINERJA 

PROGRAM 

KONDISI 
AWAL 

(TAHUN 
2016) 

REALISASI 
TAHUN 

2020 

TAHUN 2021 
% 

REALISASI 
CAPAIAN 

2021 

TARGET  REALISASI  

1. Program Peningkatan Mutu 
Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan 

Rata-rata Nilai 
UKG 

49,00 49,00 68 53,57 78,78 

2. Program Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

      

3. Program Pengembangan 
Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Jumlah 
kunjungan 
Perpustakaan 

9.500 9.700 9.850 9.698 98,46 

4. Program Pembinaan 
Perpustakaan 

      

5. Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

Persentase 
Sekolah yang 
Melaksanakan 
MBS 

98 16,66 100 100 100 

 
Jumlah       

 
 
 

Efisiensi serapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pendidikan  pada Misi 1 disediakan Anggaran 

sebesar Rp. 109.439.250,00 dan telah terserap sebesar Rp. 

103.889.000,00 

 terjadi  efesiensi Anggaran sebesar Rp. 5.550.250,00 atau 5,07%  rincian 

lebih lanjut efisiensi penyerapan Anggaran seperti terlihat pada tabel 

berikut :  
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Tabel 3.7 

Efisiensi Penyerapan Anggaran Pada Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun Anggaran 2021 

 

 
No 

 
Program/Kegiatan 

 

% 
Capaian 
Kinerja 

 
Anggaran 

(Rp.) 
 

 
Penyerapan 

Anggaran (Rp.) 

Tingkat 
Efisensi 

(%) 
Anggaran 

1. Program Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

78 ,78 109.439.250,00 103.889.000,00 5,07 

2. Program Pembinaan 
Perpustakaan 

 

98,46 10.296.775.900,00 10.282.912.582,86 0,13 

 Total  10.406.215.150,00 10.386.801.582,86 0,19 

 
 

 
Sasaran  3  :  Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

 

Pandemi covid-19 masih mewabah pada tahun 2021, yang mana 

sangat berpengaruh besar pada semua sektor termasuk pembangunan di 

bidang kesehatan. Sebagai mana kita ketahui, perkembangan dan 

penyebaran Covid-19 mencapai angka tertinggi pada tahun 2021. Dengan 

bertambahnya kasus diberlakukanlah pembatasan kegiatan masyarakat 

sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 

tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk 

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 

1 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona 
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Virus Disease 2019.  Angka pasien terkonfirmasi Covid-19 tersebar merata 

di seluruh Propinsi dan Kabupaten di Indonesia, termasuk di Kabupaten 

Batang Hari. Kasus Covid-19 terkonfirmasi di Kabupaten Batang Hari 

selama tahun 2021 sebanyak 2.816 kasus, tersebar di 8 kecamatan, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Kecamatan Muara Bulian  : 1.113 kasus terkonfirmasi. 

2. Kecamatan Bajubang   :    415 kasus terkonfirmasi. 

3. Kecamatan Pemayung  :    246 kasus terkonfirmasi 

4. Kecamatan Batin XXIV  :    537 kasus terkonfirmasi 

5. Kecamatan Marosebo Ulu  :   70 kasus terkonfirmasi 

6. Kecamatan Marosebo Ilir  :      77 kasus terkonfirmasi 

7. Kecamatan Muara Tembesi :    268 kasus terkonfirmasi 

8. Kecamatan Mersam  :      90 kasus terkonfirmasi 

 

Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang sembuh sebanyak 2.816 orang dan 

yang meninggal sebanyak 109 orang.  

 Pandemi Covid-19  ini secara langsung sangat  mempengaruhi 

program dan kegiatan di Kabupaten Batang Hari, namun Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar 

kesehatan (dengan protokol kesehatan yang ketat) yang diukur melalui 

indikator kesehatan. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan 

masyarakat di Kabupaten Batang hari adalah angka Kematian Bayi (AKB) 

dan Case Detection Rate (CDR). AKB diKabupaten Batang Hari masih 

berada dibawah angka nasional. 
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Tabel 3.8 

Target dan Realisasi Sasaran 
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021 

 

 
 No 

 
SasaranKinerja Indikator 

Kinerja 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2016 

Realisasi Kinerja Tahun 
Sebelumnya 

Tahun2021 

 ( Akhir RPJMD ) 

%Capaian 
Tahun 2021  

(Akhir 
RPJMD) 

2017 2018 2019 2020  Target Realisasi 

 
1 

Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Msyarakat 

Angka 
Kematian 
Bayi 

5 3,43 4,88 5,44 5,39 3 6,97 -32,33% 

Case 
Detection 
Rate 

53,20% 33,89% 43,44% 52,05% 31,28% 82,50% 66,30% 80,36% 

   
Rata-rata nilai capaian kinerja 

48,03% 

 
 

Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari satu tahun. 

Angka kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi , yang 

merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 

kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Batang Hari 

tahun 2021 sebesar 6,97 per 1000 KH artinya terdapat 33 bayi meninggal 

dari 4.735 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari prediksi yang 

ditetapkan yaitu 3 orang per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus 

kematian bayi di Kabupaten Batang Hari tahun 2021 mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun 2020 (27 kasus kematian). Kenaikan tersebut 

terutama terjadi kelompok umur bayi kurang dari 7 hari dan umur 29 hari 

sampai kurang dari 11 bulan. Berikut persentase kasus kematian bayi 

tetinggi pada kelompok umur : 

a) Kurang dari 7 hari yaitu 24 kasus kematian (72,72%) 

b) Umur 7 sampai 28 hari yaitu 3 kasus kematian (09,10%) 

c) Umur 29 hari sampai kurang dari 11 bulan yaitu 6 kasus kematian 

(18,18%). 
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Penyebab terbesar kematian bayi adalah cacat congenital yaitu 9 

kasus (27,27%), berturut-turut BBLR (8 kasus), asfiksia (5 kasus), dan 

penyebab lainnya seperti jantung, perdarahan otak, infeksi, dehidrasi, 

pneumonia, dan  tetanus neonatorum. Berikut sebaran kematian bayi 

setiap Puskesmas : 

 
1. Kematian Neonatus umur kurang dari 7 hari (Perinatal) 

Jumlah kematian perinatal sejumlah 24 kasus kematian (72,72% dari 

jumlah kematian bayi), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 

(tahun 2020 : 15 kasus kematian) yang tersebar di beberapa 

Puskesmas. Penyebab terbesar adalah kelainan kongenital (37,5%) 

dan kasus kematian paling banyak terjadi pada bayi laki-laki (75%). 

Kejadian kelainan congenital pada bayi baru lahir ini  berhubungan 

dengan beberapa faktor yaitu:  Faktor genetik, ini bisa bersifat 

keturunan atau terjadi akibat adanya mutasi atau perubahan sifat 

genetik pada janin saat ia dikandung. Faktor lingkungan seperti 

paparan radiasi atau zat kimia tertentu pada ibu hamil, misalnya 

pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan merkuri yang dapat 

meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan bawaan, Hal ini karena 

efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh 

kembang janin. Faktor gizi. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan 

bawaan yang ditemukan di Negara berkembang terjadi pada bayi yang 

dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk selama hamil. Ibu dengan 

kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang 

berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam 

kandungan. Adapun nutrisi yang penting untuk ibu hamil dan janin 

tersebut meliputi asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, 

yodium, dan omega-3. Selain gizi buruk, ibu yang mengalami obesitas 
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saat hamil juga memiliki risiko cukup tinggi untuk melahirkan bayi 

dengan kelainan kongenital. 

(1) Kondisi ibu hamil antara lain infeksi saat hamil, misalnya infeksi 

air ketuban, siflis, TORCH (Toksoplasmolisis, Rubella, 

Cytomegalovirus/CMV, Herpes), atau virus zika, anemia saat 

hamil, komplikasi kehamilan seperti diabetes gestasional dan 

preeklamsia, efek samping obat-obatan yang dikonsumsi saat 

hamil, kebiasaan tidak sehat yang dilakukan selama hamil, seperti 

menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, dan 

merokok, usia ibu hamil yang sudah cukup tua saat hamil, karena 

semakin tua usia ibu saat hamil, semakin tinggi risiko terjadinya 

kelainan bawaan pada bayi yang dikandungnya 

Berikut Data sebaran kasus dan penyebab kematiannya sebagai 

berikut : 

 

Distribusi Penyebab Kematian Neonatus Umur < 7 hari 
Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 

 

NO PUSKESMAS 
KEMATIAN NEONATUS UMUR <7 HARI 

LAKI-LAKI PENYEBAB PEREMPUAN PENYEBAB 

1. Mersam 3 Cacat Kongenital (Hidrochepallus), Cacat 
Kongenital, Asfiksia 

- - 

2. MuaraBulian 2 Cacat Kongenital (dinding dada tipis dan 
tangan kiri tidak ada), Asfiksia Berat 

1 BBLSR 

3. Tenam 1 Cacat Kongenital - - 

4. PasarTerusan - - 1 BBLSR 

5. Aro 1 Gagal Nafas - - 

6. Penerokan 1 BBLR dan Asfiksia - - 

7. Batin - - - - 

8. MaroSeboIlir - - - - 

9. TidarKuranji 1 RD dan BBLR Prematur - - 

10. MuaraTembesi 1 BBLSR dan KMK 1 , Kelainan Kongenital 
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11. Psr.Ma. Tembesi 2 NKB,KMK, BBLSR Asfiksia Berat - - 

12. Sungai Rengas - - - - 

13. Durian Luncuk 1 BBLR 1 Cacat Kongenital / 
Omphalocele 

14. JanggaBaru - - - - 

15. Jembatan Mas 3 Kelainan Jantung, CK (Uncepalus), dispnue 
ec Susp Invaginasi 

2 Cacat Kongenital 
Higrona Coli, CK 
(Gastrokizis dan Atresia 
Ani) 

16. Selat 1 Asfiksia - - 

17 Sungai Puar 1 Asfiksia dan BBLR - - 

  JUMLAH 18  6  

 

2. Kematian Neonatus Umur 7 sampai 28 Hari 

Kematian neonatus umur 7 sampai 28 hari pada Tahun 2021 adalah 

3 (tiga) kasus kematian, menurun jika dibandingkan dengan tahun 

2020 yaitu 6 (enam). Kematian terjadi di wilayah kerja Puskesmas 

Penerokan  yaitu 1 (satu) bayi disebabkan Gagal Nafas, di wilayah 

kerja Puskesmas Muara Tembesi sebanyak 1 bayi disebabkan 

kelainan darah di wilayah kerja Puskesmas Pasar Muara Tembesi 

sebanyak 1 (satu) bayi yang disebabkan oleh BBLR Neonatus Kurang 

Bulan. 

3. Kematian Bayi Umur 29 Hari Sampai Kurang dari 11 Bulan, Jumlah 

kematian bayi pada umur tersebut adalah 6 (enam) bayi (18,18%)  

meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5 (lima) bayi. 

Kejadian kematian tersebut terdapat di wilayah kerja  5 Puskesmas 

yaitu wilayah yaitu 1 (satu) bayi di wilayah Puskesmas Aro, yang 

disebabkan oleh Cardiac Arrest, 1 (satu) bayi di wilayah Puskesmas 

Muara Bulian yang disebabkan oleh Infeksi (Dilatasi Gaster), 1 (satu) 

bayi di wilayah Puskesmas Marosebo Ilir  disebabkan pneumonia, 2 

(dua) bayi di wilayah Puskesmas Jembatan Mas disebabkan 

Dehidrasi dan Pendarahan di otak, 1 (satu) bayi di wilayah 

Puskesmas Selat disebabkan Tetanus Neonatorium. 
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Sebagian besar (72,72%) kematian bayi terjadi pada minggu pertama 

kelahiran. Hal ini disebabkan kematian bayi ini juga berhubungan erat 

dengan kejadian komplikasi kebidanan pada ibu hamil yang sifatnya tidak 

dapat diprediksi kapan akan terjadi dan siapa yang akan mengalami. Pada 

saat komplikasi terjadi, ibu bersalin harus dapat mengakses pelayanan 

kebidanan yang berkualitas setiap saat. Namun pada saat ini hanya 8 

Puskesmas yang bisa diakses 24 jam (puskesmas rawat inap) dari 18 

Puskesmas yang ada (44,44%). Faktor penyebab lainnya : 

1. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan keengganan ibu hamil 

datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kehamilan. 

2. Terhambatnya Kunjungan Dokter Spesialis Kandungan ke Puskesmas 

dalam Kabupaten Batang Hari karena Pembatasan Kegiatan dalam 

masa pandemi Covid-19. 

3. Jika dilihat dari kemampuan SDM, belum semua bidan di desa 

mendapat pelatihan yang berhubungan dengan kegawatdaruratan 

pada bayi yang baru lahir. 

4. Kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi 

baru lahir sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan oleh 

petugas kesehatan. 

 

Pada grafik 3.3 dapat dilihat kecendrungan AKB di Kabupaten 

Batang Hari mulai dari Tahun 2010 sampai dengan 2021, menunjukkan 

kecenderungan fluktuatif, namun angka tertinggi terjadi pada Tahun 

2012 (6,28 per 1.000 kelahiran hidup). Angka ini masih jauh lebih rendah 

dari AKB Nasional yaitu 24 per 1.000 kelahiran hidup.  
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Grafik 3.3 

Angka Kematian Bayi (AKB) 

Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2010-2021 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan berbagai upaya 

untuk menurunkan AKB antara lain pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, 

Pelayanan Kunjungan Neonatus, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap, 

Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), peningkatan konseling 

tentang pemberian ASI Eksklusif, Kunjungan Dokter Spesialis Kandungan 

dan Spesialis Anak ke Puskesmas, Pemberian Makanan Tambahan bagi 

seluruh ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) sebanyak 501 bumil KEK 

(100%). 

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menekan angka 

kematian bayi, sebagai berikut : 

a. Pemenuhan tenaga kesehatan/bidan di desa dan sarana prasarana 

terutama untuk perawatan bayi baru lahir di semua fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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b. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam penanganan bayi 

baru lahir, BBLR, Asfiksia dan kegawatdaruratan neonatal lainnya. 

c. Mengintensifkan kunjungan dokter spesialis anak ke semua 

puskesmas untuk mendekatkan akses dan deteksi dini komplikasi 

neonatus. 

d. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada ibu 

tentang upaya-upaya kesehatan dan perawatan bayi baru lahir. 

e. Peningkatan cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. 

f. Pemberian imunisasai Dasar Lengkap. 

g. Peningkatan kualitas pelayanan bayi baru lahir melalui kunjungan 

neonatus sehingga tidak mengalami komplikasi neonatus yang 

berakibat kematian. 

h. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) pada setiap kematian 

bayi. 

i. Pengadaan alat Telekonsultasi (computer, USG) di 9 Puskesmas (8 

puskesmas rawat inap dan Puskesmas Muara Bulian). 

j. Melengkapi sarana prasarana Puskesmas PONED (Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergency Dasar) seperti Obyn set, 

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal set. 

 

Indikator selanjutnya Case Detection Rate (CDR) adalah banyaknya 

jumlah yang dinyatakan sebagai penderita yang telah ditemukan 

dibandingkan dengan jumlah penderita yang masih diperkirakan pada 

wilayah tertentu.CDR menggambarkan seberapa banyak kasus 

Tuberculosis yang terjangkau program. Penemuan kasus baru TB di 

Kabupaten Batang Hari dari tahun 2017 hingga tahun 2021 masih belum 

bisa mencapai target. Namun demikian jika dilihat dari capaian kinerja 

indikator ini mengalami peningkatan  yaitu Tahun 2017 sebesar 48,41%, 

meningkat tahun 2018 menjadi 60,33% dan tahun 2019 meningkat juga 
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menjadi 68,94%. Kondisi pada Tahun 2020 seiring dengan terjadinya 

pandemi Covid-19  angka CDR menurun menjadi 31,28%. Pada tahun 

2021 penemuan 305 kasus dari target 460 kasus  (66,30%). Realisasi ini 

lebih rendah dari target yang ditetapkan (82,5%) sehingga capaian kinerja 

indikator ini sebesar 80,36%. CDR belum mencapai target dikarenakan 

pada masa pandemi terjadi peningkatan kasus Covid-19 sehingga 

kegiatan skrining TB Paru tidak bisa dilaksanakan secara optimal. 

Penderita TB paru merupakan kelompok risiko tinggi tertular infeksi 

COVID-19. Upaya yang akan dilakukan dalam penemuan TB adalah : 

1. Meningkatkan komitmen daerah terhadap program pengendalian TB 

melalui penyusunan RANPERDA tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit.  

2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi Petugas Puskesmas 

yang melakukan skrining. 

3. Penambahan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) di puskesmas. 

4. Memberikan konseling kepada petugas skrining TB Paru di Puskesmas 

tentang pelaksanaan skrining dengan aman dan terhindar dari 

penularan Covid-19. 

5. Meningkatkan peran tenaga promosi kesehatan di Puskesmas agar 

melakukan peningkatan strategi promosi kesehatan (advokasi, 

dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat). 

Capaian indikator Angka Kematian Bayi dan Case Detection Rate 

Kabupaten Batang Hari jika dibandingkan dengan capaian Propinsi 

Jambi dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3….. 
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Tabel 3.9 
 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data 

Nasional  
Tahun 2021 

 
 
 
No 

 

 
INDIKATOR 

SASARAN 

 
KONDISI

AWAL 
RPJMD 

 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 
 

TARGET AKHIR 
RPJMD 

2021 PEMERINTAH 
KABUPATEN 

PEMERINTAH 
PROVINSI 

NASIONAL  
 

1 Angka Kematian Bayi 5 6,97 4,78 24*) 
 

3 
 

2 Case Detection Rate 53,20 66,30% 66,30% 46,81% 
 

82,5 

          *) Sumber data : Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 

 
Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Angka Kematian Bayi Kabupaten 

Batang Hari lebih tinggi dari Pemerintah Propinsi Jambi, namun masih 

dibawah angka Nasional. Hal yang berbeda terlihat pada indikator sasaran 

Case Detection Rate, dimana kondisi realisasi Kabupaten Batang Hari 

sama dengan posisi Propinsi Jambi, dan realisasi ini lebih baik dari angka 

nasional. 

 Realisasi indikator sasaran tersebut didukung oleh realisasi 

indikator program seperti yang terlihat pada Tabel 3.10 

 
 

Tabel 3.10 
 Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Sasaran  

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  
Tahun 2021 

 

NO PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
PROGRAM 

SATUAN 

KONDISI 
AWAL 

TAHUN 
2016 

REALISASI 
TAHUN 

2020 

TAHUN 2021 
% 

REALISASI 
CAPAIAN 

TARGET REALISASI 2021 

1. Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Angka Harapan 
Hidup 

Angka 69,71 70,56 69,86 70,64 101,12 

2. Program Pemenuhan 
Upaya Kesehatan 
Perorangan dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 
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3. Program Kemitraan 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

Persentase Cakupan 
Pelayanan Gawat 
Darurat Level 1 yang 
harus ditangani 
Sarana Kesehatan 

Persen 63,20 100 - - - 

4. Program Pelayanan 
Kesehatan Penduduk 
Miskin 

Persentase 
Pelayanan 
Kesehatan pada 
Masyarakat miskin di 
pelayanan dasar dan 
rujukan 

Persen NA 92,87 - - - 

5. Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular dan 
tidak Menular 

Angka Pravalensi 
Penyakit Menular 
dan Tidak Menular 
(Per 1000) 

Angka NA 0,03 - - - 

6. Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Persentase Rumah 
Tangga ber PHBS 

Persen 60 70,7 65,25 70,50 108,05 

7. Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

8. Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
terakreditasi 

Jumlah NA 17 - - - 

9. Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

Ratio tenaga medis 
per satuan penduduk 

-   40/100.000 37/100.000 92,5 

10. Program Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan 
dan Makanan Minuman 

Persentase Apotek, 
Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan dan 
Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional 
(UMOT) yang 
memiliki Izin 

Persen NA NA 100 96,29 96,29 

11. Program Keluarga 
Berencana 

Persentase Peserta 
KB Aktif (CPR) 

Persen NA 57,76 - 
 

- - 

12. Program Pelayanan 
Kontrasepsi 

Persentase PUS 
memakai Alat KB 
Jangka Panjang 

Persen NA 14,71% - 
 

- - 

13. Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja 

Persentase 
Perempuan Menikah 
dibawah umur  21 
Tahun 

Persen NA 62 - 
 

- - 

14. Program Pengendalian 
Kependudukan dan 
Informasi Analisis 
Program 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

Persen 2,3 1,61 1,76 2,18 123,86 

15. Program Pengendalian 
penduduk 

16. Program Penyiapan 
Pendamping Kelompok  
Bina Keluarga 

Persentase 
Partisipasi Keluarga 
dalam Kelompok 
Bina Keluarga 

Persen NA 29,47 - 
 

- - 

17. Program Ketahanan 
Pemberdayaan 
Keluarga 

Persentase Jumlah 
Keluarga yang 
mengikuti Kegiatan 
Kelompok 

Persen 48,64 39,59% - 
 

- - 

18. Program 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Persentase 
Peningkatan Dasa 
Wisma yang Aktif 

Persen NA 7 - 
 

- - 
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19. Program Pengarus 
Utamaan Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

Persen NA 85,17 84,62% 85,01 100,46 

20. Program Pemenuhan 
hak anak 

Predikat Keluarga 
KLA 

  Pratama Pratama Pratama 100 

21. Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 

Ratio Akseptor KB Persen 35,69 73,63 64,28 64,28 100 

 
 

Realisasi indikator kinerja program menunjukkan angka yang 

cukup baik. Pencapaian ini tidak lepas dari Efisiensi serapan Anggaran 

dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat  pada Misi 1 disediakan Anggaran sebesar Rp. 

121.817.600.576,20 dan telah terserap sebesar Rp. 103.193.507.370,91 

terjadi  efesiensi Anggaran sebesar Rp. 18.624.093.205,29 atau 15,29%  

rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan Anggaran seperti terlihat pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 3.11 
Efisiensi Penyerapan Anggaran Pada Capaian Indikator kinerja  

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Mayarakat 
 Tahun Anggaran 2021 

 
 

NO 
 

PROGRAM/KEGIATAN 
 

% CAPAIAN 
KINERJA 

ANGGARAN 
(RP.) 

 

PENYERAPAN 
ANGGARAN (RP.) 

TINGKAT 
EFISENSI 

(%) 
ANGGAR

AN 

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan 
dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

101,12 117.753.119.737,2 100.036.938.465,49 15,05 

2. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 

92,5 110.023.000,00 96.400.000,00 12,38 

3. 
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan 
Makanan Minuman 

96,29 495.130.000,00 346.986.000,00 29,92 

4. Program Pengendalian penduduk 123,86 
6.508.900,00 6.508.900,00 

0 

5. Program Pembinaan Keluarga Berencana 100 3.452.818.939,00 2.706.674.005,42 21,61 

      

 Total   121.817.600.576,20 103.193.507.370,91 15,29 
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Sasaran 4 Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat 

 

Perilaku Hidup Sehat dilakukan atas kesadaran sendiri sehingga 

anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. 

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk 

meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan 

akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi 

keluarga.  

Pada Tahun 2021, kegiatan kunjungan rumah sasaran mengalami 

kendala. Hal ini disebabkan perkembangan dan penyebaran penyakit 

Covid-19 dan kebijakan Pemerintah terkait Pemberlakukan Pembatasaan 

Kegiataan Masyarkat (PPKM) dan adanya rasa takut masyarakat untuk 

menerima kunjungan petugas kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. 

Namun Pemerintah Kabupaten Batang Hari tetap berupaya untuk 

mencapai indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan melakukan 

edukasi kepada masyarakat melalui seluruh Media Informasi termasuk 

Media Elektronik.  

Berdasarkan hasil survei diketahui IKS Kabupaten Batang Hari 

sebesar 0.15 masuk ke kategori keluarga tidak sehat. Ada sebanyak 

51.295 keluarga yang dipantau dari 91.147 keluarga di Kabupaten 

Batang  Hari (sekitar 56,67%), hanya 7.694 keluarga yang masuk kategori 

sehat. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan (0,800). 

Namun jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka angka IKS 

mengalami sedikit peningkatan dari 0,148 menjadi 0,15 dan masih lebih 

rendah dari IKS Provinsi Jambi (0,17). Indikator ini belum mencapai 

target yang ditetapkan karena intervensi kepada keluarga  tidak sehat 

dan prasehat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sejak 
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dinyatakan sebagai pandemi COVID-19  di Kabupaten Batang Hari, 

kegiatan upaya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 

kurang maksimal. Keluarga yang membutuhkan intervensi adalah 

keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan berisiko tertular 

infeksi COVID-19  sehingga dilakukan pembatasan kontak dan 

kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 

 Upaya untuk meningkatkan IKS ini tetap dilaksanakan baik oleh 

Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dengan memanfaatkan media 

sosial dan jaringan lainnya yang memungkinkan. Untuk lebih jelas 

realisasi Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat dapat dilihat pada 

tabel 3.12 
 

Tabel 3.12 

Target dan Realisasi Sasaran  
Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat  

Tahun 2021 
 

 
No 

 
SasaranKinerja 

Indikator 
Kinerja 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2016 

Realisasi Kinerja Tahun 
Sebelumnya 

Tahun2021 

( Akhir RPJMD ) 

% Capaian 
Tahun 2021 

(Akhir 
RPJMD) 

2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 

Meningkatnya 

Perilaku Hidup 
Sehat 

Indeks 
Keluarga 
Sehat 

- - 0,100 0,147 0,148 0,800 0,15 18,75% 

      Rata-ratanilaicapaiankinerja 18,75% 

 
Indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) mulai diukur sejak 

tahun 2018 dengan angka IKS sebesar 0,100, angka ini hanya mengalami 

sedikit peningkatan pada tahun 2019 sebesar 0,147, tahun 2020 sebesar 

0,148 dan tahun 2021 sebesar 0,15. Angka ini masih jauh dari target 

yang ditetapkan hingga akhir RPJMD yaitu 0,800. 

Pengkategorian keluarga menurut IKS adalah sebagai berikut : 

a. Keluarga Sehat : jika IKS diatas 0,800 

b. Keluarga Pra Sehat : jika IKS diantara 0,500 – 0,600 
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c. Keluarga Tidak Sehat : jika IKS kurang dari 0,500 

Dari kategori diatas, kita ketahui baik di tingkat nasional maupun sampai 

Kabupaten Batang Hari, kategori keluarga  berada di kategori keluarga 

tidak sehat (nilai IKS kurang dari 0,500). 

 

Adapun faktor penghambat dari tidak tercapainya indikator IKS, 

sebagai berikut : 

1.    Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian 

masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang 

dilakukan Puskesmas. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung 

pada tahun 2021 semakin memperberat pelaksanaan program IKS 

dalam hal kunjungan rumah. 

2. Permasalahan dari sisi ketenagaan Puskesmas, dimana pada masa 

Pandemi ini tenaga kesehatan di Puskesmas harus melakukan 

Testing, Tracing, Treatment dalam upaya penanggulangan Covid-19 

dan melakukan vaksinasi dalam upaya pencegahan Covid-19 

sehingga kegiatan Program Indonesia Sehata melalui Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) menjadi terhambat. 

3. Masih ditemui kesulitan dalam memasukkan data hasil survei IKS ke 

dalam aplikasi dikarenakan masalah teknis dan adanya 

pembaharuan aplikasi dari Kementerian Kesehatan RI. 

4. Standar Penilaian yang ketat untuk suatu keluarga dapat 

dikategorikan sebagai keluarga sehat karena melibatkan penilaian 

terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada salah satu anggota 

keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian 

seluruh angota keluarga menjadi tidak memenuhi syarat dan IKS 

Keluarga menjadi keluarga tidak sehat.  
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Capaian indikator IKS Kabupaten Batang Hari masih berada sedikit di 

bawah IKS Propinsi Jambi (0,17) dan juga dibawah angka nasional 

(0,189), seperti terlihat pada tabel 3.13  

 

Tabel 3.13 
Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah,  

Pemerintah Provinsi serta Data Nasional 

Tahun 2021 
 

 
 

No. 

 
Indikaor Kinerja 

Sasaran 

 
 

Kondisi Awal 
RPJMD 

 
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 

 
Target 

Akhir RPJMD 
2021 

Pemerintah 
Kabupaten 

Pemerintah 
Provinsi 

Nasional 

1. Indeks Keluarga 
Sehat 

- 0,15 0,17 0,189 0,800 

 
 

Adapun strategi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari agar pencapaian IKS sesuai target yang ditetapkan, yaitu : 

1. Mendorong semua Puskesmas untuk melaksanakan intervensi secara 

terintegrasi dengan program yang ada di Puskesmas kepada keluarga 

prasehat dan tidak sehat baik secara langsung dengan menerapkan 

protokol kesehatan maupun secara digital (jaringan) bagi puskesmas 

yang memiliki akses internet. 

2. Mendorong puskesmas untuk melakukan pembaharuan data PIS PK 

melalui aplikasi secara online. 

3. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam 

melaksanakan PISPK. 

4. Melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI terkait kendla 

pada aplikasi Keluarga Sehat. 

 
 
Pencapaian realisasi indikator sasaran didukung oleh pelaksanaan 

Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Program 
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Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, seperti dapat dilihat 

pada Tabel 3.14 

Tabel 3.14 
Target dan Realisasi Kinerja Program 

Dalam Mendukung Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup Sehat  
Tahun  Anggaran 2021 

 

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diukur 

dengan indikator Persentase Rumah Tangga ber PHBS di mana realisasi 

tahun 2021 sebesar 70,50% melebihi target yang ditetapkan 65,25% 

sehingga capaian sebesar 108,05%. Program selanjutnya yaitu Program 

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator 

Persentase masyarakat yang gemar olahraga di mana realisasinya sebesar 

19% melebihi dari target yang ditetapkan 20% sehingga realisasi capaian 

kinerjanya sebesar 19%. 

Pelaksanaan Indikator Kinerja Program agar dapat mencapai target 

yang ditetapkan memerlukan pendanaan yang realistis. Efisiensi serapan 

Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Perilaku Hidup 

Sehat  pada Misi 1 disediakan Anggaran sebesar Rp. 7.275.968.260,00 

dan telah terserap sebesar Rp. 5.124.600.736,00 terjadi  efesiensi 

Anggaran sebesar Rp. 2.151.367.524,00 atau 29,57%  rincian lebih lanjut 

efisiensi penyerapan Anggaran seperti terlihat pada tabel 3.15 

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA 
PROGRAM 

SATUAN KONDISI 
AWAL 

TAHUN 2016 

REALISAS
I TAHUN 

2020 

TAHUN 2021 
% 

REALISASI 
CAPAIAN 

2021 

TARGET REALISASI 

1 Program Pemberdayaan 

Kesehatan Masyarakat 

Persentase Rumah Tangga 

ber PHBS 

Persen 60 70,7 65,25 70,50 108,05 

2. Program Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

       

3. Program Pengembangan 
Kapasitas Daya Saing 

Keolahragaan 

Persentase masyarakat yang 
gemar olahraga 

Persen 0,10 0 20 19 95 

 Jumlah       101,53 
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Tabel 3.15 

       Efisiensi Penyerapan Anggaran  
Pada Capaian Indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Perilaku 

Hidup Sehat 

 Tahun Anggaran 2021 
 

NO 
PROGRAM 

 
% CAPAIAN 

KINERJA 

ANGGARAN 
(RP.) 

 

PENYERAPAN 
ANGGARAN (RP.) 

TINGKAT 
EFISENSI (%) 
ANGGARAN 

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan 

108,05 239.893.096,00  209.613.086,00 12,62 

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya 
Saing Keolahragaan 

95 7.036.075.164,00 4.914.987.650,00 30,15 

 
Total  7.275.968.260,00 5.124.600.736 29,57 
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Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat  Melalui 
Ekonomi Kerakyatan  

 
Sasaran I : Meningkatnya Daya Saing Petani  

 
Salah satu indikator sasaran peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui ekonomi kerakyatan dapat dilihat melalui nilai Nilai 

Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima 

petani (HT) dengan indeks harga yang dibayar petani (HB) yang 

dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, NTP diartikan sebagai 

pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang 

dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk 

konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk 

pertanian.   

NTP dapat digunakan untuk menunjukkan daya tukar (term of 

trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi 

maupun untuk biaya produksi. Sehingga, ada indikasi bahwa semakin 

tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks HT 

disusun dari unsur-unsur indeks harga sub sektor tanaman  pangan,  

sub  sektor  hortikultura,  sub  sektor  perkebunan, sub sektor 

peternakan, dan sub sektor perikanan. Untuk itu Pemerintah Daerah 

Kabupaten Batang Hari terus berupaya meningkatkan NTP melalui 

pengembangan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan sesuai dengan potensi alam dan kemampuan  

yang dimiliki, Adapun capaian NTP Tahun 2021 sebagaimana tabel 

berikut. 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks-h
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Tabel 3.16 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya 

Saing Petani Tahun 2021 

 

No 
Indikator 

Sasaran 

Kondisi 

Awal 

RPJM 

Capaian Kinerja Tahun 

Sebelumya 

Kinerja Tahun 

2021 
Realisasi 

Capaian 

2021 (%) 

Target 

Akhir 

RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 NTP 95,67 101,93 99,49 99,09 106,95 102,50 138,79 135,41 102,50 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian NTP Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2021 sebesar 138,79 dari target yang ditetapkan 

sebesar 102,50. Realisasi ini melebihi dari target yang telah ditetapkan 

sebesar 36,29 %. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga 

hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun kenaikan 

biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan NTP 

dipengaruhi oleh 4 subsektor pertanian yaitu Tanaman Pangan sebesar 

1,57 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,77 

persen; Subsektor Peternakan sebesar 0,71 persen; serta Subsektor 

Perikanan sebesar 0,54 persen. Sementara itu, NTP pada Subsektor 

Hortikultura mengalami penurunan sebesar 0,18 persen.  

Pada bulan Desember 2021 NTP Provinsi Jambi untuk masing-

masing subsektor tercatat sebesar 99,18 untuk subsektor Tanaman 

Pangan (NTPP), 98,72 untuk subsektor Hortikultura (NTPH), 149,90 untuk 

subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), 99,32 untuk subsektor 

Peternakan (NTPT), dan 111,62 untuk subsektor Perikanan (NTNP). Nilai 

Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Januari - Desember 2021 

Provinsi Jambi lebih tinggi 19,17 persen dibandingkan NTUP Tahun 2020.  

https://jambi.tribunnews.com/tag/ntp
https://jambi.tribunnews.com/tag/ntp
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Tabel  3.17 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Provinsi Serta Data nasional Tahun 2021 

 

No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kondisi 

Awal RPJM 

Realisasi Kinerja Sampai Dengan 

Tahun 2021 

Target 

Akhir 

RPJM 

2021 
Kabupaten Provinsi Nasional 

1 NTP 95,67 138,79 138,79 108,34 102,50 

 

Pada Tabel diatas dapat dilihat nilai NTP kabupaten, provinsi dan 

nasional. Dapat dijelaskan bahwa NTP Kabupaten berdasarkan NTP 

provinsi. Untuk NTP nasional dapat diuraikan bahwa nilai NTP tersebut 

naik 1,08%  dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 107,18. Kenaikan ini 

disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 

1,72% dibanding dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) 

sebesar 0,63%. Kenaikan NTP nasional tersebut ditopang oleh subsektor-

subsektor NTP yang menunjukkan tren positif pada Desember 2021 lalu. 

Kenaikan subsektor NTP yang paling signifikan terjadi di subsektor 

hortikultura (6,38 persen); perkebunan rakyat (0,91 persen); dan 

perikanan (0,76 persen), lalu diikuti subsektor tanaman pangan (0,40 

persen). Berikut nilai NTP dari Bulan Januari – Desember Tahun 2021 

untuk Kabupaten dan Nasional. 

Tabel 3.18 

Data NTP Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2021 

No Bulan 
NTP 

Kabupaten Nasional 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

119,23 

118,38 

122,17 

122,3 

124,1 

124,08 

103,26 

103,10 

103,29 

102,93 

103,39 

103,59 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

Juli 

Agustus 

September  

Oktober 

Nopember 

Desember 

123,22 

127,63 

130,94 

134,04 

137,69 

138,79 

103,48 

104,68 

105,68 

106,67 

107,18 

108,34 

 

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Daya Saing Petani 

juga dukung oleh keberhasilan pelaksanaan   program dan 

kegiatan yang telah direncanakan seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.19 

Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung 
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya saing Petani 

Tahun 2021 
 

No Program 
Indikator 

Program 
Satuan 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 Realisasi 

Capaian 

2021 

(%) 

Ket Target Realisasi 

1 Pengembangan 

budidaya 

perikanan 

Produksi ikan Ton 8.665     

2 Peningkatan 

ketahanan 

pangan 

Rasio 

kecupuan 

bahan pangan 

poko 

Jumlah 415,80     

3 Pengembangan 

agribisnis 

Persentase 

peningkatan 

luas lahan 

yang dikelola 

secara 

agribisnis 

Persen 14,30     

4 Peningkatan 

produksi hasil 

peternakan 

Persentase 

pertumbuhan 

populasi 

Persen 4,2     
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ternak dan 

unggas 

5 Peningkatan 

produksi 

komoditi 

pertanian/perkeb

unan 

Persentase 

peningkatan 

produksi 

perkebunan 

Persen 29,28     

6 Pencegahan dan 

penanggulangan 

penyakit ternak 

Penurunan 

angka 

kematian 

ternak besar 

dan penurunan 

hewan rabies 

Persen 5,0     

7 Optimalisasi 

pengelolaan dan 

pemasaran 

produksi 

perikanan 

Jumlah unit 

usaha 

pengelolaan 

produksi ikan 

Jumlah 0     

8 Perluasan areal 

pertanian dan 

perikanan 

Persentase 

pemanfaatan 

lahan sawah 

Persen 86,89     

9 Peningkatan 

pemasaran hasil 

produksi 

pertanian/perkeb

unan 

Persentase 

kegiatan 

promosi hasil 

pertanian/perk

ebunan 

Persen 20     

10 Peningkatan 

pemasaran hasil 

produksi 

peternakan 

Jumlah 

pengolahan 

bokar dan 

pembinaan 

UPH 

perkebunan 

dan 

peternakan 

Jumlah 4     

11 Peningkatan 

kesejahteraan 

petani 

Luas 

penguasaan 

lahan petani 

perkebunan 

Ha 4     
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pertanian/perkeb

unan 

12 Peningkatan 

penerapan 

teknologi 

pertanian/perkeb

unan 

Bibit 

unggulan dan 

non unggulan 

Jumlah 52     

13 Penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

pertanian/perkeb

unan 

Panjang jalan 

produksi 

pertanian/perk

ebunan 

KM 0     

14 Penyediaan 

sarana dan 

prasarana 

perikanan 

Panjang jalan 

produksi 

perikanan 

yang dibangun 

KM 0     

15 Pengendalian 

dan 

Penanggulangan 

Bencana 

Pertanian 

Persentase 

Penanggulang

an serangan 

Wabah yang 

ditangani 

Persen 0 30 0 0  

16 Penyediaan dan 

Pengembangan 

Sarana Pertanian 

Persentase 

Penggunaan 

Bibit Unggul 

Masyarakat 

Persen 30 30 10 33,33  

17 Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

Pertanian 

Persentase 

Peningkatan 

Produksi 

perkebunan 

dan 

Perternakan 

(Daging) 

Persen 0,8 12 12 100  

18 Pengendalian 

Kesehatan 

Hewan dan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Veteriner 

Angka 

Kesakitan 

Hewan 

Persen 0 20 0 0  



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

81 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

19 Program 

penyediaan dan 

pengembangan 

prasarana 

pertanian 

Persentase 

pemenuhan 

prrasarana 

pertanian 

Persen 0 44,41 44,41 100  

20 Program 

penyuluhan 

pertanian 

Persentase 

lembaga 

petani yang 

menerapkan 

system 

pertanian 

terpadu 

Persen 40,3 40,3 40,3 100  

21 Program 

peningkatan 

diversifikasi dan 

dan ketahanan 

Ketersediaan 

bahan 

pangan/kap/th 

Kg/kap/

Th 

 272,7 328 119,4  

22 Program 

penanganan 

kerawanan 

pangan 

Persentase 

desa/keluraha

n sangat tahan 

pangan 

 

Persen  Na 0 0  

23 Program 

pengawasan 

keamanan 

pangan 

Persentase 

pelaku usaha 

bersertifikat 

prima III 

Persen  NA 0 0  

24 Program 

pengelolaan 

perikanan bidaya 

Jumlah 

produksi ikan 

kolam dan 

KJA 

Ton  25.400 8.817,73 34,72  

25 Program 

pengawasan 

sumber daya 

kelautan dan 

perikanan 

Persentase 

pokmaswas 

yang dibina 

Persen  100 100 100  

26 Program 

pengolahan dan 

pemasaran hasil 

perikanan 

Persentase 

pengolahan 

hasil 

perikanan 

Persen  100 100 100  
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Dari tabel pencapaian target indikator program, dapat diketahui 

bahwa hampir seluruh program pencapaian NTP dapat terealisasi 100% 

dan bahkan ada yang lebih dari 100%. Namun ada ada juga beberapa 

indikator yang pencapaiannya dibawah 50%. Hal ini disebabkan karena 

jumlah kolam dan KJA yang ada belum mampu mencapai produksi ikan 

yang disebabkan pendangkalan kolam yang dapat menyebabkan ikan 

susah hidup dan berkembang. Disamping itu tingginya harga pakan ikan 

juga berpengaruh terhadap produksi ikan. Dampak dari refocusing 

anggaran juga mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan. 

Namun secara keseluruhan pencapaian target indikator program dapat 

dikatakan tercapai dengan baik. 

 

Tabel 3.20 

Efisiensi  Penggunaan Anggaran Program Sasaran 

Meningkatnya Daya Saing Petani  Tahun 2021 

 

No Program Target Realisasi Efisiensi % 

1 Program Penyediaan dan 

pengembangan sarana 

pertanian 

5.113.400.349 4.623.912.725 489.487.624 9,57 

 

2 Program penyuluh pertanian 

Kegiatan pelaksanaan 

penyuluhan pertanian 

184.695.000 183.063.850 1.631.150 0,88 

3 Program pengelolaan 

perikanan budidaya 

1.841.517.510 1.826.752.085 14.765.425 0,80 

4 Program pengawasan 

sumberdaya kelautan dan 

perikanan 

74.082.785 

 

 

74.082.785 0 0 

 

5 Program pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan 

125.277.485 110.612.805 14.664.680 11,71 

6 Program peningkatan 

diversifikasi dan ketahanan 

pangan masyarakat 

615.526.175 587.315.946 28.210.229 4,58 
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7 Program pengawasan 

keamanan pangan 

30.123.830 29.023.080 1.100.750 3,65 

8 Program penyediaan dan 

pengembangan sarana 

pertanian 

500.453.360 496.936.560 3.516.800 0,70 

9 Program pengendalian 

kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarat veteriner 

378.488.630 281.270.700 97.217.930 25,69 

 Total 8.863.565.124 8.212.970.536 650.594.588 7,34 

 

 

Sasaran 2 Pemerataan Pendapatan Masyarakat 

 

 

Ada 3 (tiga) analisa yang digunakan secara umum dalam 

pengukuran distribusi pendapatan masyarakat yaitu: 1) Indikator 

Distribusi Pendapatan Perseorangan, 2) Kurva Lorenz, dan 3) Koefisien 

Gini. 

Distribusi atau pembagian pendapatan antar lapis dalam 

masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 digunakan 

telaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Indeks atau Rasio 

Gini, masih sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya. 

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum 

untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa 

merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi 

penduduk suatu daerah. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 

menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki 

jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 

menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang 
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memiliki segalanya dan sebagian besar orang lainnya tidak memiliki apa-

apa. 

 
Indeks Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan 

pendapatan yang memenuhi empat kriteria yaitu prinsip anomitas (tidak 

bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, 

prinsip independensi skala (tidak tergantung pada ukuran pereknomian), 

prinsip independensi populasi, dan prinsip transfer (mengasumsikan 

semua pendapatan yang lain konstan). 

 

Penghitungan Gini Ratio di Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten 

Batang Hari sangat erat kaitannya dengan Perubahan Harga berbagai 

komoditas. Dalam mengukur ketimpangan dan angka kemiskinan, 

pemerintah menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi 

garis kemiskinan, yakni senilai Rp. 354.386 (atau sekitar USD 25), 

keluarga yang pendapatan perkapitanya sudah mencapai sebesar di atas 

digolongkan kepada keluarga yang tidak miskin lagi.  

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya secara optimal untuk  

menurunkan Indeks Gini dalam upaya pemerataan pendapatan 

masyarakat melalui program  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, 

membuka seluas-luasnya bagi investor untuk berinvestasi, Meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Produktivitas Tenaga 

Kerja. 

 

          Pencapaian kinerja sasaran Pemerataan Pendapatan Masyarakat 

diukur melalui pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : 
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Tabel 3.21 
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pemerataan Pendapatan 

Masyarakat Tahun 2021 

 

N0 
INDIKATOR 
SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

KINERJA TAHUN 2021 
REALISASI 
CAPAIAN 

2021 
(%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1. Indeks Gini 0,2940 0,231 0,300 0,310 0,316 0,2525 0,310 77,23 0,2525 

Sumber data : BPS Jambi Tahun 2021 

 

 

Dari Tabel 3.21 di atas dari Target Kinerja yang ditetapkan Tahun 

2021 sebesar 0,2525 Point terealisasi sebesar 0,310 point atau 77,23 % 

dari Target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa Realisasi 

Nilai Indeks Gini Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 relatif mengalami 

kenaikan apabila dibandingkan dengan Nilai Indeks Gini Tahun 2020 

yaitu 0,316 Point. Capaian Kinerja Nilai Indeks Gini ini kendati mengalami 

kenaikan, tetapi masih menggambarkan pemerataan pendapatan petani 

dan masyarakat Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 yang masih 

berfluktuasi/bervariasi atau pendapatan yang tidak merata  

 
Tabel 3.22 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data Nasional Tahun 2021 
 

 

NO 

 

INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 

KONDISI 

AWAL 

RPJM 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN 

TAHUN 2021 

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 
2021 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

PEMERINTAH 

PROVINSI 

NASIONAL 

1. Indek Gini 0,2940 0,310 0,315 0,381 0,2525 

Sumber data : BPS Jambi Tahun 2021 

 
Dari Tabel Perbandingan Data Capaian Indikator Sasaran 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data Nasional Tahun 

2021 di atas Capaian Rasio Indeks Gini Kabupaten Batang Hari lebih baik 

dibandingkan Indeks Gini Provinsi Jambi bahkan dengan Rasio Indeks 

Gini Nasional. Hal ini dapat berarti ketimpangan pendapatan Penduduk 
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Kabupaten Batang Hari lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi 

maupun Nasional.  

Hal ini dapat disebabkan karena Penduduk Kabupaten Batang Hari 

memiliki sumber pendapatan yang cenderung homogen, dikarenakan 

mayoritas penduduk bergerak di sektor pertanian (Tanaman Pangan, 

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat), pendapatan petani dari 

produksi yang dihasilkan pertaniannya pada Tahun 2021 cenderung 

meningkat namun laju peningkatan pendapatan petani ini masih lebih 

kecil bila dibandingkan dengan sektor yang lain.  

Selain itu perbedaan upah yang diterima oleh pekerja sektor 

informal tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja 

pada sektor lainnya, hal ini membuat perbedaan yang mencolok terhadap 

pendapatan dari masing-masing pekerja. Sebagai contoh Upah yang 

diterima oleh Buruh Harian jauh berbeda dengan upah yang diterima oleh 

Mandor/Majikan yang memperkerjakannya. 

Belum tercapainya secara optimal kinerja sasaran Pemerataan 

Pendapatan Masyarakat Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 ini dapat 

juga disebabkan karena program-program yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 untuk mendorong 

pemerataan pendapatan masyarakat Capaian Kinerja Programnya belum 

dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Dari 3 

(tiga) program unggulan yang dilaksanakan belum ada capaian kinerja 

programnya yang mencapai 100 persen. Capaian Kinerja Program dalam 

mendukung sasaran Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2021 dapat dilihat seperti tabel berikut : 
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Tabel 3.23  
Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 
Kinerja Sasaran Pemerataan Pendapatan Masyarakat Tahun 2021 

 

NO PROGRAM 
INDIKATOR 
PROGRAM 

SATUAN 
KEADAAN 

TAHUN 
2020 

TAHUN 2021 

REALISA
SI 

CAPAIAN 
2021 

KET 

TARGET REALIASI (%) 

1 

Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

Persen 3,38 - - -   

  

Program Pelatihan 
Kerja dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

Persentase Pencari 
Kerja sesuai 
dengan kebutuhan 

Persen - - - -   

2 
Pelaksanaan 
BatangHari Sejahtera 

Persentase 
Penduduk Miskin 

Persen 26,8 - - -   

  
Program Perlindungan 
dan Jaminan Sosial 

Persentase DTKS 
yang menerima 
bantuan 

Persen - 89,69 86,41 96,34   

3 
Program Perlindungan 
Tenaga Kerja 

Persentasi 
Penyelesaian 
Masalah Hubungan 
Industrial 

Persen 40 - - -   

  
Program Hubungan 

Industrial 

Persentasi 
Penyelesaian 

Masalah Hubungan 
Industrial 

Persen - 70 90 128,57   

Sumber data : Pengolahan Tim Lkj 2021 

 

Untuk Program yang dilaksanakan Tahun 2020 berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah dilakukan penyesuaian pada Tahun 2021 dalam 

mendukung sasaran Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2021. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

pada Tahun 2020 terdiri dari Program Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perlindungan Tenaga Kerja 

berubah menjadi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

dan Program Hubungan Industrial, sedangkan pada Dinas Sosial yang 

semula Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera berubah menjadi 

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 
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Dari Tabel 3.23 di atas dapat kita lihat bahwa dari 3 (tiga) Program 

yang direncanakan 1 (Satu) Program tidak dapat dilaksanakan akibat 

Refocussing Anggaran yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Kinerjanya 

ditargetkan 89,69% terealisasi sebesar 86,41% atau sebesar 96,34% dari 

target, sedangkan Program Hubungan Industrial yang Kinerjanya 

ditargetkan 70% terealisasi sebesar 90% atau sebesar 128,57% dari target, 

melebihi dari target yang ditetapkan. 

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Pemerataan Pendapatan Masyarakat pada Misi 2 disediakan anggaran 

sebesar Rp. 5.685.238.845,- dan telah terserap sebesar Rp. 

4.267.319.350,- terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp. 1.417.919.495,- 

atau 24,99 %.  Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti 

terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.24 
Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Program Sasaran Pemerataan Pendapatan Masyarakat   

Tahun 2021 
 

N0 PROGRAM 

% 

CAPAIAN 

KINERJA 

TARGET REALISASI 
% TINGKAT 

EFISIENSI 
% 

1 Program 

Perlindungan 
dan Jaminan 

Sosial 

96,34 5.674.438.845,- 4.256.519.350,

- 

1.417.919.495,

- 

24,99 

2 Program 

Hubungan 

Industrial 

71,43 10.800.000,- 10.800.000 0,- 0,00 

  Total 
 

5.685.238.845,- 
4.267.319.350

,- 

1.417.919.495

,- 
24,99 

 

Sasaran 3     Meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari terus berupaya 

meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dari sektor swasta dan 

mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi. 
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Iklim ekonomi yang kondusif akan menarik minat pelaku usaha untuk 

menanamkan modalnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak pelaku 

usaha melakukan investasi semakin banyak tercipta pasar tenaga kerja, 

usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang sehingga 

meningkat pula pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.  

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan iklim 

investasi yang kondusif di Kabupaten Batang Hari berupa memberikan 

kepastian hukum dan memberikan kemudahan dalam proses penanaman 

modal. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi Dinas 

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pelayanan 

perizinan secara online melalui aplikasi Seri Bulian.  

Melalui upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan nilai 

investasi, nilai ekspor dan nilai impor sehingga mampu menyediakan 

lapangan pekerjaan, menekan angka pengangguran serta angka 

kemiskinan. 

Iklim invenstasi yang kondusif di dalam Kabupaten  Batang Hari 

diukur melalui capaian indikator kinerja seperti tabel berikut : 

Tabel 3.25 

Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya 
 Iklim Investasi Daerah, Tahun 2021 

 

N0 
INDIKATOR 
SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

 
CAPAIAN KINERJA TAHUN 

SEBELUMNYA 

 
KINERJA TAHUN 2021 

REALISASI 
CAPAIAN 

2021 
(%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1. Laju 
Pertumbuhan 
Investasi 

4,90 4,55 9,5 12,98 18,08 5,4 22,1 409,26 5,4 

 

Sumber data :DPMPTSP 
 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Investasi 

Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 melebihi target yang telah 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

90 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

ditetapkan, dengan capaian kinerja sasaran tahun 2020 sebesar 18.08  

meningkat menjadi 22,21. Realisasi Laju Pertumbuhan Investasi ini 

mengalami kenaikan sebesar 4,02 dari tahun sebelumnya. 

 

 
Tabel 3.26 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah provinsi serta Data Nasional Tahun 2021 

 

 
NO 

 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJM 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 
2021 TARGET AKHIR 

RPJMD 2021 PEMERINTAH 
KABUPATEN 

PEMERINTAH 
PROVINSI 

NASIONAL 

1. Laju Pertumbuhan 
Investasi 

4,90 22,10  31,83  11,30 5,4 

 

Sumber data :Pengolahan Tim LKJ  
 
 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan kondisi awal Laju Pertumbuhan 

investasi di Kabupaten Batang Hari 4,90 persen, realisasi  tahun 2021  

22,10 persen. Nilai ini lebih kecil dari capaian provinsi sebesar 31,83 

namun realisasi capaian kabupaten lebih besar dari realisani nasional 

yaitu sebesar 11,30  . 

Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Batang Hari selama 

5 (Lima) Tahun terakhir, seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.27 

Perkembangan Realisasi Investasi  
Di Kabupaten Batang Hari 5 Tahun Terakhir 

 

N0 TAHUN 
REALISASI INVESTASI TOTAL 

INVESTASI 
JLH 

PERIZINAN 
KET. 

PMDN PMA 
1. 2017 1.641.042.451.629 2.187.005.418.276 3.828.047.869.905,- 2.448  

2. 2018 1.726.799.470.301 2.439.791.074.626 4.166.590.544.927,- 2.172  

3. 2019 2.261.519.974.429 2.220.194.623.457 4.481.714.597.886,- 2.679  

 4. 2020 2.697.000.000.000 2.223.000.000.000 4.920.000.000.000,- 1.715  

3. 2021 3.776.554.919.504 
 

2.231.084.692.632 
 

6.007.639.612.136,- 
 

1.618  

Sumber data :DPMPTSP 
 

Iklim Investasi Daerah mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan 

terjadinya pertambahan jumlah investasi yang signifikan bila 

dibandingkan dengan Tahun 2020, jumlah kenaikan investasi di 
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Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2021 sebesar 

Rp.1.087.639.612.136,- dengan jumlah perizinan yang dikeluarkan 

sebanyak 1.618 dokumen. Kenaikan nilai investasi tersebut berasal dari 

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Rp.1.079.554.919.504,00 dan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) 

Rp.8.084.692.632,00. 

 

                                                                                     

Tabel 3.28 
Perkembangan Realisasi Investasi Provinsi Jambi dan Nasional 

4 Tahun Terakhir  
 

 
N0 

 
TAHUN 

REALISASI INVESTASI ( RP. TRILYUN) 

PROVINSI JAMBI NASIONAL 

PMDN PMA TOTAL PMDN PMA TOTAL 

 1. 2018 2,8760 1,3649 4,2409 328,60 392,70 721,30 

 2. 2019 4,4374 0,8189 5,2563 386,50 423,10 809,60 

3. 2020 3,5117 0,3887 3,9004 412,50 412,80 826,30 

4. 2021 6.2042 0,7255 6,9297 447,00 454,00 901,00 

Sumber data :DPMPTSP 
 

Realisasi Investasi Provinsi Jambi sebesar Rp.6.9T bersumber dari sektor 

PMDN Rp.6.2T dan PMA 0.7T. sementara itu pada tingkat nasional total 

investasi sebesar Rp.901T dengan rincian Rp.447T dari PMDN dan 

Rp.454T dari PMA. 

 

Capaian Kinerja Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif diperoleh 

melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 

Tahun 2021 dengan berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019. 

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program Dalam Mendukung 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah seperti 

tercantum pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.29 
Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 

Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

Tahun 2021 
 

 
NO 

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 
SATUA

N 
KEADAAN 

TAHUN 2020 

TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 2021 

(%) 
KET 

TARGET 
REALIAS

I 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 

1 

Penciptaan iklim Usaha 
Kecil Menengah yang 
kondusif 

Persentase 
Peningkatan Omset 
KUMKM 

Persen 245.08     

*** 

Program 
pemberdayaan usaha 
menengah, usaha kecil, 
dan usaha mikro 
(umkm) 
 

Persentase 
Peningkatan Potensi 

Kelembagaan dan 

Pengembangan 

UMKM 

Persen 50 2,5 
2,5 

 
100  

2 
Peningkatan   Kualitas 
Kelembagaan Koperasi 

Persentase Koperasi 
Aktif 

Persen 61,88     

*** 

Program pendidikan 
dan latihan 
perkoperasian 
 

Persentase koperasi 
aktif 

 113,17 100 100 100  

3 
Pengembangan Industri 
Kecil Dan Menengah 

Persentase Kontribusi 
UMKM pada Sektor 
Industri 

Persen 20,00     

*** 

Program 
pengembangan 
umkm 
 

Persentase 
Peningkatan Skala 
Usaha Mikro menjadi 
Skala Usaha Kecil 

 29,56 85 85 100  

4 
Peningkatan Kemampuan 
Teknolog Industri 

Persetase IKM yang 
Menerapkan 
Teknologi dalam 
Proses Produksi 

Persen  0 00 0  

5 
Peningkatan Iklim Investasi 
Dan Realisasi Investasi 

Jumlah Perusahaan 
yang Berinvestasi 

Jlh 158,62     

*** 

Program promosi 
program promosi  
penanaman modal 
 

Jumlah Investor 
berskala Nasional 
(PMDN/PMA) 

jumlah  59 87 147,46  

6 
Peningkatan Pelayanan 
Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

Indeks 86,97     

*** 

Program pelayanan 
penanaman modal 
 

Persentase izin dan 
non izin yang terbit tepat 
waktu 

Indeks  87,25 86,50 99,14  

7 
Peningkatanpromosi Dan 
KerjasamaInvestasi 

Nilai Investasi Daerah 
(Triliyun) 

JumlaH 127,91     

*** 

Program 
pengendalian 
pelaksanaan 
penanaman modal 
 

peningkatan nilai 
realisasi investasi PMA 
dan PMDN  

Jumlah  350 1087 310,5  
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8 
PengendalianPemanfaatan 
Tata Ruang 

Persentase 
Rekomendasi yang 
diterbitkan 

Persen      

*** 

Program penataan 
bangunan gedung 
 

Rasio bangunan 
berIMB per satuan 
bangunan 

Persen 105 50 52 104  

9 

Pembinaan Dan 
PengembanganBadan 
Usaha Milik Daerah 

Jumlah BUMD Yang 
dibina 

Jumlah 100     

*** 

Program administrasi 
pemerintahan desa 
 

Pelaksanaan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 

  95 84,5 88.9  

10 
Pengembangan Lembaga 
Ekonomi Pedesaan 

Jumlah Lembaga 
Ekonomi Perdesaan 
yang berkembnang 

Jumlah 110     

*** 

Program administrasi 
pemerintahan desa 
 

Persentase 
Kelembagaan Yang 
Aktif 

persent
ase 

 80 60,71 75,88  

11 
Pengembangan Destinasi 
Parawisata 

Jumlah Destinasi 
Pariwisata yang 
dikembangkan 

Jumlah 0     

*** 

Program peningkatan 
daya tarik destinasi 
pariwisata 
 

Kawasan Starategis 
Pariwisata yang 
dikelola 

jumlah 0 1 1 100  

12 
PengembanganPemasaran
Parawisata 

Jumlah Promosi 
Pariwisata dalam 
Negeri 

Jumlah 0     

*** 

Program pemasaran 
pariwisata 
 

Jumlah Promosi jumlah  1 1 100  

13 Pembinaan Transmigrasi Jumlah KTM Jumlah 1     

*** 

Program 
pengembangan 
kawasan 
transmigrasi 
 

Jumlah Wilayah 
Pengembangan 
Transmigras 

Jumlah  1 0 0  

Sumber data : Dinas PUPR, DPMPTSP, DPMD, Dispora, Nakertrans 

Dari  Tabel  “Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Tahun 

2021”  dapat dijelaskan  Capaian semua program dan kegiatan sudah 

sesuai target yang ditetapkan, bahkan ada yang lebih baik lagi. Hanya 

program Administrasi Pemerintahan Desa yang belum maksimal hal ini 

disebabkan adanya refoccusing pada sub kegiatan tahun 2021. 
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Tabel 3.30 
Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Program Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

Tahun 2021 
 

 

N0 

 

PROGRAM 

 

TARGET 

 

REALISASI 

 

EFISIENSI 

 

% 

1 
Penciptaan iklim Usaha Kecil 
Menengah yang kondusif 

    

*** 

Program pemberdayaan usaha 
menengah, usaha kecil, dan usaha 
mikro (umkm) 
 

1,553,854,122 
 

1,414,089,800 139,764,322 8.99 

2 
Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

    

*** 
 
Program pendidikan dan latihan 
perkoperasian 

57,155,970 57,155,970 
0 

 
00,00 

3. 
Pengembangan Industri Kecil Dan 
Menengah 

    

*** Program pengembangan umkm 
            

997,460,900  
               

922,028,400  
    

75,432,500  
             

7.56 

4 
Peningkatan Kemampuan Teknologi 
Industri 

    

 
5. 

Peningkatan Iklim Investasi Dan 
Realisasi Investasi 

    

*** 
Program promosi penanaman modal 
 

92,693,445 
                 

92,423,535  
 

        
269,910  

 

             
0.29  

 

6. Peningkatan Pelayanan Perizinan     

*** 
Program pelayanan penanaman 
modal 

 
36,791,520 

 
5,860,000 

 
30,931,520 

84.07 

 
7. 

Peningkatan promosi Dan 
Kerjasama Investasi 

  
  

*** 
Program pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal 

 
326,121,245 

 
301,075,455 

 
25,045,790 

 
7.68 

 
8. 

Pengendalian Pemanfaatan Tata 
Ruang 

    
 

*** 
Program penataan bangunan 
gedung 
 

            
156,883,320  

 

               
126,101,910  

 

    
30,781,410  

 

           
19.62  

 

9. 
 

Pembinaan Dan 
PengembanganBadan Usaha Milik 
Daerah 

  
  

*** Program administrasi pemerintahan 
desa 
 

          
1,874,073,426  

 

            
1,578,792,876  

 

  
295,280,550  

 

           
15.76  
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10. Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

    

*** Program pemberdayaan lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan 
masyarakat hukum adat 

            
433,944,300  

 

               
430,869,400  

 

      
3,074,900  

 

             
0.71  

 

 
11. 

Pengembangan Destinasi Wisata     

*** Program peningkatan daya tarik 
destinasi pariwisata 
 

            
558,815,149  

 

               
548,712,904  

 

    
10,102,245  

 

             
1.81  

 

 
12. 

Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata 

    

*** 
Program pemasaran pariwisata 
 

            
217,004,210  

 

               
211,811,110  

 

      
5,193,100  

 

             
2.39  

 

 
13. 

Pembinaan Transmigrasi 
    

*** Program pengembangan kawasan 
transmigrasi 
 

            
10.800.000   

 

               
10.800.000   

 

0 0 

 Total 
                 

6.315.597.607 
                      

5.699.721.360  
             
615.876.247   

                    
9,75  

Sumber data : Dinas PUPR, DPMPTSP, DPMD, Dispora, Nakertrans (sesuai Permendagri 
90) 
Jumlah Anggaran Program sasaran meningkatnya Iklim Investasi Daerah 

yang di tetapkan tahun 2021 sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 

sebesar Rp.6.315.597.607,- terealisasi Rp.5.699.721.360.- Efisiensi dari 

anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.615.876.247,- atau sebesar 9,75 

persen.   

 

Sasaran 4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 

 

Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat (konsumen) 

untuk membeli barang yang dibutuhkan dan biasanya akan mengalami 

kondisi berupa peningkatan atau penurunan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Daya Beli Masyarakat antara lain   :1).Tingkat   

Pendapatan,   2).Tingkat   Pendidikan,   3).   Tingkat Kebutuhan 4). 

Kebiasaan Masyarakat, dan 5). Harga Barang, 6).Mode. Tingkat dan 

pertumbuhan konsumsi masyarakat ditentukan oleh pendapatan rumah 

tangga dan perubahan tingkat harga umum atau inflasi. 
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Terdapat 3 kategori besar inflasi berdasrkan kriteria Tingkat dan 

pertumbuhan konsumsi masyarakat ditentukan oleh pendapatan rumah 

tangga dan perubahan tingkat harga umum atau inflasi. Inflasi dapat 

digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, 

dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di 

bawah angka 10% seTahun; inflasi sedang antara 10%—30% seTahun; 

berat antara 30%—100% seTahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak 

terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% seTahun.  

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan daya beli masyarakat 

diukur dengan indikator nilai inflasi daerah. Adapun capaian indikator 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.31 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli 

Masyarakat Tahun 2021 

No 
Indikator 

Sasaran 

Kondisi 

Awal 

RPJM 

Capaian Kinerja Tahun 

Sebelumya 

Kinerja Tahun 

2021 

Realisasi 

Capaian 

2021 

(%) 

Target 

Akhir 

RPJMD 

2021 

2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 Nilai 

inflasi 

daerah 

1,23 - 0,42 0,11 3,09 0,80 1,65 -6,25 0,80 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi inflasi 

adalah 1,65 atau sebesar -6,25%, dimana capaian ini melebihi dari target 

yang telah ditetapkan. Tapi jika dibandingkan dengan capaian inflasi 

Tahun 2020, capaian ini lebih baik.  

Inflasi meningkat terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan 

barang dan jasa seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional dan 

global dan meningkatnya keyakinan masyarakat seiring sentimen positif 

terhadap program vaksinasi COVID-19. Inflasi juga tumbuh disebabkan 
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oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan 

tembakau. Inflasi bahan pangan terutama meningkat tajam pada triwulan 

IV 2021 akibat potensi cuaca yang kurang kondusif dan pemangkasan 

produksi oleh produsen untuk menghindari kerugian, namun disisi lain 

permintaan meningkat karena momentum HBKN dan Tahun Baru 2022.  

Tabel 3.32 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja Sasaran  

Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2021 
 

No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kondisi 

Awal RPJM 

Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 

2021 

Target 

Akhir 

RPJM 2021 Kabupaten Provinsi Nasional 

1 Nilai 

inflasi 

daerah 

1,23 1,65 1,65 1,86 0,80 

 

Jika dilihat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai inflasi 

nasional lebih tinggi dari nilai inflasi kabupaten. Inflasi terjadi di 88 kota 

usai pemantauan di 90 kota IHK. Sementara dua kota lainnya mengalami 

deflasi. Tingginya inflasi tercermin dari naiknya IHK dari 107,05 pada 

November 2021 menjadi 107,66 pada Desember 2021. Adapun inflasi 

tertinggi terjadi di Jayapura, yakni sebesar 1,91 persen. Komoditas 

pengerek inflasi, antara lain angkutan udara dengan andil 0,94 persen, 

ikan ekor kuning dengan andil 0,29 persen, dan ikan tongkol sebesar 0,14 

persen. "Sementara deflasi tertinggi ada di Dumai sebesar -0,13 persen, 

yang terendah di Bukittinggi -0,04 persen. Komoditas penyebab deflasi di 

Dumai adalah cabai merah, ikan serai, dan tomat. 

Melonjaknya harga minyak goreng dan beragam komoditas lainnya 

turut mengerek inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran andil terbesar 

terhadap inflasi bulan Desember 2021 berasal dari kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau dengan andil 0,41 persen. Komoditas dominan 
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penyumbang inflasi adalah cabai rawit yang memberi andil sebesar 0,11 

persen, minyak goreng yang andilnya 0,08 persen, dan telur ayam ras 

sebesar 0,05 persen. Tak pelak, inflasi pada komponen harga bergejolak 

menyumbang andil paling besar, dengan andil 0,38 persen. Sementara 

untuk komponen inti memberi andil 0,11 persen, dan komponen harga 

yang diatur pemerintah sebesar 0,08 persen. "Yang memberikan andil 

terbesar adalah komponen harga bergejolak. Komoditasnya adalah 

naiknya harga pada cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, daging 

ayam ras, dan cabai merah. Kalau penyumbang komponen inti adalah 

ikan segar dan sabun deterjen bubuk atau cair. Sementara kelompok 

pengeluaran lainnya yang menyumbang inflasi adalah transportasi 

dengan andil 0,07 persen. Inflasi pada kelompok ini lebih disebabkan oleh 

kenaikan tarif angkutan udara yang memiliki andil 0,06 persen. 

"Kelompok inflasi inti menggambarkan adanya kebaikan daya beli 

masyarakat, kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah 

komoditas menunjukkan adanya perbaikan. Untuk perbandingan nilai 

inflasi bulanan kabupaten dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.33 

Perbandingan Nilai Inflasi Bulanan Kabupaten Dan 

Nilai Inflasi Nasional Tahun 2021 

No Bulan Nilai Inflasi 

Kabupaten Nasional 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

Juli 

Agustus 

September  

Oktober 

Nopember 

Desember 

0,68 

-0,47 

0,33 

-0,35 

0,39 

-0,20 

-0,21 

-0,44 

0,30 

0,65 

0,49 

0,48 

0,26 

0,10 

0,08 

0,13 

0,32 

-0,16 

0,08 

0,03 

-0,04 

0,12 

0,37 

0,57 

2021 1,65 1,86 
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Tabel 3.34 

Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung 

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli 
Masyarakat Tahun 2021 

 

No Program 
Indikator 

Program 
Satuan 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 Realisasi 

Capaian 

2021 (%) 

Ket Target 

2021 

Realiasi 

2021 

1 Proram 

pengembangan 

kewirausahaan 

dan 

keunggulan 

kompetitif 

usaha kecil 

menengah 

Persentase 

perluasan pe 

Romosi dan 

informasi 

produk 

UMKM 

Persen 20,05 50 21,49 42,98  

2 Proram 

pengembangan 

pemuda kreatif 

Persentase 

pemuda 

berwirausaha 

Persen 5     

3 Program 

peningkatan 

kesempatan 

kerja 

Persentase 

peningkatan 

kesempatan 

kerja 

Persen 0     

4 Program 

pengembangan 

kapasitas daya 

saing 

kepemudaan 

Persentase 

peningkatan 

wirausaha 

pemula 

Persen  50 21,49 42,98  

5 Program 

penempatan 

tenaga kerja 

Persentase 

peningkatan 

kesempatan 

kerja 

Pencaker  1.000 1.271 127,1  

 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian indikator 

program untuk mendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya daya 

beli masyarakat secara keseluruhan tidak terlaksana dengan baik. 
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Hampir semua program capaian realisasinya dibawah 50%. Hal ini 

disebabkan karena adanya refocusing anggaran. Tentu ini berdampak 

terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hal ini juga 

senada dengan capaian tahun sebelumnya, dimana target yang ditetapkan 

tidak tercapai yang juga disebabkan oleh permasalahan yang sama. 

Adapun efisiensi dari serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.35 

Efisiensi  Penggunaan Anggaran Program Sasaran 

Meningkatnya Daya Saing Petani  Tahun 2021 

 

No Program Target Realisasi Efisiensi % 

1 Proram pengembangan 

kapasitas daya saing 

kepemudaan  

1.566.507.450 

 

1.563.917.950 2.589.500 0,17 

2 Program penempatan tenaga 

kerja 

56.766.837 56.761.400 5.437 0,01 

 Total 1.623.274.287 1.620.679.350 2.594.937 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

101 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

Misi 3 :  Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan 

Dasar Bagi Masyarakat 

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen dalam 

membangun ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Upaya ini diimplementasikan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelayanan umum. 

Infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk menjamin 

tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Sarana infrastruktur sangat bernilai 

dalam upaya untuk memecahkan berbagai masalah perekonomian 

masyarakat berkaitan dengan sains, teknologi, budaya, dan sosial. 

Berbagai penelitian untuk mengukur peranan infrastruktur dalam 

perekonomian antara lain dilakukan oleh World Bank yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen ternyata terkait erat 

dengan pertumbuhan ketersediaan pelayanan infrastruktur sebesar satu 

persen. Ada Tujuh kategori besar infrastruktur antara lain : 

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); 

2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, 

bandar udara); 

3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk 

jalan air); 

4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat); 

5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar; 

6. Kelompok produksi dan distribusi energy (listrik gas); 

7. Kelompok Teknologi informasi (Perangkat lunak, perangkat keras, data 

base, jaringan, SDM, telekomunikasi, dan prosedur). 

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-

bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah 
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peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu 

memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal ruang lingkup 

pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung 

peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan dan jembatan; 

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, 

yaitu: irigasi perdesaan, jalan produksi pertanian dan perluasan areal 

pertanian; 

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan 

dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, dan sanitasi guna 

mendukung program nasional 100-0-100 (ketersediaan 100 persen 

air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen fasilitasi 

sanitasi serta drainase). 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Batang Hari, pemerintah telah membuat suatu kebijakan pembangunan 

yang berpedoman pada prinsip prinsip ekonomi kerakyatan. Kebijakan 

pembangunan ekonomi ini pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk 

mencapai sasaran yang telah direncanakan yaitu meningkatkan kualitas 

infrastruktur pelayanan umum. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berkomitmen dalam 

membangun ekonomi kerakyatan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Upaya ini diimplementasikan dalam bentuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelayanan umum.  

Infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk menjamin 

tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Sarana infrastruktur sangat bernilai 

dalam upaya untuk memecahkan berbagai masalah perekonomian di 

masyarakat.  
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Berpijak fakta empiris bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan upaya-

upaya dalam proses pembangunan  ekonomi kerakyatan dengan sasaran 

yang ingin dicapai sebagai berikut : 

 

 

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Transportasi. 
 

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan 

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana 

fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang 

sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas 

fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan 

pemerintahan, perekonomian, industry, dan kegiatan sosial di 

masyarakat dan pemerintahan. 

Kebijakan pembangunan infrastruktur Transportasi salah 

satunya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam 

konteks ini terdapat kebijakan tentang peningkatan akses infrastruktur 

bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur 

diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi-potensi ekonomi 

Kabupaten Batang Hari. Dengan berkembangnya infrastruktur 

Transportasi diharapkan akan berdampak terhadap kegiatan-kegiatan 

pembangunan secara menyeluruh. 

 

Upaya untuk mendorong pengembangan infrastruktur 

transportasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan 

melalui peningkatan sarana dan prasarana. Hal ini diharapkan dapat 

memacu pertumbuhan wilayah dan mempelancar arus barang dan jasa. 

Dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan 
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berbagai upaya dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran di atas 

yang diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut.  

 

Tabel 3.36.  

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatya Kualitas 

dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi Tahun 2021. 

No Sasaran Kinerja 
Indikator 

Kinerja 

Kondisi 

Awal 

RPJM 

2016 

Realisasi Kinerja Tahun 

Sebelumnya 

Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% 

Capaian 

Tahun 

2021 

(Akhir 

RPJMD) 
2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Meningkatya Kualitas 

dan Kuantitas 

Infrastruktur 

Transportasi 

Persentase 

Jalan 

Kabupaten 

Kondisi Mantap 

22,95 25,86 26,98 30,43 36,80 27,95 38,40  137.39 

   Rata-rata Nilai Capaian Kinerja 137.39 

 Sumber Data : Pengolahan Data Tim LKJ 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 

pada akhir Tahun 2021 di akhir RPJMD 2016-2021 dapat tercapai 

dengan baik dan melebihi target yag telah ditetapkan sebesar 27.95 

Persen dengan Realisasi sebesar 38.40 Persen atau dengan Capaian 

sebesar  137,39 persen. Namun demikian terdapat beberapa program dan 

kegiatan tidak terlaksana sepenuhnya dikarenakan adanya kebijakan 

Pemeritah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Repubik 

Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) 

Dan Dampaknya yang menyebabkan adanya Recofusing Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari Tahun Anggaran 2021 pada satuan kerja perangkat 

daerah 

Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan 

pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, dan 
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aman. Disamping itu dapat mewujudkan sistem transportasi secara 

terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu 

sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi 

masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan antara desa dengan 

kota yang memadai. 

Untuk indikator   panjang jalan kabupaten    pada Tahun Anggaran 

2021 sama kodisi Tahun 2020, dikaranakan tidak adanya kegiatan 

tersebut yang disebabkan Refocusing Anggaran,  pada tahun 2021 

kondisi jalan dalam   kondisi Mantap   mencapai 38,4 Persen, dari 

panjang jalan kabupaten   1011,800    Km dengan rincian jalan aspal 

sepanjang 500.18   Km (49.44 persen), jalan kerikil 180.43  Km (17.83 

persen) dan jalan tanah sepanjang 285.32 Km (28.20 persen) dan Riggid 

Beton sepanjang 45.85 Km (4.53 persen). 

 

Pada Tahun 2017 telah terbit SK Jalan No. 303 Panjang Jalan 

Keseluruhan Kab. Batang Hari Jadi 1011.800 Km, data tersebut Berbeda  

dengan  RENSTRA.  Pada  RENSTRA  Panjang  jalan  adalah827.39 Km. 

Untuk Data Jalan 2021 Aspal Sebesar 500.18  Km, Beton 45.85 

Km,Lapis penetrasi 0 km (Tipe Jenis jalan Baru dari Kementerian), Krikil 

180.43 Km, Tanah 28.20  Km. Kondisi Jalan Kabupaten Batang Hari 

Keseluruhan Sebagai berikut ;  Baik 247.609 Km  Sedang 141.92 Km  

Rusak Ringan 487. 38 Km  Rusak Berat 134.88 Km 

Tabel 3.37. 

Kondisi Jalan Kabupaten Batang Hari Tahun 2018-2021 

 

Kondisi Jalan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

Total Panjang (Km) 1.011,80 Km 1.011,80 Km 1.011,80 Km 1011,80 Km 

Kondisi Mantap (%) 30,47 31,73 36,80 38,4 

Kondisi Tidak Mantap 69,53 68,37 63,20 61,6 

Persentase APBD (%) 33,44 32,50 20,73 20,65 

Sumber Data : Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari 
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Tabel 3.38.  

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi 

 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

Capaian 

Tahun 

2020 

Tahun Anggaran 

2021 

% 

Realisasi 

Capaian Target Realisasi 

1 Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

Panjang jalan dan 

jembatan yang dibangun 

Panjang 814.59/24 0 - - - 

 Program 

Penyelenggaraan Jalan 

Panjang jalan dan 

jembatan yang dibangun 

Panjang 1011,800k

m 

- 8,5 23,5 276,43 

2 Program Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

Presentase Jalan 

Kabupaten 

Kondisi Mantap 

Persen 22,95 74,40 27,95 38,4 100 

3 Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Kebinamargaan 

Presentase Kondisi Alat 

Berat dan alat 

Laboratorium yang siap 

pakai 

Persen NA 0 75 75 100 

4 Program Pengendalian 

dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Persentase Kelengkapan 

Fasilitas Pengendalian 

dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

 

Persen 

 

60 

 

99,36 

100 100 100 

 Program 

Penyelenggaraan Lalu 

Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

Persentase lalu lintas 

angkutan jalan  

      

5 Program Penyediaan 

Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota 

Persentase Penyedian 

dan Perlengkapan Jalan 

Kab/Kota  

Persen   100 100 100 

6 Program Pembangunan 

Saluran 

Drainase dan Gorong-

Gorong 

Panjang Drainase dan 

Gorong- 

Gorong yang dibangun 

Panjang NA 0 - - - 

 Program Pengelolaan 

Dan Pengembangan 

Sistem Drainase 

Penjang Pengelolaan 

Sistem Drainasae  

Penjang   915 210 22,95 

7 Program Pembangunan 

Prasrana 

dan Fasilitas 

Perhubungan 

Persentase Sarana dan 

Prasarana Fasilitas 

Terminal 

Muara Bulian 

Persen % 100 - - - 

8 Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ 

Persentase Kelengkapan 

Jalan 

dalam Kondisi Baik 

Persen % 100 100 100 100 

9 Program Peningkatan 

Pelayanan 

Angkutan 

Persentase Kendaraan 

Umum yang Memenuhi 

Standar Layak 

Jalan 

Persen % 53,73 100 100 100 

JUMLAH   71.24   133.23 

Sumber Data : Pengolahan Data Tim LKJ 202 

 

Adapun penjelasan dari program-program diatas adalah sebagai berikut : 

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dilaksanakan Guna untuk 

menunjang Kegiatan Mobilitas Angkutan Barang dan Jasa sebagai 

Pelaksanaan Pelayanan Infrastruktur Dasar Pelayanan Bagi 

Masyarakat. Pada Tahun 2021  ditargetkan sebesar 8.5 / 3  km/unit 
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KM dengan realisasi sebesar  23.5 KM  atau dengan capaian 276,43  

Persen. 

2. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan digunakan untuk 

Pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Pada 

Tahun 2021 pemeliharaan secara rutin dapat memelihara jalan 

sepanjang 27.95 persen dengan realisasi sebesar 38.4 KM atau dengan 

capaian 100 PerseN. 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan 

dilaksanakan dengan tujuan untuk penggunaan alat berat dalam 

pembangunan jalan – jalan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari 

dengan indikator persentasekondisi alat berat dan alat laboratorium 

yang siap pakai, yang ditargetkan pada Tahun 2021   sebesar 75 persen 

dengan realisasi sebesar 75 persen dengan tingkat capaian sebesar 100 

persen. Hal ini disebabkan adanya Refocusing Anggaran pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah. 

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang bertujuan 

untuk Pengendalian terhadap Lalu Lintas Angkutan Barang yang 

beroperasi di wilayah Kabupaten Batang Hari dan Pengamanan 

terhadap Lalu Lintas yang ada. Kegiatan ini bertujuan Penyelenggaraan 

Pengamanan Angkutan Lebaran, natal, Tahun Baru dan Event Daerah, 

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya 

pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100  Persen dengan realisasi 

sebesar 100  Persen  dengan capaian 100.  Persen. 

5. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong yang 

bertujuan untuk Pemantapan terhadap Kondisi Jalan Kabupaten 

Batang Hari dalam Kondisi Mantap serta memperkuat bahu jalan guna 

memperlancar arus aliran air. Pada Tahun 2021  ditargetkan sebesar 

915 m' dengan Realisasi sebesar 210 m'  dengan capaian 22.95 persen. 
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Hal ini disebabkan adanya Refocusing Anggaran pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ini   

bertujuan   untuk   Rehabilitasi/pemeliharaan   terminal Muara Bulian 

sebasar 100 persen dengan realisasi 100    persen dengan capaian 

sebesar 100.  Persen. 

 

Tabel 3.39.  

Perbandingan Data Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data Nasional 
Tahun 2021 

 

No 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kondisi 

Awal 

RPJM 

Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 

2021 
Target 

Akhir 

RPJMD 
Pemerintah 

Kabupaten 

Pemerintah 

Provinsi 
Nasional 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persentase 

Jalan 

Kabupaten 

Kondisi 

Mantap 

22,95 38,4 75,85 68,95 27,95 

 
 

 Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuatitas Infrastruktur Transportasi pada  Misi  

3  disediakan  anggaran  sebesar  Rp51.474.784.408.dan telah terserap 

sebesar Rp50.731.086.683 terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp743.697.683 atau 1,44  Persen    Rincian lebih lanjut   efisiensi     

penyerapan anggaran seperti terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.40.  

Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja 

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Transportasi Dan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 

 

No Program 
% Capaian 

Kinerja 
Anggaran (Rp) 

Penyerapan 

Anggaran (Rp) 

Tingkat 

Efisensi (%) 

Anggaran 

1 Program Pembangunan Jalan 

dan Jembatan 

276,43 29.320.289.170 28.729.194.960 2.02 

2 Program Rehabilitasi/ 

Pemeliharaan Jalan dan 

jembatan 

100 15.044.796.060 14.966.463.464 0.52 

3 Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Kebinamargaan 

100 6.565.930.349 6.494.833.889 1.08 

4 Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

 - - - 

5 Program Pembangunan Saluran 

Drainase 

dan Gorong-Gorong 

 331.599.585 329.836.840 0.53 

6 Program Pembangunan 

Prasrana dan 

Fasilitas Perhubungan 

- - - - 

7 Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

100 148.334.000 148.100.000 0.16 

8 Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan 

100 63.835.244 63.657.530 0.28 

 TOTAL  51.474.784.408 50.731.086.683 1,44 

  Sumber Data : Pengolahan Data Tim LKJ 
 

Sasaran 2  : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Pendidikan 
 

Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang- Undang 

No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator akan 

keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. 

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu 

dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. 

Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai 
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input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi 

(yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, 

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya 

serta penciptaan suasana yang kondusif. 

Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi 

mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua 

komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, 

siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam 

konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan  

substansi  yang  akademis  maupun  yang non akademis dalam suasana 

yang mendukung proses belajar pembelajaran. 

Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem 

pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses 

pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai 

tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-

tingginya. 

Jadi Pendidikan yang berkualitas adalah Pendidikan yang dapat 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, 

sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan 

dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber 

pendidikan secara optimal  melalui  pembelajaran  yang baik dan 

kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah 

yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah 

yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan 

bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar 

sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) 

yang baik dan kuat. 

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu 

menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

111 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan 

sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan   

untuk   meningkatkan   kualitas   yang   sesuai   dengan harapan atau 

tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif 

Standar/parameter adalah ukuran atau barometer yang 

digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi 

penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu 

pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan 

Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal 

yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas, yaitu : 

a) Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 

kompetensi   bahan   kajian, kompetensi   mata   pelajaran, dan silabus 

pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. 

b) Standar   proses, adalah   standar   nasional   pendidikan   yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 

c) Standar   pendidik   dan   tenaga   kependidikan, adalah   kriteria 

pendidikan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 

melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), seleksi dan orientasi kepala 

sekolah, pelatihan-pelatihan workshop, dan lain- lain. 

d) Standar    sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan   

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber 
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belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

e) Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

f) Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selam satu 

Tahun. 

g) Standar     penilaian     pendidikan, adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrument penilaian hasil belajar peserta didik. 

 

Untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan, Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam 

rangka mewujudkan sasaran di atas yang diukur melalui indicator kinerja 

sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.41. 
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Pendidikan Tahun 2021 
 

No 
Sasaran 

Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Kondisi 

Awal 

RPJM 

2016 

Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya 
Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% Capaian 

Tahun 

2021 

(Akhir 

RPJMD) 

2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

Kualitas dan 

Kuantitas 

Infrastruktur 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah SD 

dan 

SMP 

terakreditasi A 

25,03 24,45 20 14 35  40  43 107,50 

   Rata-rata Nilai Capaian Kinerja 107,50 

 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

113 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

 Pada kondisi awal RPJMD yang telah ditetapkan Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2016-2021, pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur Pendidikan Tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 

40 Persen dengan Realisasi sebesar 43 Persen tingkat capaian kinerja 

sasaran sebesar 107.5   persen, Dari Data Pemetaan  Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Tahun  2021, dapat dilihat pada Tabel Berikut : 

Tabel 3.42 
Data Kondisi Kelas 

SD dan SMP Negeri Tahun 2021 

 

No Jenjang Rombel 

Jumlah 

Ruang 

Kelas 

Kondisi % 
kondisi 

kelas 

yang 
baik 

Baik 
Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

Rusak 

Total 

1. SD 1.510 1.427 1.277 136 8 0 89,87 

2. SMP 304 356 306 38 5 0 86,80 

 Jumlah 1.814 1.783 1.583 174 13 0 88,35 

 

Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rata-rata persentase Kondisi Ruang dan 

Kelas dalam keadaan baik adalah sebesar  88,35 %.  Ini berarti melampaui 

target capaian kinerja Tahun 2021 sebesar  45 %. 

 
Tebel 3.43 

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan 2021 
 

NO PROGRAM 

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

SATUAN 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

2016 

Realisasi 

Tahun 2020 

Tahun 2021 % Realisasi 

Capaian 2021 
Target Realisasi 

1

. 

Program 

Pembangunan 

dan Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendidikan 

Persentase 

Sekolah Yang 

Memiliki 

Sarana dan 

prasarana 

Sesuai 

dengan SPM 

Persen 45,91 40 45 88,35 196.33 

Sumber data :Dinas P dan K 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi kedua indikator telah 

mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Persentase Sekolah 

yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, ini 

menunjukkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki sudah sesuai dengan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada Tahun 2021, target Persentase 

Sekolah Yang Memiliki Sarana dan prasarana Sesuai dengan SPM di 

Kabupaten Batang Hari ditetapkan sebesar 45 persen dan realisasinya 

sebesar 88.35 persen dengan tingkat persentase capaian 196.33.  Persen. 

 

Adapun penjelasan dari program-program diatas adalah sebagai berikut : 

1. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Guna untuk menunjang Kegiatan Proses Belajar mengajar   

sebagai Pelaksanaan Pelayanan Infrastruktur Dasar Pelayanan Bagi 

Masyarakat. Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 45 persen dengan 

realisasi sebesar 88.35  persen   atau dengan capaian 196.33 persen. 

Dengan Beberapa Kegiatan antara lain;  

a. Pengadaan Mobuler untuk  238 Set Kursi dan Meja  119 set untuk 

Murid SD dan Murid SMP yang terdiri dari Meja dan Kursi untuk 

siswa. 

b. Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Sekolah  3 Unit  WC untuk 

SD dan SMP yang ada dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari 

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang direhab 

mengunankan Dana DAK SD yang direhab 7 Unit SD ,  dengan 

Kegiatan antara lain : 

1. Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Jamban Siswa, 

Rehabilitasi  Ruang Perpustakaan 10 sekolah SD, 

2. Pembangunan Ruang UKS 25 Sekolah SD , Pembangunan Ruang 

Perpustakaan  
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3. Pengadaan Media Pendidikan Bangunan Sekolah ( Crombook 

untuk SD : 210 bh, MODEM : 70 bh, Conector, layar infocus dan 

Infocus  : 210 unit )  ( Crombook  untuk SMP : 6 bh, MODEM : 2 bh, 

Conector, layar infocus dan Infocus  : 6 unit ) 

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang direhab menggunakan 

Dana DAK SMP   yang direhab  5 Unit ( RKB, Ruang guru, 

Perpustakaan, Ruang Ibadah , Labor IPA ) 

5. Rehabilitasi Ruang Guru, Rehabilitasi Jamban, Rehabilitasi 

Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, 

6. Rehabilitasi Ruang Laboratorium, Pembangunan Ruang 

Perpustakaan, Pengadaan Buku, Pengadaan Media Pendidikan, 

 

Tabel 3.44. 
Perbandingan Data Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data Nasional 

Tahun 2021 
 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

KONDISI 

AWAL 

RPJM 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2021 
PEMERINTAH 

KABUPATEN 

PEMERINTAH 

PROVINSI 
NASIONAL 

 

1 

Jumlah Sekolah SD dan 

SMP terakreditasi A 

25,03 43 - 24,88 40% 

 

 
Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan pada 

Misi 3 disediakan anggaran sebesar Rp16.544.624.260 dan telah 

terserap   sebesar   Rp15.985.765.63.terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp558.858.625 atau 3.38  %. Rincian lebih lanjut efisiensi  penyerapan 

anggaran seperti terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.45.  

Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja 

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas 
InfrastrukturPendidikan Dan Program Dan Kegiatan Tahun 

Anggaran 2021 

 

NO PROGRAM 
% CAPAIAN 

KINERJA 
ANGGARAN (RP.) 

PENYERAPAN 

ANGGARAN (RP.) 

TINGKAT 

EFISENSI (%) 

ANGGARAN 
1. Program Pembangunan dan 

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendidikan 

196.33 16.544.624.260 15.985.765.635 3.38 

 
Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
 

 
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 

Kesehatan 

 

Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah salah satu yang sangat 

krusial dalam manajemen keberhasilan pembangunan kesehatan 

berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya 

manusia. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan bidang 

kesehatan tersebut diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara 

menyeluruh, berjenjang dan terpadu. 

Dalam hal ini Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan 

untuk jenjang pertama di wilayah kerjanya masing-masing. Puskesmas 

sesuai dengan fungsinya (sebagai pusat pembangunan berwawasan 

kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pusat 

pelayanan kesehatan dasar) berkewajiban mengupayakan, menyediakan 

dan menyelenggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakatkan pelayanan kesehatan    yang    berkualitas, 
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dalam    rangka    mencapai    tujuan pembangunan  kesehatanyaitu  

terwujudnya  derajat  kesehatan  yang setinggi-tingginya bagi setiap orang. 

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan ini diarahkan untuk 

meningkatkankualitas pelayanan, yang meliputi: 

1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga. 

2) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi 

masyarakat dan pengendalian penyakit. 

3) Peningkatan   kapasitas   sarana   dan   prasarana   Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Rumah Dinas Medis, Paramedis, dan Poskesdes. 

4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga medis dan non medis 

kesehatan yang dimiliki. 

5) Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan 

penduduk di daerah tertinggal dan terpencil. 

 Mengacu pada arah dan kebijakan diatas, maka disusunlah 

berbagai program untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 

Kesehatan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator pada tabel 

berikut : 

Tabel 3.46.  

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan 

Kuantitas Infrastruktur Kesehatan Tahun 2021 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

2016 

Realisasi Kinerja Tahun 

Sebelumnya 
Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% Capaian 

Tahun 2021 

(Akhir 

RPJMD) 2017 2018 2019  2020  Target  Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Meningkatkan Kualitas 

dan Kuantitas 

Infrastruktur Kesehatan 

Persentase 

Puskesmas 

Terakreditasi 

Utama 

0 0 0 5,88 5,56 55,56 5.88 10,58 

  

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

terakreditasi 

PARIPURNA 

1 1 1 1 1 1 1 100 

   Rata-rata nilai capaian kinerja 60,58 

Sumber data : Pengolahan Data Tim LKj 
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Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Kuantitas 

Infrastruktur Kesehatan dengan Rata – rata capaian sebesar 60.58 

Persen dengan 2 (dua) Indikator Persentase Puskesmas terakreditasi 

Utama yang ditargetkan sebesar 55,56 Persen dengan Realisasi sebesar 

5,88 Persen Tingkat Capaian Tahun 2021 sebesar 10,58 Persen. Untuk 

menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan   penerapan 

manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas, 

maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan 

menggunakan standar yang ditetapkan yaitu   melalui   mekanisme   

akreditasi.   Puskesmas   wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 

tiga Tahun sekali (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi). 

Dalam rangka menjamin penerapan Mutu Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari menetapkan target 

Tahun 2021 ada enam puskesmas yang akan dilakukansurvei reakreditasi 

karena masa berlaku akreditasinya telah habis, tetapi survei reakreditasi 

tidak dapat dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) karena kondisi pandemi covid. Survei dilakukan 

dengan mengumpulkan petugas puskesmas dan surveyor yang berasal 

dari luar daerah, hal ini dapat menjadi media atau cluster penularan 

infeksi covid-19, sehingga sebagai upaya memutuskan mata rantai 

penularan infeksi covid-19 survei reakreditasi tidak dapat dilaksanakan. 

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses Akreditasi. 

adabeberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :  

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan pendampingan 

akreditasi oleh Kabupaten Batang Hari ke seluruh 10 (sepuluh) 

puskesmas secara periodik dan terintegrasi dengan seluruh program 
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yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dengan 

penerapan protokol kesehatan. Untuk lokus yang dilakukan adalah 

Puskemas Selat, Puskemas Aro, Puskesmas Tenam, Puskesmas Pasar 

Terusan, Puskemas Maro Sebo Ilir, Puskesmas Tidar Kuranji, 

Puskemas Sungai Puar, Puskemas Pasar Muara Tembesi, Puskesmas 

Jangga Baru dan Puskesmas Batin  

2. Melaksanakan workshop pendukung akreditasi seperti workshop 

pemahaman standar, Pencegahan dan Pengendalian infeksi (PPI), dan 

manajemen mutu dan keselamatan pasien dengan penerapan protokol 

kesehatan. 

3. Memenuhi standar sarana, prasarana, alkes, dan sumber daya 

manusia atau ketenagaan 

 

Capaian puskesmas yang terakreditasi utama masih lebih rendah 

dari target yang ditetapkan 55,56 hal ini dikarenakan pemahaman standar 

mutu pelayanan dan belum terpenuhinya standar 9 (sembilan) jenis tenaga 

sesuai Permenkes RI nomor 75 Tahun 2016. Kurangnya pemahaman 

tentang standar mutu pelayanan mengakibatkan tidak terpenuhinya 

standar akreditasi tentang jaminan mutu pelayanan sehingga kontinuitas 

penerapan mutu di puskesmas belum terlihat. Upaya yang dilakukan 

Dinas Kesehatan adalah mengadakan workshop tentang mutu pelayanan 

di puskesmas untuk meningkatkan pemahanan petugas puskesmas 

tentang mutu    dan melakukan pendampingan pasca akreditasi untuk 

membimbing puskesmas agar lebih memahami tentang standar akreditasi 

dan penerapan mutu di puskesmas 

Dalam Pelaksanaan Akreditasi ada 7 Tahapan yang dilakukan 

dalam Penilaian sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Puskesmas 

antara lain : 

1. Workhop Penggalangan Komitmen 
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2. Worshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 

3. Pendampingi Self Assesment dan Penyusunan POA (Planing Of Action) 

Akreditasi di Puskesmas 

4. Pendampingan Penyusunan Dokumen 

5. Pendampingan Implementasi Dokumen 

6. Penilaian Pra Akreditasi 

7. Survei Akreditasi 

Indikator Rumah Sakit Umum Daerah terakreditasi PARIPURNA 

sudah terealisasi pada Tahun 2018, sehingga pada Tahun 2021 ini hanya 

melakukan Survei untuk Kelengkapan Akriditasi saja, hal ini menunjukan 

Kinerja Baik sebagai dasar untuk meningkatkan pelayanan bidang 

Kesehatan kepada Masyarakat Pengaturan Akreditasi bertujuan untuk : 

a. meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi 

keselamatan pasien Rumah Sakit; 

b. meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia 

di Rumah Sakit danRumah Sakit sebagai institusi; 

c. mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan 

d. meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata 

Internasional. 

Tabel 3.47.  

Perbandingan Data Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Data Nasional 

Tahun 2021 

NO 
INDIKAOR KINERJA 

SASARAN 

KONDISI 

AWAL RPJM 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 
TARGET 

AKHIR RPJMD 

2021 
PEMERINTAH 

KABUPATEN 

PEMERINTAH 

PROVINSI 
NASIONAL 

1 Persentase 

Puskesmas 

Terakreditasi Utama 
0,00 5.88 % - 55% 55,56% 

2 Rumah Sakit Umum 

Daerah terakreditasi 

PARIPURNA 
1 1 - 35% 100% 
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Tabel 3.48.  

Puskesmas Yang Terakreditasi Pada Tahun 2017 S/D 2021 

 

 

NO 

 

Puskesmas 

Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Mersam Madya Mady

a 

Utama Utama Utama 

2 Muara Bulian   Madya Madya Madya 

3 Tenam Dasar Dasar Dasar Dasar Dasar 

4 Pasar Terusan Madya Madya Madya Madya Madya 

5 Muara Tembesi - Mady

a 

Madya  Madya  Madya  

6 Pasar Muara 

Tembesi  

 Madya Madya Madya Madya 

7 Sungai Rengas   Madya Madya Madya 

8 Jangga Baru  Dasar Dasar Dasar Dasar 

9 Durian Luncuk   Madya Madya Madya 

10 Batin Madya Madya Madya Madya Madya 

11 Aro Dasar Dasar Dasar Dasar Dasar 

12 Jembatan Mas   Madya Madya Madya 

13 Sungai Puar Madya Madya Madya Madya Madya 

14 Maro Sebo Ilir Madya Madya Madya Madya Madya 

15 Tidar Kuranji  Madya Madya Madya Madya 

16 Selat  Madya Madya Madya Madya 

17 Penerokan   Madya Madya Madya 

Sumber Data : Dinas Kesehatan  

 

Tabel 3.49.  

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

Tahun 2021 

 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Satuan 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2016 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 % Realisasi 

Capaian 

2020 
Target Realisasi 

1 Program Pengadaan, 

Peningkatan dan 

Perbaikan sarana dan 

prasarana 

Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu dan 

Jaringannya 

Persentase 

Puskesmas 

yang memiliki 

sarana dan 

prasarana 

sesuai 

standar 

Persen 50 57,67% 86,70 61.00 70,36 
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2 Program pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah 

Sakit/RS Jiwa/RS 

Paru/RS Mata 

Persentase 

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

Rumah Sakit 

Persen Na 99% 100 85 85 

 

 JUMLAH    78,33   77,68 

 

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari dan Rumah Sakit 
HAMBA 

 

Dari tabel diatas terhadap target dan realisasi kinerja program 

dalam mendukung sasaran meningktnya kualitas dan kuantitas 

infrastruktur kesehatan dari 2 (dua) indikator kinerja Program Persentase 

Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar  

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit  dengan nilai 

rata-rata capaian sebesar 77,68 yang dapat dijelaskan dari beberapa 

program antara lain:   

 

Adapun penjelasan dari program-program di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana 

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar. Pada Tahun 2021direncanakan sebesar 86.70 persen   

puskesmas telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

standar Peraturan Menteri   Kesehatan   nomor 75 Tahun 2014. Namun 

baru terealisasi sebesar 61.00 persen tingkat Capaian 70.36 persen. 

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas telah dilakukan Rehab Berat 3 Buah Puskesmas antara lain 

Puskemas Selat, Puskemas Penerokan dan Puskemas Mersam dan 

Pembangunana sarana air bersih/sumur bor  pada beberapa puskemas 
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antara lain puskemas  jangga baru, puskesmas sungai puar, puskesmas  

penerokan, puskesmas  jembatan mas, dan puskesmas  selat. 

2. 17 (tujuh belas) puskesmas yang ada di Kabupaten Batang Hari. Telah 

mendapatkan akreditasi  berdasarkan tingkatan antara lain : Akreditasi  

Madya 10 (sepuluh) Puskesmas antara lain : Puskesmas Sungai 

Rengas, Puskesmas Durian Luncuk, Puskesmas Penerokan, Puskesmas 

Jembatan Mas,  Puskemas Pasar Muara Tembesi, Puskemas Muara 

Bulian, Puskesmas Pasar Terusan, Puskemas Batin, Puskesmas Maro 

Sebo Ilir,  dan Puskemas Tindar Kuranji  sedangkan Akreditasi  Utama 

baru  1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Mersam.  Kondisi Tahun 

anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 belum dapat dilaksananakan 

proses akriditasi oleh Komisi akriditasi FKTP Kemenkes RI dikaranakan 

masih adanya Pandemi Covid-19. 

Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan bagi 10 puskemas yang 

belum mendaptkan akriditasi utama antara lain 1. Adanya komitmen 

dari Kepala UPTD Puskesmas untuk menjaga mutu dan melakukan 

upaya peningkatan mutu pelayanan 2. Dinas Kesehatan melakukan 

Pembinaan mutu di Puskesmas dengan membentuk Tim Pembina 

Cluster Binaan (TPCB).  

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia  

nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang 

Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan 

Rumah Sakit Pendidikan pada masa pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19), bahwa akreditasi pada masing-masing Fasilitas  

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih tetap berlaku 

 

3. Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 

Sakit/RS   Jiwa/RS Paru/RS Mata dengan indikator target sebesar 100 

Persen dengan Realisasi sebesar 85 pesen atau 85 pesen target ini tidak 
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dapat terealisasi 100 dikerenakan ada 2 pekerjaan pembangunan 

gedung yang belum dapat diselesaikan pada Tahun 2021 ini. 

pembangnan tersebut digunakan   untuk antara lain :  

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit melakukan berbagai macam-

macam terobosan untuk melakukan penambahan seperti Pengadaan 

Alat-alat Rumah Sakit untuk penanganan Dampak Pandemi Covid-19 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kabupaten Batang Hari antara lain : 

a. 1 Unit Mobil Jenazah 

b. 1 Unit Air Circulatevinit With Hepa Filter 

c. 1 Unit Optiflow Therapy 

d. 3 Unit Pulse Oximeter 

e. 3400 Box Masker 

f. 200 Pcs Cries Cross Shirt & Pen 

 

Dalam meningkatkan pelayanan dilakukan pembangunan Bangunan 

Gedung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan 

Rujukan, kegiatan yang dibuat antara lain : 1 Buah Gedung rawat inap, 

1 Buah Gedung rawat jalan dan Alat kesehatan (Alkes). Khusus untuk 

alkes antara lain : 

1. 1 Unit Inkubator Transport 

2. 3 Unit Inkubator Bayi 

3. 2 Unit Cpap 

4. 2 Unit Air Compresor 

5. 15 Unit Tempat Tidur 

6. 15 Unit Matras 

7. 15 Unit Bedside Cabinet.15 Unit Overtable 

8. 19 Unit Tiang Infus 

9. 3 Unit Syring Pump 
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10. 3 Unit Infus Pump 

11. 2 Unit Stertcher 

12. 2 Unit Pasien Monitor 

13. 2 Unit Ekg  

 

Efisiensi   Penyerapan   Anggaran   dan   Capaian   Indikator   

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan  

pada Misi 3 disediakan anggaran sebesar Rp84.815.556.005 dan telah 

terserap sebesar Rp80.242.194.705 terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp. 4.573.361.300 atau 5,39    %.   Rincian lebih lanjut efisiensi   

penyerapan anggaran seperti terlihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 3.50.  

Efisiensi Penyerapan Anggaran Program pada Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan 

Tahun 2021 

 

NO PROGRAM 

% 

CAPAIAN 

KINERJA 

ANGGARAN 

(RP.) 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

(RP.) 

TINGKAT 

EFISENSI (%) 

ANGGARAN 

1 Program Pengadaan, 

Peningkatan dan 

Perbaikan sarana dan 

prasarana 

Puskesmas/Puskesmas 

Pembantu dan 

Jaringannya 

70,36 1.001.380.000 329.777.660 67.07 

2 Program pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Rumah Sakit 

/RS Jiwa/RS Paru/RS 

Mata 

 - - - 

3 Pemenuhan Upaya 

Kesehatan Perorangan & 

Upaya Kesehatan 

Masyarakat ` 

85 83.814.176.005 79.912.417.045 4,66 

 Jumlah 77.68 

 

 

84.815.556.005 
 

 

 

80.242.194.705 
 

 

 

35.86 

 

 

Sumber data : Dinas Kesehatan dan RSUD HAMBA  
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Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman 

 

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal 

beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas 

mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic 

need) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan 

perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan tentang perumahandan permukiman yang 

dimaksudkan untuk memberikan arahan (guideline) bagi pembangunan 

sektor perumahan dan permukiman. 

Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yang 

digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan 

dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 

Undang-Undang   ini   menyebutkan   bahwa   perumahan   berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan 

pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan   

lindung, baik yang berupa Kawasan perkotaan maupun kawasan 

pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 

dan penghidupan. 

Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman 

merupakan salah satu usaha yang mendukung pembangunan dalam 

bidang ekonomi, terutama dalam hubungannya dengan penataan dan 

pengembangan lingkungan pemukiman di perdesaan dan perkotaan. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan  dalam pembangunan perumahan 

dan permukiman harus memperhatikan persyaratan lingkungan 
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pemukiman yang dilihat dari aspek; kesehatan, ekonomi dan   sosial. 

Terutama didalam penataan pemukiman daerah perdesaan dan 

perkotaan. 

Pembangunan perumahan di perdesaan meliputi peningkatan 

kualitas perumahan seperti fasilitas penerangan, air bersih, WC, dan 

sebagainya. Sedangkan di perkotaan pembangunan perumahan ditujukan 

untuk pembangunan rumah dalam jumlah yang memadai, lingkungan 

yang sehat dan berkualitas serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. 

Mengacu pada arah dan kebijakan diatas, maka disusunlah 

berbagai program untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Pemukiman yang dapat diukur melalui indikator pada 

Tabel berikut : 

Tabel 3.51.  

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 

Pemukiman Tahun 2021 

No 
Sasaran 

Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

2016 

Realisasi Kinerja Tahun 

Sebelumnya 
Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% 

Capaian 

Tahun 

2021 

(Akhir 

RPJMD) 

2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

Kualitas 

Infrastruktur 

Pemukiman 

Persentase 

Kawasan 

Kumuh 

 

0.00390 - 0,01401 0.014011 0,0040 0,0085 0.014 35.29 

Sumber data: Dinas Perkim 

 

Berdasarkan Target Rencana pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 target Persentase 

Kawasan Kumuh ditetapkan Tahun Anggaran 2021 ditergetkan sebesar 

0,0085 persen, terjadi penambahan  Kawasan Kumuh dari Tahun 2020 

dengan realisasi sebesar 0,0040 sedangkan pada Tahun 2021 dengan 

Realisasi sebesar 0,014 persen sehingga terjadi penambahan luasan 

kawasan kumuh sebesar 0.01 Persen. Pada Tahun 2021  dengan tingkat 
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capaian  sebesar 35,29  Persen. Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh ini 

dikarenakan adanya Perubahan Indikator Perhitungan Kawasan Kumuh 

dari 7 Indakator menjadi 11 Indikator sehingga Luasan kawasan kumuh 

menjadi bertambah. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Batang Hari 

seluas 81,33 Ha atau 0,8133 Km2 dari total luas Kabupaten Batang Hari 

seluas 5.804,83 Km2 atau 0,01401 persen.  

Dalam wilayah kabupaten Batang Hari yang manjadi wilayah untuk 

kawasan kumuh berada pada Kecamatan Muara Bulian yang terletak 

pada Kelurahan Muara Bulian dengan luasan  sebesar 11.07 Ha, 

Kelurahan Pasar Baru dengan luasan sebesar 2.61 Ha, Kelurahan Rengas 

Condong dengan luasan sebesar 17,83 Ha, Kelurahan Teratai dengan 

luasan sebesar 7 Ha dan Kecamatan Muara Tembesi yang terlatak pada 

Kelurahan Kampung Baru dengan luasa 10,51 Ha, Kelurahan Pasar 

Muara Tembesi dengan luasan sebesar 32,31 Ha.   

Sebagaimana yang diamantkan dalam UU No.1/2011, bahwa upaya 

penanganan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur 

pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang 

diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan 

sesuai dengan ketentuan yang diamantkan dalam Permen PUPR No.2 

tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh dengan 7 Indikator antara lain 1. Bangunan 

Gedung 2. Jalan lingkungan 3. Penyediaan air minum 4. Drainase 

lingkungan 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. 

Proteksi Kebakaran. Pada tahun 2018 ada Perubahan aturan dan 

indikator penetapan kawasan kumuh yang diatur oleh Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh dengan 11  

indikator dalam penetapan pembagian kawasan kumuh antara lain :  1. 
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Kepadatan Penduduk. 2. Perencanaan Pembangunan 3. Kontruksi 

Bangunan 4. Ventilasi Bangunan 5. Kepadatan Bangunan 6. Jalan 7. 

Sistem Drainase 8. Toilet 9. Frekuaensi Pembuangan Sampah  10. Cara 

Pembuangan Sampah dan 11. Pencahayaan Jalan. 

Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh 

kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : (i) strategi peningkatan kualitas 

perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran, peremajaan 

kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) 

strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan 

permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan 

pengendalian. 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu 

menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan 

dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan 

adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diharapkan dapat terciptanya 

keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan 

sesuai dengan kewenangannya.  

 
Tabel 3.52. 

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman 

 

No Program 
Indikator Kinerja 

Program 
Satuan 

Kondisi 

Awal 

Tahun 

2016 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 % 

Realisasi 

Capaian 

2021 
Target Realisasi 

1 Program 

Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Air Limbah 

Persentase Kinerja 

Pengelolaan Air 

Limbah 

Persen NA 99,05 88.39 90.54 102,43 
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2 Program 

Pembangunan 

Pemeliharaan 

Infrastruktur 

Pemukiman 

Persentase 

Pembangunan 

Pemeliharaan 

Infrastruktur 

Pemukiman 

Persen NA 88,54 68.06 140.55 206.51 

3 Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Persentase Layak 

Huni 

Persen 37,04 0 59.66 

 

62.53 104.81 

4 Penyelenggaraan PSU 

Perumahan 

Persentase Fasilitas 

Sosial dan 

Keagamaan yang 

Layak 

Persen  NA 88,90 95,52 107.45 

5 Program 

Pengembangan 

Lampu Penerangan 

Jalan dan Fasilitas 

Umum 

Persentase Cakupan 

Lampu Jalan 

Persen NA 96,55 98 

 

100 102.04 

6 Program 

Pengembangan 

kinerja pengelolaan Air 

Minum. 

Persentase rumah 

tangga yang 

memanfaatkan air 

Bersih. 

Persen NA 0 25 7.86 31.4 

7 Program Pengelolaan 

ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Persentase RTH 

terhadap ketentuan 

perundangan 

Persen NA 15 0.50 

 

0,50 

 

100 

 

8 Program Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati  

Persentase Ruang 

Terbuka Hijau yang 

terpelihara  

Persen NA 10 2,5 Ha 2,5 Ha 100 

9 Program 

Pengembangan 

kinerja pengelolaan 

persampahan 

Persentase Cakupan 

penanganan 

sampah 

Persen NA 30 41 31 75,61 

10 Program 

Pengembangan 

Sistem pengelolaan 

persampahan 

Persentase 

Pengelolaan  

Persen NA 36 100 100 100 

11 Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan 

Jumlah kasus 

pencemaran dan 

perusakan hutan 

Jumlah NA 85 98,92 98.92 100 
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12 Program Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Persentase Cakupan 

sunber daya alam 

yang dilindungi dan 

Dikonservasi 

Persen NA 0 80.15 79.35 99 

13 Program Perlindungan 

dan 

Konservasi Sumber 

Daya Hutan 

Luas Perlindungan 

dan Pemulihan SDA 

dan Kawasan 

Tahura STS 

Luas NA 0 15.830 

Ha 

15.830 Ha 100 

 JUMLAH   35,40   102,25 

Sumber data :Pengolahan Data Tim LKJ 2021 

 

Adapun penjelasan dari program-program di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah bertujuan 

untuk Pengelolaan Air Limbah Lingkungan dengan beberapa Kegiatan   

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) dengan 

Capaian 1 (satu) Unit, Hibah Air Limbah Setempat dengan capaian 100. 

Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 88,39 persen dengan realisasi 

sebesar 90.54   persen dengan capaian sebesar 102.43 persen. dengan 

kegiatan yang dialkukan adalah  Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Sanitasi ( DAK Penugasan ) dengan terget capaian 301 Unit berupa : 

Pembangunan Septik Skala Individual Perdesaan Di Desa Batin 

Kecamatan Bajubang sebanyak 50 Unit, Desa Hajran Kecamata Batin 

XXIV sebanyak 50 Unit, Desa Batin Kecamatan Bajubang sebanyak 50 

Unit, Desa Petajen Kecamatan Bajubang sebanyak 50 Unit, Desa 

Rambahan Kecamatan Muara Bulian sebanyak 50 Unit, Desa Tanjung 

Marwo Kecamatan Muara Tembesi, Desa Karya Mukti Kecamatan Marp 

sebo ilir dan Belanja Mobil Tinja sebanyak 1 Unit. 

 

2. Program Pembangunan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman adalah 

Pembangunan Jalan Lingkungan yang tersebar di 8 (delapan) 
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Kecamatan Dalm Kabupaten Batang Hari antara lain Pembangunan 

Jalan dan Jembatan Wilayah I dengan target capaian 140.05 Km, 

Pembangunan Jalan & Jembatan Wilayah II dengan target  Capaian  0 

Km, Pembangunan Jalan & Jembatan Wilayah III dengan Target 

capaian 0 Km, Pembangunan Jalan & Jembatan Wilayah IV dengan 

target Capaian 0 Km, Pembangunan  Drainase  Permukiman  Wilayah  

I  dengan  target 1061 Meter, Pembangunan Drainase Permukiman 

Wilayah II dengan target capaian 0 Meter. Pada Tahun 2021   

ditargetkan sebesar 68.06 persen dengan realisasi sebesar 140.55 

persen dengan capaian sebesar 212.76 persen.  

3. Program Penyelenggaraan PSU Perumahan adalah program baru yang 

ada pada Tahun 2021 sedangkan pada Tahun 2020 menjadi Pecah 

beberapa Program yang menjadi target kinerja pada Tahun 2020. 

Untuk Tahun 2021 program tersebut melebur atau bergabung dari 

satu program. Program Penyelenggaraan PSU Perumahan yang 

mempunyai target kinerja 88,90 dengan realisasi sebesar 95,52 persen 

dengan capaian 107.11 persen kegiatan yang dilaksanakan 

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Umum dengan target 

capaian 7 Paket berupa Rehab Total Gedung Mako Polres Batang Hari, 

Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Batang Hari, 

Supervisi/Pengawasan Rehab Total Gedung Mako Polres, 

Supervisi/Pengawasan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, 

DED/Perencanaan Mako Polres Batang hari dan DED/perencanaan 

Pembangunan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD. 

4. Program Pengembangan Perumahan Layak Huni dari target 59,66 

Persen dengan realisasi sebesar 62.53 Persen dengan capaian sebesar 

104,81 Persen, program ini bertujuan untuk meningkatkan  hunian 

bagi rumah masyarakat yang ada pada pinggiran sungai yang 

terdampak abrasi dengan jumlah 72  Unit Rumah yang ajukan ke 
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Kementerian PU& PR  dengan realisasi sebanyak 30 Unit Rumah 

Khusus  yang terletak di keluarahan Rengas Condong .  

5. Program Pengembangan Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum 

ini dilaksanakan untuk Pembangunan Lampu Jalan diwilayah 

Kabupaten Batang Hari dan Pemeliharaan Lampu Jalan. Yang 

bertujuan untuk kenyamanan dan keindahan. Pada Tahun 2021 

ditargetkan sebesar 98 persen dengan realisasi sebesar 100 dengan 

tingkat capain sebesar 102.04 persen. Dari target tersebut banyak 

Pemeliharaan Rutin Penerangan Lampu Jalan Umum, Taman dan 

Sarana Pemerintah dengan target capaian 130 Set Belanja Lampu LED 

dan 7 Paket Belanja Material Jaringan Transmisi di Kecamatan Muara 

Bulian. Maro Sebo Ilir, Bajubang, Batin XXIV, Maro sebo Ulu, Maro 

Sebo Ilir dan Kecamatan Pemayung 

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum yang 

bertujuan Pemenuhan Kebutuhan masyarakat akan air minum atau 

air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, Pada Tahun 2021 ditargetkan 

sebesar 25  persen   dengan Realisasi sebesar 7.86 persen dengan 

capaian 31,4 persen, program ini tidak tecapai target  disebabkan 

adanya Refocusing Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

 

7. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Adalah Kegiatan 

yang bertujuan untuk membuar ruang terbuka hijau dengan jumlah 

target sebesar 0.50  persen dengan realisasi sebesar 0,50  persen 

Persentase jumlah RTH dan taman kota yang terpelihara adalah 

sebesar 100 Persen  Kegiatan yang di laksanakan adalah 

untuk membeli bibit pohon Tabi Buya dan ditanam pada Ruang 

Terbuka Hijau yaitu media jalan dan taman-taman yang terdapat di 

kota muara bulian seluas 2,5 Ha. 
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8. Program    Pengembangan    kinerja    pengelolaan    persampahan 

bertujuan untuk dengan indikator kinerja program (outcome) 

Persentase cakupan penanganan sampah menargetkan pada Tahun 

2021 sebesar 41,00 persen   dengan dengan Realisasi sebesar 31,00 

Persen atau 75,61 persen. Jumlah sampah yang dikelola Tahun 2021 

sesuai lokasi pengambilan sampah per hari adalah sebanyak 25 ton 

(73 M3) sehingga total dalam Tahun 2021 yang dikelola sebanyak 9,125 

ton (27,375 M3) serta Jumlah SDM/petugas kebersihan yang 

mengelola sampah di perumahan pennduduk. Dengan rincian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.53.  

Jumlah Penduduk dan Potensi Sampah 

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Sampah (Ton) 

1 Muara Bulian 63.893 Jiwa 5.687 

2 Tembesi 32.090 Jiwa 1.478 

3 Maro Sebo Ulu 34.792 Jiwa 1.453 

4 Bajubang 42.897 Jiwa 106 

5 Pemayung 42.285 Jiwa 0 

6 Batin XXIV 34.420 Jiwa 0 

7 Maro Sebo Ilir 18.486 Jiwa 0 

8 Mersam 38.159 Jiwa 401 

 J U M L A H 321.977 9.125 

     Data diolah Dinas Lingkungan Hidup 

 

Jumlah Sarana dan Prasana Sampah pada Tahun Anggaran 2021 tidak 

ada penambahan disebabkann  adanya refocusing anggaran yang 

berdampak pada  anggaran kegiatan penyediaan prasana dan 

prasarana pengelolaan sampah ditiadakan yang tersedia adalah 

Kendaraan Dinas Roda Enam Sebanyak 8 Unit, Kendaraan Roda Empat 

sebanyak 3 Unit dan Kendaraa Roda Tiga sebanyak 8 Unit. Kelompok 

Masyarakat yang dibina dengan Pola 3 R tidak dilaksanakan dalam 

Tahun 2021 dikarenakan hasil Tahun sebelumnya kelompok-kelompok 
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yang dibina tidak menunjukan hasil yang memuaskan serta tidak 

berhasil guna. 

Kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Muara 

Bulian yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Pengolahan Sampah dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Batang Hari. Sampah-sampah yang diolah di TPA selain dari sampah 

perumahan penduduk juga berasal berasal dari 24 TPS yang berada di 

Kabupaten Batang Hari sebagai berikut : 

 

NO LOKASI TPS JUMLAH TPS 

1 KECAMATAN MUARA BULIAN   

  Kelurahan Teratai   

  - TPS STIE 1 Unit 

  - TPS SD N 34/I Teratai 1 Unit 

  - TPS STAI 1 Unit 

  - TPS Rumah Sakit MMB 1 Unit 

  - TPS Polres Batang Hari 1 Unit 

  - TPS depan Polres 1 Unit 

  Kelurahan Rengas Condong   

  - TPS SMP N 3 Batang Hari 1 Unit 

  - TPS Rumah Dinas Bupati Batang Hari 1 Unit 

  - TPS Rumah Sakit Umum 1 Unit 

  - TPS SD N 13/I Rengas Condong 1 Unit 

  - TPS Panti Asuhan 1 Unit 

  - TPS Lapangan Tenis 1 Unit 

  - TPS SMK N 1 Batang Hari 1 Unit 

  Kelurahan Muara Bulian   

  - TPS BBC 1 Unit 

  - TPS SMA N 10 Batang Hari 1 Unit 

  Kelurahan Pasar Baru   

  - TPS Pasar Keramat Tinggi 1 Unit 

2 KECAMATAN MUARA TEMBESI   

  - TPS Pasar PU Muara Tembesi 1 Unit 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

136 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

  - TPS Taman Remaja Muara Tembesi 1 Unit 

  - TPS SD NEGERI 85/1 Sumber Rejo 1 Unit 

3 KECAMATAN MERSAM   

  - TPS Pasar Mersam 1 Unit 

4 KECAMATAN MARO SEBO ULU   

  - TPS SMA NEGERI 7 Batang Hari 1 Unit 

  - TPS Puskesmas Sungai Rengas 1 Unit 

  - TPS depan BANK BRI 1 Unit 

  - TPS Pasar Sungai Rengas 1 Unit 

  JUMLAH SELURUH 24 Unit 

 

Disamping pengolahan sampah diperumahan penduduk petugas 

persampahan sebanyak 144 orang juga mengolah sampah yang berada 

di 24 Unit TPS.  

9. Program Pengembangan Sistem pengelolaan persampahan yang 

bertujuan untuk pengembangan Pengelolaan Persampahan dengan 

Target sebesar 100 Persen dengan Realisasi sebesar 100  Persen atau 

sebesar 100  persen yang pencapaian didukung kegiatan Pengelolaan 

TPA yaitu pemeliharaan lahan sabuk hijau (Green Belt) Pelaksanaan 

system sanitry landfil yang dilaksanakan di TPA. Pelaksanaan Program 

ini dijabarkan dalam kegiatan Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah 

(TPA) dengan 2 (dua) Indokator satu Lahan Sabuk Hijau ditaget kan 

sebesar 1 Ha sehingga realisasi 1 Ha dengan tingkat Capaian 100 

Persen. Indikator kedua Jumlah System Sanitry Lanfil yang 

dilaksanakan di TPA ditargetkan sebesar 52 Kali dengan Realisasi 53 

Kali sehingga tingkat capaian sebesar 101,92 Persen. 

10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang  

indikator kinerja program (outcome) Persentase Jumlah kasus 

pencemaran   dan  perusakan  lingkungan yang ditindak lanjuti 

menargetkan pada Tahun 2021 sebesar 98.92 persen dengan realisasi 

capaian kinerja sebesar 98.92 persen atau 100 persen rumus jumlah 
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kasus yang ditindak lanjuti : jumlah kasus yang masuk x 100% = 8 : 

10 x 100% = 80% melalui indikator kinerja kegiatan berupa Indeks 

kwalitas udara di kabupaten Batang Hari adalaha 84,69 persen 

dengan kategori Baik. 

 

Tabel 3.54  

Data Kualitas Air Sungai di Kabupaten Batang Hari Bulan 

September  Tahun 2021 

 

No Uraian Satuan 
Standar 

BML 

Kecamatan 

Sungai 

Rengas 
Mersam 

Ma. 

Tembesi 
Ma. Bulian Pemayung 

1 TSS mg/L 50 104 68 78 74 128 

2 Residu Terlarut 

(TDS) mg/L 1000 32 31 26 28 26 

3 Suhu Air mg/L Dev± 3 30.2  31,0  30.6 30.6 30.0 

4 DHL mg/L -  0.0765  0,078 0.06 0.062 0.064 

5 Ph - 6.0-9.0 7.95 7.77 7.74 7.65 7.69 

6 BOD5 mg/L 3  3.6  3.2 3.2 2.8 2.0 

7 COD mg/L 25  25  25 23 22 21 

8 Oksigen 

Terlarut (DO) mg/L 

Minimal 

4  6.76  6.64 8.42 7.2 10.75 

9 Phosfat (PO4-

P) mg/L 0,2  0.034  0.260 0.165 0.161 0.321 

10 Mercury (Hg) mg/L 0.002  <0,0004   <0,0004   <0,0004   <0,0004   <0,0004  

11 Minyak dan 

lemak (M/L) mg/L 1  <2   <2   <2   <2   <2  

12 Total Coliform JPT/100 5000  460  790 470 320 340 

13 Facal Caliform JPT/100 1000  330  270 390 220 270 

Titik Koordinat 

 

S : 01 38" 

25,3" 

S; 01 39" 

12,8" 

S : 01 42' 

15.3" 

S : 01 42' 

35,5" 

S : 01 35' 

30, 6" 

E : 102 52" 

03,8" 

E : 102 57" 

29,5" 

E : 103 

06" 24,0" 

E : 103 15" 

22,8" 

E : 103 19" 

17,1" 
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Dari data diatas maka 

klasifikasi mutu air sungai 

batang hari termasuk kelas 2 

yang peruntukannya dapat 

digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi 

air, pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, air untuk 

mengairi pertanaman, dan 

atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, 

dengan demikian maka Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.55.  

Data Kualitas Air Sungai Batang Hari Tahun 2021  

Periode : Januari-Desember 2021 

No Uraian Satuan 
Standa

r BML 

Kecamatan 

Sungai 

Rengas 
Mersam 

Muara 

Tembesi 

Muara 

Bulian 
Pemayun

g 

1 Suhu ºC 3 29,4 29,7 29,6 28,8 28,7 

2 TSS Mg/L 50 13 11 10 11 10 

3 Residu Terlarut Mg/L 1000 28 24 8 20 16 

4 Ph  6-9 6,55 6,78 6,32 6,73 6,58 

5 BOD Mg/L 3 2,82 2,42 2,82 2,41 2,01 

6 COD Mg/L 25 21 20 24 19 18 

7 
Total Phosfat 

sbg P 
Mg/L 0,2 0,055 <0,01 0,066 <0,01 <0,01 

8 Nitrat (NO3) Mg/L 10 0,293 0,439 0,034 0,725 0,485 

9 
Amoniak (NH3-

N) 
Mg/L (-) 0,051 0,37 0,037 0,045 0,056 

10 Fluorida (F) Mg/L (-) 0,18 <0,01 <0,01 0,42 0,403 
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11 Mercury (Hg)  0,002 
<0,0000

3 

<0,0000

3 
0,00009 <0,00003 <0,00003 

12 Besi (Fe) Mg/L (-) 1,25 1.24 2.61 1,53 165 

13 Timbal (Pb) Mg/L 0.03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

14 Mangan (Mn) Mg/L (-) 0,029 0,027 0,072 0,05 0,0029 

15 
Detergen sbg 

MBAS 
Mg/L 0,02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

16 
Minyak dan 

Lemak (M/L) 
Mg/L 1 <2 <2 <2 <2 <2 

17 Fenol Mg/L 0,001 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 

18 Fecal 
JPT/10

0 
1000 630 940 1100 12000 1700 

 

Indeks kwalitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima 

pencemar utama taitu oksidan/ozon di permukan, bahan parikel, 

karbon monoksida (CO), sulfut dioksida (SO) dan nitrogen dioksida 

(NO). Namun pada saat ini perhitugan indeks kwalitas udara 

menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO mewakili emisi  dari 

kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO 

mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan 

bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur 

lainnya. 

Kwalitas air di sungai batang hari   berdasarkan hasil pemantauan 

kwalitas air pada Tahun 2021 dilakukan di 6 (enam) titik sampling 

yaitu di kecamatan sungai rengas, pasar muara tembesi, kecamatan 

muara tembesi, kecamatan muara bulian, desa kuab kecamatan 

pemayung dan desa sengkati gedang kecamatan mersam. Parameter 

yang diukur untuk menentukan kwalitas air sungai batang hari   

Tahun 2021 sebanyak 7 parameter dengan realisasi sebesar 10 

Paramater atau dengan tingkat capaian (142,85%). 

11. Sasaran strategis Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 

Daya Alam yang bertujuan Pencapaian sasaran strategis Program 
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Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan indicator 

kinerja program (outcome) Persentase cakupan sumber daya alam 

yang dilindungi dan dikonservasi menargetkan pada Tahun 2021 yaitu 

sebesar 80,15 persen dengan realisasi sebesar 79,35 persen atau 

capaian kinerja sebesar 99,00 persen.  

12. Program P e r l i n d u n g a n  d a n  K o n s e r v a s i  S u m b e r  D a ya  

H u t a n  yang ditergetkan sebesar 15.830 Ha dengan realisasi sebesar 

15.830 Ha  dengan capaian sebesar 100 Persen. Pencapaian sasaran 

strategis Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan indikator 

kinerja program (outcome) Luas Lahan Tahura STS yang direhabilitasi.  

13. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang ditargetkan 

sebesar 05 Ha dengan realisasi 100 persen Pencapaian sasaran 

strategis Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan 

indikator kinerja program (outcome) Luas Pengelolaan dan 

pemanfaatan TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin   menargetkan di 

Tahun 2021 yaitu 1.300 ha dengan realisasi capaian kinerja rumus 

jumlah luas Tahura x 2% = 15.380 x 2% = 307,60 ha melalui indikator 

kinerja kegiatan berupa : 

a) Luas Pembangunan Ekowisata Tahura Sultan Thaha Syaifuddin 

(25% dari Luas 500 HA) belum bisa dilaksanakan dikarenakan 

masih menunggu pengesahan dokumen RPJP dan dokumen blok. 

b) Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA STS yang disusun 

sebanyak 2 Dokumen yaitu Dokumen Perencanaan Pengelolaan 

Tahura STS dan Dokumen Blok. 

c) Jumlah Kerja sama para Pihak untuk pengelolaan TAHURA STS 

yaitu dengan kelompok PAMSWAKARSA yang dibentuk oleh 

Perusahaan PMBS yang memilk kerja sama dengan Pemerintah 

Daerah khusus bidang kehutanan. 
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Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Peukiman pada Misi 3 

disediakan anggaran sebesar Rp.32.603.628.693,- dan telah 

terserap sebesar Rp.29.847.791.290,71 terjadi efesiensi anggaran 

sebesar Rp2.755.837.402,29 .atau 7,32 %. Rincian lebih lanjut 

efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.56.  

Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja 
Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman 

 Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 

 

NO PROGRAM % CAPAIAN 

KINERJA 
ANGGARAN (RP.) 

PENYERAPAN 

ANGGARAN (RP.) 

TINGKAT 

EFISENSI (%) 

ANGGARAN 

1 Program Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Air Limbah 

102,43 - - - 

2 Program Pembangunan Pemeliharaan 

Infrastruktur Pemukiman 

206.51 - - - 

3 Program Pengembangan Perumahan 104.81 - - - 

4 Penyelenggaraan PSU Perumahan 107.45 23,428,678,225.00 22,260,151,985.71                    4.99  

5 Program Pengembangan Lampu 

Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum 

102.04 - - - 

6 Program Pengembangan kinerja 

pengelolaan Air Minum. 

31.4 
4,281,614,472.00 3,971,518,782.00 

                   7.24  

7 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

100 

 

- - - 

8 Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati  

100 
79,998,050.00 39,531,550.00 

                 50.58  

9 Program Pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan 

75,61 
3,122,628,168.00 3,014,521,480.00 

                   3.46  

10 Program Pengembangan Sistem 

pengelolaan persampahan 

100 - - - 

11 Program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

100 
708,306,959.00 437,802,163.00 

                 38.19  

12 Program Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya 

99 
982,402,820.00 124,265,330.00 

                 87.35  

13 Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Hutan 

100 - - - 

 Jumlah 102,25 
 32,203,628,693.00         29,847,791,290.71  

                   7.32  

Sumber Data : Dinas Perkim, LH, dan PU&PR 
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Sasaran 5  : Meningkatnya Infrastruktur Pertanian 

 

Pendekatan ekonomi kerakyatan telah dilakukan pemerintah 

untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pendekatan 

berupa kegiatan   ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor 

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, industri dan 

kerajinan serta jasa. 

Sesuai dengan pendekatannya, ketersediaan lapangan pekerjaan 

dilakukan oleh pemerintah dengan berperan sebagai regulator yaitu 

dengan menyediakan sumber daya ekonomi yang dikelola secara swadaya 

oleh masyarakat sebagai usaha bersama. 

Pada Tahun 2021, penyediaan lapangan pekerjaan yang dilakukan 

melalui sektor pertanian peternakan, perikanan, perkebunan rakyat, 

industri dan kerajinan serta jasa adalah berupa : 

1. sektor pertanian 

2. sektor peternakan 

3. sektor perikanan 

4. sektor perkebunan rakyat 

5. sektor industri dan kerajinan 

6. sektor jasa 

Dengan menyediakan sumber daya ekonomi melalui sektor sektor 

diatas dan telah dikelola secara swadaya oleh masyarakat sebagai upaya 

penyediaan lapangan kerja, pemerintah telah berperan aktif untuk 

meningkatkan rasio jumlah penduduk yang bekerja dan pertumbuhan 

angkatan kerja. 

Mengacu pada arah dan kebijakan diatas, maka disusunlah 

berbagai program untuk mewujudkan sasaran peningkatan kuali 

Infrastruktur pertanian yang dapat diukur melalui indikator pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3.57.  

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Pertanian  

Tahun 2021 

 

No 
Sasaran 

Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Kondisi Awal 

RPJMD 2016 

Realisasi Kinerja Tahun 

Sebelumnya 
Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% Capaian 

Tahun 2021 

(Akhir 

RPJMD) 
2017 2018 2019 2020 Target Realisasi 

1 Meningkatkan 

Infrastruktur 

Pertanian  

Persentase 

Infrastruktur 

Pertanian 

Terhadap 

Luas Lahan 

Sawah 

26,29 30,79 34,82 34,82 34,15 41.20 46,55 112,99 

      Rata-rata nilai capaian kinerja 112.99 

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan 

 

Pada kondisi awal Rencana pembangunan Jangka Menengah 

daerah yang telah ditetapkan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 

ini, pencapaian sasaran Meningkatkan Infrastruktur Pertanian Tahun 

2021 capaian kinerja sasaran sebesar 112,99 persen, nilai capaian 

tersebut diperoleh Persentase Infrastruktur Pertanian terhadap Luas 

Sawah dari luas areal sawah yang dapat diakses System pengairan pada 

Tahun 2021 Terealisasi sebesar 46.55 persen dari target sebesar 41.20 

persen. 

Tabel 3.58.  

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 

Meningkatkan Infrastruktur Pertanian 

No Program 

Indikator 

Kinerja 

Program 

Satuan 

Kondisi 

Awal Tahun 

2016 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 
% Realisasi 

Capaian 

2021 Target Realisasi 

1 Program 

Penyediaan dan 

pengembangan 

prasarana 

pertanian  

Persentase 

Penyediaan 

Sarana dan 

prasarana 

Pertanian  

Persen  NA 10 5 5 100 
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2 Program 

Pengelolaan 

Perikanan Budi 

daya  

Luas sarana dan 

prasarana 

perikanan yang 

bangun  

Ha 

  

NA 2.5 Ha 57.Ha 

 

 

3. Ha 

 

 

5,26 

3 Program 

Penyediaan dan 

Pengembangan 

Prasarana 

perkebunan  

Panjang Jalan 

Produksi  
Panjang NA 0 km  6 KM  3,268 KM  54.47  

4 Program 

Pengembangan 

Pengelolaan dan 

Konversi Sungai, 

Danau, dan 

Sumber daya 

lainnya 

Persentase luas 

areal 

pemanfaatan 

sumber daya air 

Persen NA 0 0 0 0 

     10   53.24 

Sumber   data : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas 

Ketahanan Pangan dan Perikanan 

 

1. Program      Penyediaan      Sarana      dan      Prasarana      Pertanian 

dengan indikator  Persentase Pemenuhan  Sarana dan prasarana 

Pertanian dengan melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran 2021 antara lain: pembeli benih pada sawah 

sebanyak 27.000 Kg, melakukan pengadaan sarana produksi pertanian 

(Saprodi)  padi sawah sebanyak 80 Ha, Saprodi kacang tanah 13 Ha, 

saprodi ubi jalar 4 Ha, pengadaan Power threser (mesin perontok padi) 

sebanyak 27 Unit, Saprodi Bibit unggul 24 Ha dan Saprodi stok dinas 

sebanyak 1.545 Kg. untuk meningkatkan prasarana pertanian pada 

tahun 2021 telah dibangun 2  Paket antara lain :  Pembangunan, 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani dan 

Pembangunan Rehabilitasi dan Pemelihiaraan prasarana pertanian 

lainnya  serta Terhadap pengelolaan  Jaringan  Irigasi  air tanah dalam 

/ pembangunan sumur bor dan pembangunan DAM bertujuan untuk 

meningkatkan areal sawah  agar dapat  berfungsi  menghasilkan  

cakupan  layanan  air untuk sektor pertanian dengan target sebesar 10 
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Unit dengan Realisasi 8 Unit  dengan target capaian 80  %  dan 2 (dua) 

unit tidak memenuhi kreiteria persyaratan juklak dan juknis yang 

ditargetkan sebesar 5 Persen  dengan realisasi sebesar 5 Persen  

dengan capaian sebesar 100  persen . 

2. Untuk menunjang Penyediaan sarana dan prasarana produksi 

Perikanan ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain 

Pembangunan Kolam yang  ditargetkan sebesar 57 Ha dengan realisasi 

sebesar 3 Ha atau dengan capaian 5,26 Persen, Kegiatan Pembuatan 

Kerambah Jaring Apung (KJA) yang ditargetkan sebesar 50  Unit 

dengan realisasi 0 persen kondisi tidak tercapainya target kinerja ini 

disebabkan adanya Refocusing Anggaran sehingga pelaksanaan 

pembangunan tidak dapat dilaksanakan.  Kegiatan Pengadaan Mesin 

Pakan dengan target kinerja sebesar  2 Unit dengan realisasi sebesar 2 

unit atau 100 parsen dan Kegiatan Pembangunan Gedung Pembenihan 

yang ditargetkan sebanyak 2 unit dengan realisasi sebesar 2 Unit atau 

100 Persen  

 

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana perkebunan 

dengan indikator kinerja Panjang Jalan Produksi dengan target 6 KM 

dengan realisasi 3.268 KM atau dengn capaian  54.47 Persen. 

Pembangunan jalan produksi perkebunan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani untuk membawa hasil perkebunan 

masyarakat yang berada pada Kelurahan Kembangan Paseban 

Kecamatan Mersam dan Desa Kembang Sri kecamatan Maro Sebo Ulu 

dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021.  

 

4. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konversi Sungai  Danau dan 

Sumber daya lainnya dengan indikator kinerja Persentase ruas areal 

pemanfaatan sumber daya air . Kegiatan ini bertujuan untuk 

pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya  yang 
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ditergetkan sebesar 20 Persen dengan Realisasi sebesar 0 Persen, tidak 

tercapainya kinerja ini disebabkan adanya Refocusing Anggaran 

sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan.  
 

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pertanian    pada Misi 

3 disediakan anggaran sebesar Rp8.245.112.346 dan telah terserap 

sebesar Rp. 7.274.935.575,11terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp 

970.176.770.89.atau 11.77.%.   Rincian lebih lanjut efisiensi   

penyerapan anggaran seperti terlihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 3.59 

Efisiensi Penyerapan Anggaran Program pada Sasaran 
Meningkatkan Infrastruktur Pertanian Tahun 2021 

 

No Program 

% 

Capaian 

Kinerja 

Anggaran (Rp.) 
Penyerapan 

Anggaran (Rp.) 

Tingkat 

Efisensi (%) 

Anggaran 

1 Program Penyediaan Sarana dan 

Prasarana    Pertanian/Perkebunan 
60 7.831.041.961 7.051.557.573 

9.95 

2 Program Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Perikanan 
5,26 184.695.000 183.063.850 

0.88 

3 Program pengembangan dan 

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan 

Jaringan Irigasi lainnya 

123 2.947.017.000 2.467.959.000 
16.26 

4 Program Pengembangan Pengelolaan 

dan Konversi Sungai, Danau, dan 

Sumber daya lainnya 

0   
 

  

J U M LA H 
111,5 8.245.112.346   7.274.935.575.11       

11.77 

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, 

Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 
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Sasaran 6 Meningkatnya Infrastruktur Perdagangan 

 

Pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Batang Hari 

dalam bidang perdagangan adalah memberikan bimbingan teknis 

pelaksana, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana 

perdagangan, pendaftaran, pemantauan pengadaan dan penyaluran 

(distribusi) barang dan jasa, perlindungan konsumen serta urusan 

perizinan. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan revitalisasi pasar-

pasar tradisional yang ada untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, 

meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, 

mendukung kelancaran logistic dan distribusi bahan kebutuhan 

masyarakat dan mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di 

era persaingan global yang kian terbuka lebar. 

Disisi lain Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga mendorong 

pihak swasta untuk berinvestasi membangun pasar-pasar modern untuk 

menyasar pangsa pasar menengah ke atas. Kinerja sasaran peningkatan 

infrastruktur Perdagangan diukur dengan indikator persentase jumlah 

pasar rakyat yang layak dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.60.  

Target dan Realisasi Kinerja sasaran Meningkatkan Infrastruktur 

Perdagangan Tahun 2021 

 
No Sasaran 

Kinerja 

Indikator 

Kinerja 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

2016 

Realisasi Kinerja Tahun 

Sebelumnya 
Tahun 2021 (Akhir 

RPJMD) 

% Capaian 

Tahun 2021 

(Akhir 

RPJMD)  2017  2018  2019  2020  Target  Realisasi 

1 Meningkatkan 

Infrastruktur 

Perdagangan 

Persentase 

Jumlah Pasar 

Tipe C 

2,63  2,63 7,89 2,63 7,89 5,26 66.67 

      Rata-rata nilai capaian kinerja 66.67 

Sumber data : Dinas Koperasi, UKM Perindag 
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Pada kondisi awal Rencana pembangunan Jangka Menengah 

daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 ditetapkan target 

Persentase Jumlah Pasar Tipe C sebesar 2,63 persen atau 131,5 persen, 

sedangkan Tahun 2021 juga ditetapkan 7,89 persen. Dengan tingkat 

realisasi sebesar 5.26 Persen atau tingkat capaian 66, 67 Persen Dalam 

rentang Tahun 2016 s/d 2019 dilakukan persiapan peningkatan tipe 

pasar Ex-PU Kecamatan Muara Tembesi untuk menjadi Tipe C sampai 

saat ini dari 38 unit pasar di Kabupaten Batang Hari hanya 2 (dua) 

pasar yang memilki Tipe C yaitu Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian 

dan Pasar PU Pal 5 Muara Tembesi. 

Dari target yang ditetapkan Tahun 2021 jumlah pasar tipe C di 

Kabupaten Batang Hari sebesar 7.89 persen, dan terealisasi sebesar 5,26 

persen atau capaian kinerja sebesar 66,67 persen. Keberhasilan dalam 

pelaksanaan Infrastruktur Perdagangan yang berdampak pada 

pencapaian kepuasan konsumen tidak terlepas dari   pencapaian   

program-program   yang   mendukung   sasaran ini seperti terlihat 

Tabel 3.61.  
Target dan Realisasi Kinerja Program dalam Mendukung Sasaran 

Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan 

 
No Program Indikator 

Kinerja 

Program 

Satuan Kondisi 

Awal 

Tahun 

2016 

Keadaan 

Tahun 

2020 

Tahun 2021 % 

Realisasi 

Capaian 

2021 

Target Realisasi 

1 Program Peningkatan 

Sarana Perdagangan 

Persentase 

Pasar Rakyat 

Yang Layak 

Persen 74,00 1 - - - 

  Program 

Pembangunan dan 

Pengelolaan sarana 

distribusi perdagangan  

Persentase 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarna 

Distribusi 

Perdagangan   

Persen N/A 56 100 65,78 65.78 
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2 Program Perlindungan 

Konsumen dan 

Pengamanan 

Perdagangan 

Persentase 

Pelanggaran 

Terhadap 

Penggunaan 

UTTP 

Persen 45 0,25 82.00 

 

 

98 

 

119.51 

 

 Pelaksanaan 

Meterologi legal, 

barupa, tera, tera 

ulang dan 

pengawasan  

Persentase 

pengawasan 

tera, tera 

ulang   

Persen N/A 15 202 48 23,76 

3 Program Peningkatan 

Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

Persentase 

Peningkatan 

Unit Usaha 

Perdagangan 

Dalam Negeri 

Persen 11 100 - - - 

 Pelaksanaan Promosi, 

pemasaran dan 

penigkatan 

penggunaan produk 

dalam Negeri  

Persentase 

Promosi dan 

pemasaran 

penggunaan 

produk dalam 

Negeri 

Persen N/A 100 100 100 100 

 Jumlah   43   

 

 77.26 

 

 Sumber data : Dinas Koperasi, UKM Perindag 

 

Program-program pendukung sasaran meningkatkan Infrastruktur 

Perdagangan, sebagai berikut :  

1.  Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan, program ini bertujuan untuk meningkatkan Sarana dan 

Prasarana Perdagangan seperti Pembuatan Pasar Rakyat dan 

meningkatkan Perekonomian Pedagang Kecil dan Menengah. Pada 

Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 

65.78 persen     atau dengan capaian 65.78 persen.Kegiatan ini tidak 

dapat dilaksanakan   dikarenakan ada Recofusing Anggaran Tahun 

2021.  

2.  Program Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang penting ditingkat pasar Kabupaten/Kota yang bertujuan 

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan bertujuan 
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untuk Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kestabilan harga 

bahan pokok di pasaran dan menjaga kestabilan harga dan pasokan 

bahan pokok pada saat bulan Ramadhan. Pada Tahun 2021 ditargetkan 

sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen atau dengan 

capaian 100 persen. 

Program Pelaksanaan Meterologi,legal barupa tera, tera ulang dan 

pengawasan bertujuan untuk . Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 

82.00   persen dengan realisasi sebesar 98 persen   atau dengan 

capaian 119.51 persen. Kegiatan ini untuk menunjang kegiatan. 

Potensi alat-alat ukur berdaasarkan hasil pendataan UTTP sebanyak 

108.232 dari jumlah target wajib ukur tera berjumlah 202 Unit yang 

dapat dilaksanakan sebanyak 48 Unit jadi masih ada kekurangan yang 

belum dilakukan uji tera sebanyak 154 Unit. Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk melakukan pengawasan dan menjaga tertib ukurnya UTTP di 

pasar, agar masyarakat selaku konsumen merasa nyaman dengan 

UTTP yang tertib ukur pada Konsumen. Potensi Alat –alat ukur, takar 

Timbang dan perlengkapan (UTTP) di Kabupaten Batang Hari dari 

Tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah alat UTTP teradata sebanyak 

108.232 Unit. 

3.  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan 

Pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100  persen dengan realisasi 

sebesar 100 persen atau dengan capaian 100 persen dilaksanakan 

dalam bentuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya 

konsumen tentang harga-harga kebutuhan pokok serta membuka 

peluang usaha baru bagi UKM/IKM/Masyarakat. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan informasi produk-produk unggulan yang 

ada pada Kabupaten Batang Hari yang akan disebarluaskan ke Dunia 

Usaha untuk meningkatkan Taraf Hidup Keluarga dan menambah Nilai 

Ekonomi. Pelaksanaan kegiatan yang di ikuti antara lain : Asosiasi 
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Kabupaten se Indonesia (APKASI), Gelar Produk Unggulan Khas Daerah 

Pariwisata dan Investasi dan HUT Provinsi Jambi. 

 

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya   Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perdagangan pada 

Misi 3 disediakan anggaran sebesar Rp1,548,838,840.00  Dan telah 

terserap sebesar Rp1,408,608,800.00  atau 9,5 Persen . Rincian lebih 

lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.62.  

Efisiensi Penyerapan Anggaran Program pada Sasaran Meningkatkan 
Infrastruktur Perdagangan Tahun 2021 

 

No Program 
% Capaian 

Kinerja 
Anggaran (Rp.) Penyerapan 

Anggaran (Rp.) 

Tingkat 

Efisensi (%) 

Anggaran 

1 Pembangunan dan 

Pengelolaan Sarana 

Distribusi Perdagangan  

65.78 0 0 - 

2 Pelaksanaan Meterologi 

Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang dan Pengawasan  

23,76 49.878.770 48.848.800 2.07 

3 Pelaksanaan Promosi, 

Pemasaran dan 

Peningkatan Penggunaan 

Produk dalam Negeri   

 

100 1.498.960.000 1.359.760.000 9.29 

 JUMLAH 63.18   1,548,838,840.00  
  

1,548,838,8

40.00  

  1,408,608,800.00  
  

1,408,608,8

00.00  

9.05 

Sumber data :Dinas Koperasi, UKM Perindag 
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MISI 4.   Meningkatkan   Kinerja         Penyelenggaraan Pemerintahan    

Daerah Secara Proforsional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan 

Transparan Melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang 

Berkeadilan 

 

Terselenggaranya reformasi birokrasi bertujuan untuk 

menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang profesional dengan karakter 

adaktif, berintegritas tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 

Reformasi birokrasi juga  mengandung maksud agar birokrasi pemerintah 

dapat berlangsung dengan baik sesuai prinsip- prinsip manajemen 

modern yang semakin baik dalam pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang memang merupakan tugas utama Pelayanan Publik. Di 

sisi lain upaya perbaikan internal terus diupayakan dengan 

pengembangan kapasitas dan kompetensi penyelenggaranya baik secara 

kualitas maupun kuantitas. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melakukan perbaikan 

dalam penyelanggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan cara 

melengkapi sarana dan prasarana pada organisasi perangkat daerah 

termasuk peningkatan kapasitas aparatur sebagai pelaku langsung. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan   Daerah secara proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan 

transparan melalui penerapan Reformasi Birokrasi sebagaimana Misi 4 

RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

telah menetapkan 2 (dua) sasaran : 

1.  Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah. 
 

2. Meningkatnya  Kualitas Pelayanan Publik 
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Sasaran 1 :  Meningkatnya  Kinerja  Pengelolaan  Pemerintahan 

Daerah 
 

 

Kinerja Pemerintahan Daerah mendapat perhatian lebih, bukan 

hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga 

dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat   

yang   akan   diterima   masyarakat   untuk   mendapatkan kesejahteraan. 

Kinerja Pemerintahan Daerah harus dipertanggungjawabkan,  mengingat  

bahwa  Pemerintah  Daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat. 

Upaya   meningkatkan   kinerja   diiringi   dengan   pengukuran kinerja 

yang baik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara menunjukkan 

akuntabilitas dimana Pemerintah Daerah memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktifitas dan kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Cara 

mengukur kinerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu berdasarkan aspek keuangan dan non keuangan. 

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan aspek non 

keuangan dapat dilihat dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan aspek keuangan dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Sasaran    Meningkatnya    Kinerja    Pengelolaan   Pemerintahan Daerah 

memiliki 2 (dua) indikator sasarana yaitu : 
 

1.  Nilai SAKIP Kabupaten. 
 
2.  Opini Kinerja Keuangan. 
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Rincian  lebih  lanjut  capaian  indikator  sasaran  Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Pemerintahan Daerah sebagaimana tabel berikut: 
 

Tabel 3.63 

Capaian Indikator Kinerja  Sasaran 
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan 

Pemerintahan Daerah 
 

 
 No 

 
Sasaran Kinerja Indikator 

Kinerja 

Kondisi 
Awal 

RPJMD 
2016 

Realisasi Kinerja Tahun 
Sebelumnya 

     Tahun 2021 

 ( Akhir RPJMD ) 

% Capaian 
Tahun 2021  

(Akhir RPJMD) 

 2017  2018  2019  2020  Target  Realisasi 

 
1 

Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan 

Pemerintahan 

Daerah 

Nilai SAKIP 

Kabupaten 
          CC  CC  B  BB BB  A (80) 

  BB  
  (70,26) 87,83 

Opini Kinerja 
Keuangan 

         WTP  WTP  WTP  WTP WTP  WTP    WTP 100 

 

   Rata-rata nilai capaian kinerja 93,915 % 

Sumber data : Pengolahan Data Tim LKj 

 

Berdasarkan Tabel 3.63 Realisasi capaian kinerja indikator sasaran 

Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 87,83 %, Nilai Sistem Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari terjadi penurunan  dari  

Tahun  2019  dibandingkan  Tahun  2020,  dimana Nilai SAKIP Tahun 

2019 adalah 70,59 atau BB sedangkan nilai pada Tahun 2020 adalah  

70,26 atau BB. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi pada 

Tahun sebelumnya, sehingga terjadi penurunan akuntabilitas kinerja 

sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi 

Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor : 

B/222/AA.05/2021 Tangal 31 Maret 2021 Perihal Hasil Evaluasi atas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, sebagaimana 

Tabel berikut : 
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Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 

NO. KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT 
NILAI 

2019 2020 

1. Perencanaan Kinerja 30 23,78 23,45 

2. Pengukuran Kinerja 25 15,51 15,51 

3. Pelaporan kinerja 15 12,21 12,21 

4. Evaluasi Kinerja 10 6,37 6.37 

5. Capaian Kinerja  20 12,72 12,72 

 Nilai Hasil Evaluasi 100 70,59 70,26 

 Tingkat Akuntabilitas Kinerja  BB BB 

 

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi indikator kinerja sasaran 

meningkatnya   kinerja   pengelolaan   pemerintahan   daerah untuk   

Pemerintah   Kabupaten,   Pemerintah   Provinsi   Jambi   dan Nasional dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.64 
Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja 

Sasaran Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah 

Provinsi serta Data Nasional  Tahun 2021 
 

 
 

No 

 

 
INDIKATOR 

SASARAN 

 
KONDISI 

AWAL 

RPJMD 

 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN 

TAHUN 2021 

 
TARGET 

AKHIR RPJMD 

2021 PEMERINTAH 

KABUPATEN 
PEMERINTAH 

PROVINSI 
NASIONAL 

 

1 
Nilai SAKIP 

Kabupaten 

 

CC 
 

BB 
 

B 
 

B 
 

A 

 

2 
Opini Kinerja 
Keuangan 

 

WTP 
 

WTP 
 

WTP 
 

WTP 
 

WTP 

 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus berupaya untuk meningkatkan 

nilai SAKIP pada Tahun yang akan datang, dengan rencana aksi, antara 

lain : 

1.  Melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja 

sehingga  hasil  penyempurnaan  ini  dapat  memastikan  anggaran 

dialokasikan sesuai prioritas untuk pencapaian sasaran strategis 

pembangunan. 
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2. Menyempurnakan kualitas cascading kinerja, mulai dari level 

pemerintah kabupaten sampai dengan indikator kinerja di level 

individu pegawai. 

3. Memaksimalkan integrasi aplikasi kinerja terkait perencanaan, 

penganggaran, dan pelaporan sehingga dapat menjadi sumber 

informasi dalam pengukuran capaian kinerja. 

4.  Memperbaiki penyajian laporan kinerja agar laporan tersebut tidak 

hanya mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

anggaran saja namun dapat menggambarkan analisis pencapaian 

kinerja dan efektivitas program yang diemban oleh setiap OPD. 

5.  Meningkatkan  kualitas  evaluasi  akuntabilitas  internal  yang 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan 

meningkatkan   kualitas   rekomendasi   dan   pengawasan   tindak 

lanjut. 

6.  Meningkatkan pemahaman seluruh aparatur tentang manajemen 

kinerja serta keterlibatan pimpinan OPD, sehingga mampu 

meningkatkan penerapan manajemen kinerja organisasi. 

7.  Mendorong    pelaksanaan    reformasi    birokrasi    dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari agar dapat menciptakan 

pemerintahan  yang akuntabel, berkinerja  tinggi  dan  memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

8. Memaksimalkan pembinaan dan sosialisasi SAKIP oleh Inspektorat 

Daerah selaku Instansi Pembina. 

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran Opini Kinerja Keuangan 

sebesar 100%. Pemerintah Kabupaten Batang Hari masih 

mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil 

pemeriksaan   BPK   RI   Perwakilan   Provinsi   Jambi,   dimana   Opini 

Laporan Keuangan Kabupaten Batang Hari terhadap Laporan Keuangan 

Tahun2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun   2019 dan 
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Tahun 2020 mendapatkan   Opini   WTP.   Hasil   Pemeriksaan   BPK 

tersebut  dituang  dalam  Surat  Kepala  Perwakilan  BPK  RI  Provinsi 

Jambi  Nomor : 244/S/XVIII. JMB/5/2021  Tanggal  7 Mei   2021Perihal 

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten   

Batang   Hari   Tahun   2020. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari telah mendapatkan penghargaan dari Kementrian 

Keuangan atas keberhasilan menyususun dan menyajikan laporan 

keuangan 5 tahun berturut-turut  dengan capaian opini WTP. 

Pencapaian   target   kinerja sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari telah melakukan upaya sebagai berikut : 

1.  Menindaklanjuti   temuan-temuan   BPK   RI   Perwakilan   Provinsi 

Jambi pada Tahun sebelumnya. 

2. Meningkatkan peran aktif APIP untuk meningkatkan kinerja SPIP. 

3.  Pencegahan temuan berulang. 

4.  Deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan. 

5.  Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

6.  Sinergisitas  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

7. Menerapkan maturitas SPIP dari level OPD sampai level Kabupaten. 

 

Keberhasilan capaian kinerja sasaran ini didukung oleh 

keberhasilan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama Tahun  

2020.  Adapun  realisasi  dan  capaian  program  yang dilaksanakan seperti 

pada tabel di bawah ini : 

 

 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

158 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

Tabel 3.65 

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam 

Mendukung Sasaran Meningkatnya Kinerja 

Pengelolaan Pemerintahan Daerah  

Tahun 2016-2021 
 

 
NO 

 
PROGRAM 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 

TAHUN 
2016 

REALISASI KINERJA 
TAHUN SEBELUMNYA 

REALISASI KINERJA 
TAHUN 2021 

% 
REALISASI 
CAPAIAN 
2021 

2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

1. Program 
Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Persentase Tingkat 
Aspirasi Masyarakat 
Melalui Musrenbang 

yang Terakomodir 
Dalam Dokumen 

Penganggaran 

Persen 12,62 85,95 25 28,62 10,72 _ _ _ 

2. Program 
Pengendalian 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Pelaksanaan Kegiatan 
Sesuai dengan 
Dokumen 
Perencanaan 

Persen 100 86,22 100 100 100 _ _ _ 

3. Program 
Perencanaan 
Pembangunan 
ekonomi 

Persentase 
Perencanaan 
Ekonomi                 
yang ditindaklanjuti 

Persen 19 16,26 25 28 97,98 _ _ _ 

4. Program 
Perencanaan 
Pembanguna 
Sosial Budaya 

Persentase 
Perencanaan Sosial 
budaya yang ditindak 
lanjuti. 

Persen 23 23,29 5 5 5 _ _ _ 

5. Program 
Pengembangan 
data/informasi 

Persentase   
Penyediaan Data 
Pembangunan. 

Persen 100 106,15 100 75 92,06 _ _ _ 

6. Program 
Perencanaan 
Prasarana Wilayah 
dan Sumber Daya 
Alam  

Dokumen perencanaan 
tata Ruang yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah 4 3,21 1 1 1 _ _ _ 

7. Program 
Perencanaan 
Pengembangan 
Wilayah Strategis 
dan Cepat 
Tumbuh 

Dokumen Wiayah 
Strategis 

Jumlah 2 12,17 2 2 2 _ _ _ 

 Program 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Evaluasi pembangunan 
Daerah 

Persen NA - - - - 38.40 10,85 28.25 

 Program 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Kesesuaian 
Perencanaan 
Penganggaran 

Persen NA - - - - 100 100 100 

8. Program 
Pengembangan 
Data/ Informasi/ 
statistic Daerah 

Persentase Cakupan 
Data      dan informasi 
statistic Daerah 

Persen NA - 28 58 58 _ _ _ 

 Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Presentase 
ketersediaan data 
statistik 

Persen - - - - - 65 65 100 
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9. Program Nilai PAD Juta 77,412 97,20 93,55 21,672 105,842 _ _ _ 
Peningkatan  
Pendapatan  Asli  
Daerah  

 Program 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Daerah 

Persentase peningkatan 
PAD 

 

Persen - - - - - 100 99,2 99,2 

10. Program Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 
Peningkatan dan 
Pengembangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

 Program 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

11. Program Persentase  H
a
s
i
l 

Persen NA 75,74 78,85 96 96    
Peningkatan Pemeriksaan  y

a
n
g 

 
Sistem ditindaklanjuti    
Pengawasan     
Internal         dan     
Pengendalian     
Pelaksanaan     
Kebijakan KDH     

 Program 
penyelenggaraan 
Pengawasan 

Persentase Temuan 
BPK atas Laporan 
Keuangan 

  Persen - - - - - 3 0,02 

 

199,3 

 Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan 
Dan Asistensi 

Persentase 
perumusan 
Kebijakan dan 
Asistensi 

  Persen - - - - - 100 100 100 

12 Program Persentase        
Capaian 

Persen NA 46,96 80 100 100    
Peningkatan Peningkatan      

Capacity  
Profesionalisme Building SDM APIP  
Tenaga   
Pemeriksa    dan   
Aparatur   
Pengawasan 
 
 
 
 

  
13 Program 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Kekayaan Daerah 

  Persentase   Aset   
yang tertata 

Persen 45 - 87 89 57 55 91,03 165,5 

 Program 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

  Sumber data :Pengolahan Tim Lkj 2021 
 

Efisiensi serapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah pada Misi 4 

disediakan anggaran sebesar Rp. 265.741.716.073,77 dan telah terserap 

sebesar Rp. 260.200.958.513.34 terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp.5.540.757.560,42 atau 2,08 %. Rincian lebih lanjut efisiensi 

penyerapan anggaran seperti terlihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 3.66 
Efisiensi Penyerapan Anggaran Pada Capaian Indikator kinerja 

Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan  

Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 

 
 

 
NO 

 

 
PROGRAM 

 

% 

CAPAIAN 

KINERJA 

 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

TINGKAT 

EFISIENSI 
(%) 

ANGGARA
N 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah  

28.25 661.975.270,00 534.804.000,00 19,21 

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

100 285.953.980,00 242.217.670,00 15,29 

3. 
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

99,2 2.514.794.781,42 2.494.073.643,29 0,82 

4. Program Pengelolaan Keuangan daerah 100 255.401.835.808,35 250.437.652.971,05 1,94 

5. Program penyelenggaraan pengawasan 199,3 3.104.167.430,00 3.060.406.500,00 1,41 

6. Program Perumusan Kebijakan, 
pendampingan Dan Asistensi 

100 68.222.170,00 66.776.600,00 2,12 

 

7. 
Program Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

165,5 3.704.766.634,00 3.365.027.129,00 9,17 

  
Total 

 265.741.716.073,77 260.200.958.513.34 2,08 

 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 

Salah satu fungsi yang harus djalankan oleh pemerintah tanpa 

diskriminasi adalah fungsi pelayan Masyarakat. Kualitas pelayanan yang 

baik kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada 

Pemerintah, untuk itu upaya peningkatan kualitas harus dilaksanakan 

secara konsisten sehingga  dirasakan  manfaatnya oleh penerima objek 

pelayanan yaitu masyarakat Batang Hari. Untuk mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang dilakukan pada Tahun 2021 dengan berpedoman 

pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, 

terhadap kualitas (Sembilan) 9 unsur pelayanan dan diperoleh  hasil  skor    
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Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  sebesar 84,51. Berdasarkan angka 

skor Indeks tersebut maka kinerja unit pelayanan SKPD dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berada dalam mutu pelayanan A 

dengan kategori SANGAT BAIK, karena   berada   dalam   nilai   interval   

konversi   Indeks   Kepuasan Masyarakat 81,26-100. 

 
Tabel 3.67 

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 

 

 Sumber data :Pengolahan Data Tim LKj 2021 

   

Jika dibandingkan dengancapaian realisasi indikator kinerja sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk Pemerintah Kabupaten,  

Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  Nasional dapat  dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.68 

Perbandingan Data Capaian Indikator Kinerja 

Sasaran Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah 

Provinsi serta Data Nasional Tahun 2021 
 

 
No 

 
INDIKATOR SASARAN 

 
KONDISI AWAL 

RPJMD 

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 
PEMERINTAH 

PROVINSI 
NASIONAL 

 

1 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat. 

 

75,76 
 

84,51 
 

83,72 - 

 
Berdasarkan Tabel capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas 

dapat dijelaskan Perbandingan Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan 

Masyarakat pada 9 (Sembilan) unsur pelayanan pada Tahun 2020 dan 

2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

 
 

 

 
NO 

 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR 

SASARAN 

 

KONDISI 
AWAL 
2016 

 
REALISASI 

 

TAHUN 2021 
       (Akhir RPJMD) 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 
2021 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

TARGET 
 

REALISASI 

 
1 

Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Publik 

Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat. 

 
75,76 

 
78,15 

 
78,36 

 
94,06 

 

98,30 
 

89,56 

 
84,51 

 
94,36% 
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Tabel 3.69 
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat 

Beserta Grafik (IKM) 9 Unsur Pelayanan  

Tahun 2020 dan 2021 
 

 
No. 

 
Unsur Pelayanan 

NRR 
 

IKM 

1. I

K
M 

2020 2021 2020 2021 

1. Persyaratan Pelayanan 3.88 3.31 96.99 82.73 

2. Prosedur Pelayanan 3.87 3.31 96.64 82.72 

3. Waktu Pelayanan 3.77 3.25 94.35 81.37 

4. Biaya/Tarif Pelayanan 4.00 3.65  100  91.18 

5. Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 

3.88 3.31 96.93 82.73 

6. Kompetensi Pelaksana 3.88 3.36 96.95 84.09 

7. Perilaku Pelaksana 3.91 3.38 97.68 84.39 

8. Maklumat Pelayanan 3.83 3.26 95.73 81.55 
 

9. 
Penanganan Pengaduan, Saran 

dan Masukan     4.00 
 

3.59    100 
 

 89.78 

Total 35.39  30.42 884.68 760.54  

Rata-rata 3.93 3.38 98.30 84.50  

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Grafik Indeks Kepuasaan 

Masyarakat 
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Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian 

masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur- unsur pelayanan 

dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,38 atau sangat baik. 

Dari  Tabel  3.70  diatas  dapat  dilihat  bahwa  unsur  pelayanan yang  

mencapai  Nilai  (NRR)  tertinggi  adalah  Biaya/Tarif  Pelayanan Tahun 2021 

(rata-rata 3,65), sedangkan dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah tahun 

2021 adalah Waktu Pelayanan (rata-rata 3,25). Nilai Rata-Rata semua 

pelayanan sudah lebih dari 3,00 ini menggambarkan bahwa penilaian 

masyarakat terhadap OPD Pelayanan dalam Kabupaten Batang Hari pada 

umumnya baik dan sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut. Akan 

tetapi Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya 

terjadi penurunan dari semua unsur Pelayanan, hal tersebut terjadi 

akibat pandemi covid 19 selama tahun 2021, Perubahan sistem pelayanan 

kepada masyarakat akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) berdampak terhadap pemberian Pelayanan Kepada 

Masyarakat baik persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, 

Tarif pelayanan, produk spesifikasi teknis, kompetensi pelaksana, 

Perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan 

sehingga pada saat dilaksanakan survei persepsi masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan dari semua unsur terjadi penurunan. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan untuk pencapaian 

peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dimasa yang akan datang, 

perlu dilakukan antara lain : 

1. Penyesuaian syarat, prosedur menyesuaikan dengan kondisi PPKM; 

2. Mempersingkat waktu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi 

Informasi; 

3. Penyesuaian tarif/pengratisan biaya layanan bagi warga terdampak 

covid 19; 

4. Penyesuaian standar pelayanan pada saat PPKM; 
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5. Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi 

pemberi pelayanan; 

6. Perbaikan dan pengadaan sarana serta prasarana pelayanan. 

 

Data   hasil   survei   IKM   untuk   masing-masing   OPD   dalam Kabupaten 

Batang Hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 
 

Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 
OPD Dalam Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2021 
 

 

NO 
 

NAMA ORGANISASI PERANGKAT                                     DAERAH / UNIT KERJA 
 

NRR 
 

NILAI 

1 Sekretariat Daerah 
 

3.55 
 

88,69 

2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 3.52 82.30 

3 Badan Keuangan Daerah 3.44 80.99 

4 Inspektorat 3.80 95.14 

5 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah 3.60 90.02 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.65 91.33 

7 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.50 87.54 

9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.94 73.56 

10 Satpol PP 3.39 84.80 

11 Kesbangpol 3.25 81.37 

12 RSUD 3.42 85.42 

13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.41 85.30 

14 Dinas Kesehatan 3.25 81.35  

15 Dinas Sosial 3.36 84.11 

16 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3.24 81.11 

17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.21 80.11 

18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.17 79.31 

19 Dinas Pemuda dan Olahraga 3.33 83.32 

20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.49 87.28 

21 Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi 3.46 86.54 
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NO 
 

NAMA ORGANISASI PERANGKAT                                     DAERAH / UNIT KERJA 
 

NRR 
 

NILAI 

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.24 80.96 

23 Dinas Lingkungan Hidup 3.36 84.14 

24 Dinas Perkebunan dan Peternakan 3.14 73.61 

25 Dinas Perhubungan 3.38 

 

84.53 

26 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 3.23 80.83 

27 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.27 81.74 

28 Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB,dan P3A 3.31 82.73 

28 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.18 79.41 

29 Dinas Tanaman dan Hortikultura 3.21 81.69 

30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.20 80.20 

31 Dinas Koperindag 3.34 84.79 

 KECAMATAN   

1 Kecamatan Muara Tembesi 3.18 79.70 

2 Kecamatan Pemayung 3.15 78.78 

3 Kecamatan Mersam         3,58 89,68 

4 Kecamatan Bajubang 3.57 83.92 

5 Kecamatan Maro Sebo Ilir 3.33 83.33 

6 Kecamatan Muara Bulian 3.45 86.39 

7 Kecamatan Maro Sebo Ulu 3.41 85.45 

8 Kecamatan Battin XIV 3.26 81.67 

 

 

Keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

berdampak pada pencapaian kepuasan konsumen tidak terlepas dari 

pencapaian  program-program  yang  mendukung  sasaran  ini  seperti 

terlihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.70 

Target dan Realisasi Kinerja Program dalam 

Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Publik Tahun Anggaran 2021 

 

 
 

NO 

 
 

PROGRAM 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM 

 
 

SATUAN 

 

KONDISI 
AWAL 

TAHUN 
2016 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

REALISISASI 
KINERJA TAHUN 

2021 

 

% 

REALISASI 
CAPAIAN 

2021 
 

2017 
 

2018 
 

2019 2020 
 

TARGET 
 

REALISASI 

 
 

1. 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

 
Persentase 

Capaian 
Prolegda 

 
 

Persen 

 
 

90 

 
 

6,66 

 
 

92 

 
 

95 95 - - - 

 Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas 
Dan Fungsi Dprd 

Persentase 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungs DPR 
 

Persen - - - - -      100 100 

 
 
100 

 

 
2. 

Program 
Pengembangan 

Penataan Wilayah 

Pemerintahan 

 

Persentase 

Kecamatan yang 

dilakukan Penataan 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 

66,62 

 

 

3 

 

 

0 57,67 

 
 

- 

 
 

- - 

 
 

3. 

Program 
Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum 

 

 
Persentase Konflik 

ditengah Masyarakat 

 
 

Persen 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 2 

 
 

- 

 
 

- - 

 Program 
Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional Dan 
Peningkatan 
Kualitas Dan 
Fasilitasi 
Penanganan 
Konflik Sosial 

Persentase 

Penurunan 

Gangguan 

Lingkungan 
 

Persen - - - - - 23  20 91.19 

 
 

4. 

 

Program Pelayanan 

pengadaan barang 

dan jasa 
pemerintah 

Persentase 
Pelayanan 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

- 

 

 

97,6 

 

 

87,40 100 - - - 

 
 
 

5. 

Program 
Koordinasi, 
Evaluasi dan 

Monitoring 

Kebijakan KDH 

bidang 

Perekonomian 

Persentase Hasil 
Koordinasi, 
Evaluasi dan 
Monitoring Kebijakan 

KDH bidang 

Perekonomian yang 

ditindaklanjuti 

 
 
 

Persen 

 
 
 

NA 

 
 
 

35,49 

 
 
 

80 

 
 
 

85 100 - - - 

 
6. 

 
Program Kerja 
Sama Antar Daerah 

Persentase Program 
Kerjasama Antar 
Daerah yang 

ditindaklanjuti 

 
Jumlah  

NA 

 
30,87 

 
27 

 
50 

 

28 
- - - 
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7. 

Program Penataan 
Peraturan 

Perundang- 
undangan 

Persentase Produk 
Hukum Daerah yang 
dapat diakses dan 
sesuai dengan 
kebutuhan daerah 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
84,10 

 

 
78 

 

 
80 80 

 
 

- 

 
 

- - 

8. 
Program 
Ketatalaksanaan 

Perangkat Daerah 

Persentase 
Ketatalaksanaan 

Perangkat Daerah 

yang sesuai aturan 

 
Persen 

 
NA 

 
87,73 

 
79.49 

 
90 100 

 
 

- 

 
 

- 
- 

 

 
 

9. 

Program 
Koordinasi, 
Evaluasi dan 

Monitoring 

Kebijakan KDH 

bidang SDM dan 

Insfrastruktur 

Persentase Hasil 
Koordinasi, Evaluasi 
dan Monitoring 

Kebijakan KDH 

bidang SDM dan 

Infrastruktur yang 

ditindaklanjuti 

 

 
 

Persen 

 

 
 

NA 

 

 
 

- 

 

 
 

81,80 

 

 
 

69,21 

 

 
 

85 

 
 

 
- 

 
 

 
-          - 

 Program 
Pemerintahan 
Dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Persentase Perumusan 

Kebijakan yang 

dilaksanakan 
 

Persen - - - - - 
       

100 
100      100 

 
Program 
Perekonomian 
Dan 
Pembangunan 

Persentase kebijakan  

daerah bidang 
Ekonomi 
yang diterapkan 

 
Persen - - - - - 100 100      100 

 
Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Persentase 

Pemenuhan 

Operasional Kantor 
 Persen - - - - -   100        100  100 

 

 
 

10. 

Program Penataan, 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 

Pemanfaatan 
Tanah 

 
Persentase 

Penambahan Tanah 

Milik Pemerintah 

Daerah 

 

 
 

Persen 

 

 
 

3 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

4 

 

 
 
0 - - - 

 
Program 
Penyelesaian Ganti 
Kerugian Dan 
Santunan Tanah 
Untuk 
Pembangunan 

Persentase Ganti Rugi 
Tanah yang 
diselesaikan 

 

Persen - - - - - 4 0 0 

 

 
11. 

 

Program 

Pengembangan 

Persandian 

 
Persentase 
Pemanfaatan Sandi 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
- 

 

 
65 

 

 
80 

 

 
80 - - - 

 Program 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 

Cakupan Pelayanan  

Persandian 
 

Persen - - - - - 65 65 100 
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12. 

 
Program 

Penyusunan Data 

Pegawai 

Persentase Jumlah 
Sistem Data   dan 

Informasi 
Kepegawaian yang 

Terkelola 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

84,20 

 
 

92,9 

 
 

96,65 

 
 

84,83 - - - 

 
 

13. 

 

Program 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Aparatur 

 

Persentase Jumlah 

Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

10,63 

 
 

86,88 

 
 

61,4 

 
 

25,49 - - - 

 Program Kepegawaian 
Daerah 

resentase 

penempatan ASN 

yang sesuai dengan 

kompetensinya 
 

Persen - - - - - 80       84,8       

 
 

14. 

Program 
Peningkatan 

Kapasitas 

Sumberdaya 

Aparatur Daerah 

Jumlah 
Terpenuhinya 

Standar diklat SDM 

Aparatur Sipil 
Negara 

 
 

Jumlah 

 
 

NA 

 
 

238 

 
 

452 

 
 

544 

 
 

373 
- - - 

 Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase pejabat 

Fungsional dan 

Pejabat Adminitrasi 
yang telah 

memenuhi syarat 

Jabatan 
 

Persen 

 

- - - - 90 100 111,1 

 

 
 

15. 

 
Program 

Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

 

 
Persentase 
Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

 

 
 

Persen 

 

 
 

NA 

 

 
 

82,19 

 

 
 

88 

 

 
 

88 

 

 
 

88 - - - 

 Program Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase Desa 
Tertib Admnistrasi 
Pemerintahan Desa 
 

Persen 

 

- - - - 
 

90 
 

88 97,77 

 
 

16. 

Program 
Peningkatan 

Keberdayaan 

Masyarakat 
Pedesaan 

 
Persentase Jumlah 

lembaga 

Kemasyarakatan 

Aktif 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

45,45 

 
 

87,86 

 
 

100 

 
 

60,71 - - - 

 

 
17. 

Program 
Peningkatan 
Partisipasi 
Masyarakat Dalam 

Membangun Desa 

Persentase 

Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Membangun Desa 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
- 

 

 
102 

 

 
102 

 

 
60 - - - 

 
Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Jumlah Kelembagaan 

Kemasyarakatan yang 
Aktif 
 

Persen 

 

- - - - 
 

80 
 

60,71 75,88 

 

 
18. 

Program 

Pengembangan 

Penataan Wilayah 
Pemerintahan 

 
Persentase Desa 
Tertata 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
4,20 

 

 
103 

 

 
103 

 

 
84,5 - - - 
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 Program 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Persentase Desa 
Tertib Admnistrasi 
Pemerintahan Desa 
 

Persen 

 

- - - - 80 90 112,5 

 
 

19. 

Program 
Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat Dalam 

Pembangunan 

Desa/Kel 

 
Persentase Usulan 
Hasil Musrenbang 

dalam Forum SKPD 

 
 

Persen 

 
 

9 

 
 

- 

 
 

- 

    
 

13 - - - 

 Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum 
Adat 

Jumlah 

Kelembagaan 

Kemasyarakatan 
yang Aktif 
 

Persen 

 

- - - - 
 

80 
 

60,71 75,88 

 

 
20. 

Program 
Penyelamatan dan 

Pelestarian 

Dokumen/Arsip 

Daerah 

 
Persentase Arsip 

Daerah yang tertata 

dengan Baik 

 

 
Persen 

 

 
45,28 

 

 
22,25 

 

 
8 

 

 
36 

 

 
39,45 - - - 

 

Program 
Perlindungan Dan 
Penyelamatan Arsip 

Cakupan Arsip OPD 

yang diselamatkan 
 

Persen  - - - - 35 13 37,14 

 
21. 

Program 
peningkatan 

kualitas pelayanan 

informasi 

Persentase Tenaga 
Arsiparis          yang 

Memenuhi setandar 
kompetensi 

 
Persen 

 
NA 

 
27,45 

 
30 

 
30 

 
20 

 
60 

 

  

 Program 
Pembinaan 
Perpustakaan 

Tingkat Gemar 

Membaca 
 Persen 

 
- - - - 33,1 

 
49,8 

 
150, 45 

 

 
22. 

Program 
peningkatan 

keamanan dan 
kenyamanan 

lingkungan 

Persentase 
Penurunan 

Gangguan 
Lingkungan 

 

 
Persen 

 

 
40 

 

 
- 

 
157,33 

 

 
27 

 

 
99 - - - 

 
 

23. 

Program 
pemeliharaan 

kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 

kriminal 

Persentase 
Penurunan 

Gangguan 
Kamtibmas dan 

Tindak Kriminal 

 
 

Persen 

 
 

66,1 

 
 

53,53 

 
 

93 

 
 

44 

 
 

100 - - - 

 
 

24. 

Program 
peningkatan 

pemberantasan 

penyakit 
masyarakat (pekat) 

 
 

Angka Pekat 

 
 

Persen 

 
 

15 

 
 

3,65 

 
 

15 

 
 

16,42 

 
 

13 - - - 

 Program 
Peningkatan 
Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

Persentase 

Penurunan 

Gangguan 

Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman 

Masyarakat 
 

Persen 

 

- - - - 90 90 100 

 
25. 

Program 
pendidikan politik 

masyarakat 

Persentase 
Partisipasi Pemilih 

 
Persen 

 
65 

 
56,21 

 
68,2 

 
71,2 

 
73,1 - - - 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

170 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

 Program 
Peningkatan Peran 
Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan 
Melalui Pendidikan 
Politik Dan 
Pengembangan Etika 
Serta Budaya Politik 

Persentase Pemilih 
 

  - - - - 73.1 83 113.5 

 

 
 

26. 

Program 
pencegahan dini 
dan 

penanggulangan 

korban bencana 

alam 

 
 

Respon Time 
Tanggap Darurat 

 

 
 

Persen 

 

 
 

50 165,5 

 

 
 

70 

 

 
 

90 

 

 
 

90 - - - 

 
Program 
Penanggulangan 
Bencana Respontime Bencana 

 

  

- - - - 100 
99,9

6 
99,96 

 
 

27. 

Program 
Peningkatan 

Kesiagaan dan 

Pencegahan 

Bahaya Kebakaran 

 
Respon Time Rate 
(Tingkat Waktu 

Tanggap) 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

49,14 

 
 

75 

 
 

46,63 

 
 
62,50 - - - 

 Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran 

Repon Time Rate 

(Tingkat Waktu 

Tanggap) 
 Persen - - - - - 100 50 50 

 
 

28. 

 

Program Penataan 

Administrasi 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Persentase 
Kepimilikan 
Dokumen 

 
 

Persen 

 
 

NA 

 
 

- 

 
 

85 

 
 

86 

 
 
86,75 - - - 

Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

 Program 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Persentase 
Pemanfaaatan Data 
Kependudukan 

 
Persen  - - - - 100 100 100 

 

 
29. 

Program 
Pengembangan 

Komunikasi, 
Informasi dan 
Media Massa 

 
Persentase Layanan 
Komuniksi 
dan Informatika 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
38,44 

 

 
55 

 

 
88 

 

 
88 - - - 

 
30. 

Program Fasilitasi 
Peningkatan SDM 

bidang Komunikasi 
dan Informasi 

Persentase 
Peningkatan 

Kapasitas SDM 

 
Persen 

 
NA 

 
78,49 

 
80 

 
87,5 

 
87,5 - - - 

 

 
31. 

Program 
Kerjasama 

Informasi dan 

Media Massa 

 

Persentase 

Penyebarluasan 

Informasi 

 

 
Persen 

 

 
NA 

 

 
33,75 

 

 
77,76 

 

 
75 

 

 
75 - - - 

 
Program 
Pengelolaan 
Informasi Dan 
Komunikasi 
Publik 

Cakupan Informasi 

Pembangunan 
Daerah 

 

Persen 

 

- - - - 88,8 82 92,34 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

171 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

 

 
32. 

Program 
Peningkatan 

Pelayanan 

Kecamatan 

 
Indeks Kepuasan 
Masyarkat 

 

 
Indeks 

 

 
75,76 

 

 
- 

 

 
78,59 

 

 
77,57 

 

 
82,03 - - - 

 
Program 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dan 
Pelayanan Publik 

  IKM 

 
Indeks  - - - - 89,56 84,5 

 
 
 

94,4 

 
 

33. 

Program Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 

Jumlah 
Rekomendasi hasil 
penelitian bidang 

ekonomi dan 

pembangunan 

 
 

Jumlah 

 
 

NA 

 
 

- 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 - - - 

 

 
 

34. 

Program Penelitian 
dan 

Pengembangan 

Bidang Sosial 
Budaya dan 
Pemerintahan 

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian Bidang 

Sosial dan 

Pemerintahan 

 

 
 

Jumlah 

 

 
 

NA 

 

 
 

- 

 

 
 

3 

 

 
 

3 

 

 
 

0 - - - 

 

 
35. 

 
Program Inovasi 
Daerah 

Jumlah 
Rekomendasi 
Penelitian bidang 

Inovasi dan teknologi 

 

 
Jumlah 

 

 
NA 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
0 - - - 

 
Program Penelitian 

Dan Pengembangan 

Daerah 

Persentase hasil 
Kajian Penelitian dan 
Pengembangan yang 
dimanfaatkan 

 

Persen 

 

- - - - 
 

100 

 
 

1
0
0 

 
 

100 

 
 Efisiensi serapan Anggaran dan Capaian Indikator Kinerja 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Misi 4 (Empat) sasaran 2 (Dua) 

disediakan anggaran sebesar Rp. 86,566,091,923,29 dan telah terserap 

sebesar Rp. 82,089,700,315,88 terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp. 

4,476,391,607.41 atau 5,18 %. Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan 

anggaran seperti terlihat pada Tabel berikut 

 

Tabel 3.71 
Efisiensi Penyerapan Anggaran Program Sasaran 
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 

Anggaran 2021 
 

 

 
NO 

 

 
PROGRAM 

 

% 

CAPAIAN 

KINERJA 

 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

PENYERAPAN 

ANGGARAN 

(Rp.) 

 

TINGKAT 

EFISIENSI (%) 

ANGGARAN 

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas 
Dan Fungsi Dprd 

100 16.069.372.320 15.932.525.427 0.85 

2. Program Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

 

91.19 
 

190.107.500 
 

164.690.400 
 

13.37 
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3. Program Pemerintahan Dan 
Kesejahteraan Rakyat      100 

 
10.269.334.647 

 
9.632.142.403 

 
6.20 

4. Program Perekonomian Dan 
Pembangunan      100 

 

566.698.250 

 

422.557.569 

 

25.44 

5. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah   100 

 

   35,031,438,277.27  

 

 

   32,284,163,673  
 

 

0.88 

 

6. 
Program Penyelenggaraan Persandian 
Untuk Pengamanan Informasi 

 
100 

 
93.501.900 

 
91.748.200 

 
1.88 

7. Program Kepegawaian Daerah 
 

84,8 
 

329.818.570 
 

209.720.400 
 

36.41 

8. Program Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

 
100 

 
2.384.776.150 

 
2.197.172.040 

 
7.87 

 

9. 
Program Administrasi Pemerintahan Desa 

 
97,77 

 
1.874.073.426 

 
1.578.792.876 

 
15,76 

10 Program Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 
Masyarakat Hukum Adat 

 
75,88 

 
433.944.300 

 
430.869.400 

 
0.71 

11. Program Pengelolaan  Arsip 
 

37,14 
 

42.720.335 
 

42.461.315 
 

0.61 

12. Program Pembinaan Perpustakaan 
 

150, 45 
 

10.296.775.900 
 

10.282.912.582.86 
 

0.13 

 

13. 
Program Peningkatan Ketenteraman Dan 
Ketertiban Umum 

 
100 

 
518.698.990 

 
505.481.410 

 
2.55 

14. Program Peningkatan Peran Partai Politik 
Dan Lembaga Pendidikan Melalui 
Pendidikan Politik Dan Pengembangan 
Etika Serta Budaya Politik 

 
113.5 

 

 
 

1.742.543.770 

 
 

1.740.701.771 

 
 

0.11 

15. Program Penanggulangan Bencana 
 

99,96 
 

4.623.052.630.02 
 

4.519.039.039.02 
 

2.25 

 

16. 
Program Pencegahan, Penanggulangan, 
Penyelamatan Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non Kebakaran 

 
 

50 

 
 

951.77.720 

 
 

93.417.560 

 
 

1.85 

17. Program Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

 
100 

 
14.840.400 

 
14.560.000 

 
1.89 

18. Program Informasi  Dan 
Komunikasi Publik 

 
92,34 

 
1.812.694.228 

 
1.798.181.320 

 
0.80 

19. Program Penyelenggaraan Pemerintahan 
Dan Pelayanan Publik 

 
94,4 

 
   165,599,880  

 

 
   137,675,860  

 

 
16,86 

20. Program Penelitian Dan Pengembangan 
Daerah 

 
100 

 
10.922.730 

 
10.887.070 

 
0.33 

  
Total 

 86,566,091,923 
 

82,089,700,316 
 

5,18 
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MISI 5.  Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan 

serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan 

Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional 

 

Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersinergi dengan agama 

dan nilai-nilai kearifan Lokal, hal ini menciptakan kerukunan bangsa. 

Akan tetapi pada implementasinya di lapangan, keragaman suku, budaya, 

dan agama yang ada di Indonesia masih menimbulkan perbedaan 

pandangan di masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Adapun Nilai keagamaanmerupakan dasar dalam menciptakan budaya 

damai, dengan cara menciptakan budaya damai dapat dibangun melalui 

proses internalisasi keragaman budaya. 

Keberagaman budaya daerah merupakan kekayaan dan identitas 

bangsa yang patut untuk dilestarikan untuk memajukan Kebudayaan 

Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia, untuk memajukan 

Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa 

upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia 

yang berkepribadian dalam Kebudayaan. 

Budaya damai merupakan dambaan semua umat 

manusia. Kehidupan damai yang dilandasi oleh kesadaran untuk saling 

memahami, memenangkan dan menghargai orang lain atau kelompok 

orang lain yang berbeda (ras, etnis, dan agama), sehingga akan 

menciptakan persamaan, keadilan, keharmonisan, kesejahteraan, 

perubahan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, Kehidupan yang penuh 

pertentangan akan menciptakan kebebasan dan bahkan pertentangan 

dalam kehidupan (Konflik Masyarakat). 

Kehidupan yang damai bukan hanya menenangkan sosiologis dan 

psikologis, tetapi juga mewakili agama dalam semua agama. Ajaran damai 

adalah yang universal karena ada dalam setiap agama dan semua 
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peradaban. Setiap pemeluk agama dan semua manusia berhubungan 

dengan moral dan sosial untuk menciptakan budaya damai dalam 

kehidupannya. Kehidupan dan budaya yang penuh kedamian, bukan 

hanya konsep, tetapi membutuhkan praktik bersama dari seluruh lapisan 

masyarakat. 

Sementara nilai-nilai keagamaan diupayakan untuk menekan 

Peningkatan tingkat degradasi moral yang disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti pergaulan bebas, proses sosialisasi yang kurang sempurna, 

pengaruh budaya barat, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, 

dan tingkat pendidikan yang rendah, Degradasi moral merupakan suatu 

keprihatinan yang sangat mendalam bagi suatu bangsa yang mengancam 

anak usia remaja, yang merupakantulang punggung generasi bangsa 

sehingga menjadi rapuh karena termakan oleh hancurnya moral. 

Sedangkan moral adalah cerminan hidup bagi penegak bangsa. Pemuda 

adalah harapan bangsa, dipundak merekalah masa depan bangsa 

dipertaruhkan. Jika pemudanya hancur, maka hancurlah bangsa 

tersebut. Disinilah peran penting suatu nilai-nilai keagamaan dituntut 

lebih berperan dalam menciptakan generasi yang bermartabat. 

Kebudayaan juga memegang beperan penting dalam kemajuan 

suatu bangsa,negara akan terus memajukan Kebudayaan ditengah 

peradaban dunia dan menjadikannya sebagai investasi untuk masa 

depan.  

Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam 

masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun beberapa cara 

yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat khususnya 

sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut 

menjaga budaya lokal diantaranya adalah mau mempelajari budaya 

tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut 

mempraktikkannya dalam kehidupan kita, ikut berpartisipasi apabila ada 
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kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, mengajarkan 

kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak 

musnah dan tetap dapat bertahan, mencintai budaya sendiri tanpa 

merendahkan dan melecehkan budaya orang lain, mempraktikkan 

penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya 

berbahasa, menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan 

kebudayaan yang kita miliki, menghindari sikap primordialisme dan 

etnosentrisme serta mengajarkan budaya kepada orang lain. 

Sebagai upaya pelestarian kebudayaan yang merupakan 

tanggungjawab bersama antara negara dan masyarakat secara 

berkesinambungan. Kebudayaan nasional dapat dikatakan mengacu pada 

nilai-nilai unggulan dari budaya-budaya lokal yang selanjutnya menjadi 

warisan budaya bangsa Indonesia (culture heritage)yang merupakan 

sumber utama kearifan lokal. 

Kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat 

yang mendukungnya,Kearifan lokal mencakup semua unsur kebudayaan 

manusia, antara lain : sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, 

pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian, yang bermula dari ide atau 

gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan 

penciptaan material kebudayaan. KearifanLokaltersebut terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, intensitas pergaulan 

sosial, dan enkulturasi sosial budaya, yang juga dapat mendukung 

kepada keberadaan negara bangsa (nation state) tertentu dan memperkuat 

kebudayaan nasioal. 

Pendidikan tidak terlepas dari nilai moral, budaya dan agama. 

Bangsa yang menjunjung tinggi aturan agama dan prinsip–prinsip budaya 

bangsanya akan selalu teguh mempertahankan karakter bangsanya. 

Bangsa yang besar diukur dari ketahanan moral dan keteguhan 

melaksanakan karakter bangsanya. Keluarga merupakan benteng 
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pertama dan utama dalam mendidik anak menjadi orang dewasa dan 

warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu komponen yang sangat 

mempengaruhi terhadap menurunnya nilai karakter bangsa adalah 

melemahnya implementasi nilai nilai agama, moral dan budaya bangsa. 

Pendidikan merupakan salah satu benteng ketahanan nilai-nilai karakter 

bangsa. Oleh karena itu pendidikan perlu terus dilaksanakan secara 

terpadu dalam pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

melemahnya pendidikan karakter di masyarakat antara lain melemahnya 

nilai moral, agama dan budaya. Untuk mengatasinya dengan menggiatkan 

tampilan budaya-budaya dan kearifan lokal di masyarakat maupun dunia 

pendidikan di Kabupaten Batang Hari. 

Untuk itu diperlukan penguatan nilai-nilai keagamaan dan 

pendidikan budaya serta kearifan lokal. Mengembangkan dan 

memperkuat potensi pribadi juga dapat menyaring pengaruh dari luar 

yang akhirnya dapat mencerminkan budaya bangsa. Pembiasaan-

pembiasaan dalam kehidupan, seperti: religius, jujur, disiplin, toleran, 

kerja keras, cinta damai, tanggung jawab, dan sebagainya. Perlu dimulai 

dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih 

luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya perlu 

ditumbuhkembangkansesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Tindakan 

yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam 

mengatasi melemahnya nilai – nilai budaya kearifan lokal, kesenian 

daerah adalah dengan membangun dan memperkuat pendidikan karakter 

dalam keluarga, masyarakat dalam membangun kejujuran, penanaman 

nilai-nilai agama, keikhlasan beribadah dan beraktivitas, peduli sesama 

dan kebersamaan serta acara seni budaya Kabupaten Batang Hari. 

Langkah solusi praktis yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan 

mengurangi dampak reduksinya moral terhadap implementasi nilai-nilai 

budaya kearifan lokal, adat dan kesenian daerah, antara lain: 
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memperkuat penerapan agama baik di sekolah maupun di masyarakat, 

memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter dalam kurikulum 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan-kegiatan (penanaman nilai-nilai 

budaya dan karakter di sekolah dan masyarakat). 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya mempromosikan 

program seni yang menarik sekaligus mempertahankan budaya bangsa 

pada acara tingkat daerah maupun nasional. Disamping itu, kita 

berupaya membuat program-program yang inovatif dalam rangka 

mempromosikan kebudayaan Kabupaten Batang Hari.  

Dalam upaya memajukan dan implementasi nilai-nilai budaya 

Pemerintah Kabupaten  Batang Hari menetapkan beberapa sasaran 

sebagai berikut : 

Sasaran 1 Meningkatkan Kepekaan Sosial. 

 
Kepekaan sosial dalam masyarakat sangat dipengaruhi 

olehkadarempatimasyarakat dan tingkat kepercayaan kepedulian kepada 

orang lain.Rangsangan empati yang luas terhadap masyarakat akan 

memberikan potensi kepekaan sosial yang tinggi, namun akan sangat 

sulit apabila nilai-nilai kepercayaan terhadap orang lain mulai luntur. 

Landasan dasar atas kepercayaan menjadi sumber dalam 

hubungan antara sesama manusia, baik orang dengan orang lain, 

maupun orang dengan masyarakatnya. Kepekaan sosial dibangun dengan 

pondasi kepercayaan, yang menyebabkan kepekaan sosial 

diimplementasikan dalam tindakan konkrit di dalam kehidupan. Tanpa 

nilai kepercayaan kepekaan sosial akan menjadi susah dan mustahil akan 

terwujud. 

Kepekaan sosial yang baik harus tetap selalu dilatih dan terus 

tingkatkan. Kepercayaan yang diberikan harus tetap kita jaga, hal ini 

harus berjalan beriringan, sehingga kepekaan sosial yang berjalan di atas 
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kepercayaan akan membawa kebaikan terhadap kehidupan masyarakat. 

Sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan agen kebaikan, sudah 

saatnya untuk menjalankan penyebaran kepekaan sosial, seperti saling 

percaya satu sama lain, dimana hal tersebut akan menimbulkan  dampak 

positif terhadap masyarakat terutama dalam Masyarakat Kabupaten 

Batang Hari, Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya meningkatkan 

kepekaan sosial dengan melakukan beberapa program dan kegiatan 

dengan bentuk indeks kepekaan sosial sebagai indikator kinerja sasaran. 

Indeks Kepekaan Sosial Kabupaten Batang Hari merupakan salah 

satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Batang Hari 2016 – 

2021, yang berfungsi sebagai indikator kinerja pengukur ketercapaian 

Misi Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai keagamaan serta 

Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat, dan Kesenian 

Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari menetapkan indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja berupa 

Indeks Kepekaan Sosial. Adapun target dan realisasi sasaran 

Meningkatnya kepekaan sosial sebagaimana tabel berikut    

Tabel 3.72 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya 
Kepekaan Sosial 

 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 

RPJMD 2021 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1 Indeks Kepekaan Sosial NA 0,52 0,36 0,4 0,53 0,6 0,68 113,3 0,6 

Sumberdata: Tim Lkj Kab Batang Hari Tahun 2021 

 
 

 
Realisasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepekaan Sosial pada 

akhir RPJMD sebesar 113,3 persen.Pada Akhir RPJMD Tahun 2016-2021, 

ditetapkan sebesar 0,60, dengan realisasi capaian sebesar0,68, hal ini 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

179 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

mengalami peningkatan sebesar 0,08 dari taget yang akhir RPJMD, dan 

mengalami peningkatan dari capaian Indikator Kinerja Sasaraan tahun 

2020 sebesar 0,15. Indeks Kepekaan Sosial memiliki beberapa komponen 

pendukung yaitu Indeks Kepedulian Sosial, Indeks Tanggap Bencana 

Daerah dan Indeks Kinerja Sektor Sosial.Rincian lebih lanjut tentang 

capaian kinerja Indikator Sasaran Indeks Kepekaan Sosial sebagaimana 

tabel berikut : 

 

Tabel 3.73 

Komponen Pendukung Capaian Indikator Sasaran  

Indeks Kepekaan Sosial Tahun 2021 

 

NO KOMPONEN PENDUKUNG NILAI 
Sumber 

Data 

1 Indeks Kepedulian Sosial (IP)   

 a. Tingkat Kepedulian Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari dalam Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari 

Besar Sosial Kemasyarakatan 

0,98 Diskominf

o 

 b. Indeks Wisata Sosial Kabupaten Batang Hari 0,9533 Quesioner 

 c. Indeks Kepedulian Masyarakat terhadap Tetangga 

Fakir Miskin dan Penyandang Cacat 

0,90 Quesioner 

 d. Indeks Kepedulian Kabupaten Batang Hari terhadap 

Bencana yang terjadi di Luar Daerah, dengan elemen 

yang diukur berupa Kepedulian Masyarakat secara 

Umum, Kepedulian Ormas dan LSM, Kepedulian 

Mahasiswa serta Kepedulian Pramuka dan Pelajar.  

0,85  

  1. Tingkat Kepedulian Masyarakat 0,94  Diskominf

o 

  2. Kepedulian Ormas dan LSM 0,93  Kesbangpo

l 

  3. Tingkat Kepedulian Mahasiswa 0,88  Diskominf

o 

  4. Tingkat Kepedulian Pramuka dan 

Pelajar 

0,65  Kwarcab 

Pramuka 

 
𝐼𝑃 =

∑ 𝐾𝑃𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

𝐼𝑃 =
(0,98 + 0,9533 + 0,90 + 0,85)

4
 

0,9208  
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2 Indeks Tanggap Bencana Daerah   

 a. Persentase Response Time Rate BPBD 0,90 Lakip 

BPBD 

 b. Persentase Response Time Rate Dinas Damkar 0,7727 Lakip 

Damkar 

 
𝐼𝑇 =

∑ 𝐾𝑇𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

𝐼𝑇 =
(0,90 + 0,7727)

2
 

0,8364  

3 Indeks Kinerja Sektor Sosial   

 a. Nilai/Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan pada 
Dinas Sosial 

  

  1. Realisasi Anggaran Kegiatan Fasilitasi 
Pemberdayaan Sosial KAT  

0,9384 Dinsos 

  2. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyediaan 
Permakanan 

0,9742 Dinsos 

  3. Realisasi Anggaran Kegiatan Pemberian 
Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat 

0,9993 Dinsos 

  4. Realisasi Anggaran Kegiatan Pemberian Layanan 
Kedaruratan 

0,3929 Dinsos 

  5. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendataan Fakir 
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

0,9963 Dinsos 

  6. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Data 
Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 

0,7346 Dinsos 

  7. Realisasi Anggaran Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  

0,9983 Dinsos 

  8. Realisasi Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 

1 Dinsos 

 b. Nilai Kinerja Sosial/Ketercapaian Target Kegiatan pada 
Dinas Sosial 

  

  1. Persentase Capaian Pelayanan Jaminan Sosial bagi 
Penduduk Miskin dan Rentan 

0,9194 Dinsos 

  2. Persentase Capaian Lansia Tidak Potensial yang 
dibantu 

1 Dinsos 

  3. Persentase Capaian PMKS yang berhasil Mandiri 0,6667 Dinsos 
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  4. Persentase Capaian Penanggulangan Orang 
Terlantar, Orang Gila Terlantar, dan Mayat 
Terlantar 

1 Dinsos 

  5. Persentase Peningkatan Kualitas 
Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

1 Dinsos 

  6. Persentase Penanggulangan terhadap Korban 
Bencana 

1 Dinsos 

 
𝐼𝑆 = √𝐴1 ∗ 𝐴2 ∗ 𝐴3 ∗ … ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆2 ∗ … ∗ 𝑆𝑗

𝑖+𝑗
 

𝐼𝑆

= √(0,9384 ∗ 0,9742 ∗ 0,9993 ∗ 0,3929 ∗ 0,9963 ∗ 0,7346 ∗ 0,9983 ∗ 1 ∗ 0,9194 ∗ 1 ∗ 0,6667 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1)
8+6

 

𝐼𝑆 = √0,160750051430996
14

= 0,8776 = 0,88 

 Indeks Kepekaan Sosial (IKS) 

IKS = IP*IT*IS 

IKS = 0,9208*0,8364*0,8776 = 0,6759 = 0,68 

 

Meningkatnya Indeks Kepekaan Sosial (IKS) di Kabupaten Batang 

Hari merupakan wujud tingginya rasa sosial masayarakat Kabupaten 

Batang Hari terhadap lingkungan sekitar maupun bencana alam yang 

terjadi di luar Kabupaten Batang Hari, hal ini dapat dirasakan pada masa 

terjadinya pandemi Covid 19,yang ditandai dengan adanya bantuan sosial 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan, komunitas-

komunitas gerakan sosial, dan masyarakat umum. Bantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi keluarga yang terdampak penyakit 

virus corona ini berupa barang (sembako) dan sejumlah uang kepada 

masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri. Tentunya dengan adanya 

bantuan ini dan gerakan peduli masyarakat, bisa meringankan beban 

mereka dalam menghadapi situasi pandemi ini. Selain itu dalam 

mencegah penyebaran virus ini, Pemerintah Daerah juga melakukan 

pembagian masker dan pelaksanaan vaksin massal secara gratis, dan 

penyuluhan-penyuluhan Gerakan Hidup Sehat secara meluas.  
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Beberapa perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari 

juga memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada masyarakat yang 

membutuhkan, masker bedah/medis, vitamin Goltrion, alat tes Rapid 

antigen, Fail Safe (Sali), Fresmesmed Spray 500 Ml, HEPACLEAN, sabun 

cuci tangan dan tempat tidur. Bantuan tersebut diberikan kepada 

masyarakat melalui perantara Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 

Hari. 

Adapun wujud rasa sosial masayarakat Kabupaten Batang Hari 

terhadap bencana alam yang terjadi di luar Kabupaten Batang Hari 

yangjuga dilakukan oleh elemen Pemerintah Daerah, Organisasi 

Masyarakat (Ormas) dan LSM, Mahasiswa, Pramuka serta Pelajar. 

Kegiatan sosial yang dilaksanakan berupa kunjungan Panti Asuhan dan 

Disabilitas, pembagian masker medis kepada masyarakat serta 

menyantuni keluarga yang kurang mampu.  

Sedangkan Kegiatan lain yang dilaksanakan di luar Kabupaten 

Batang Hari seperti  korban kebakaran besar di Kampung Lama 

Mendahara Tanjung Jabung Timur, korban Gempa Bumi di Sulawesi 

Barat Mamuju dan Majene, korban banjir dan tsunami di Kalimantan 

Selatan, dan korban Erupsi di Semeru. 

Dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Kepekaan 

Sosial, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah menetapkan program dan 

kegiatan, dengan target dan realisasi sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 3.74 

Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 

Kinerja Sasaran meningkatnya Kepekaan Sosial Tahun 2021 

NO PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
2021 

2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1 Program Pelaksanaan 
Batang Hari Sejahtera 

Persentase Penduduk Miskin Persen 26,8 10,33 10,23 9,75 9,65 - - - - 

 Program 

Perlindungdan jaminan  
sosial 

Persentase 

Masyarakat penerima 
jaminan sosial 

Persen - - - - - 9,30 10,05 91,94% 9,30 
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2 Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Persentase KAT dan PMKS 
yang dibantu 

Persen 23 60,38 46,28 58,86 40 - - - - 

 Programpemberdayaan 

Sosial 

Persentase 
PotensiSumberKesejahteraan 
Sosialyangdiberdayakan 

Persen - - - - - 28 66,67 238,11 28 

3 Program Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

Persentase PMKS yang 
difasilitasi secara baik 

Persen 23 30,74 22 26 100 - - - - 

 ProgramRehabilitasi 
Sosial 

Persentase PMKS 
yang tertangani 

Persen - - - - - 28 100 357,14 28 

Sumber Data : LKj OPD Kab Batang Hari Tahun 2021 

 

Sebagai upaya melaksanakan dan mengimplementasi indikator kinerja 

utama ditempuh beberapa program dan kegiatan antara lain : 

1. Fasilitasi dan Pembinaan KUBE 

2. Fasilitasi pendampingan program keluarga harapan (PKH) dan SLRT 

3. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ex trauma 

4. Pembinaan dan fasilitasi KAT  

5. Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial 

6. Penanggulangan orang terlantar, gepeng dan meyat terlantar 

7. Pelayanan dan perlindungan bagi lansia tidak potensial 

8. Fasilitasi tim taruna siaga bencana 

9. Pendataan dan pemutakhiran data basis terpadu 

Berdasarkan perhitungan formulasi Indeks Kepekaan Sosial Kabupaten 

Batang Hari  pada Tahun 2021 oleh Tim Penyusun LKj Kabupaten Batang 

Hari, dengan Realisasi 0,68 dan capaian sasaran sebesar 113,3%. 

Sedangkan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terdapat 

realisasi 100, hal disebabkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun  Anggaran 2021 untuk belanja langsung pada Dinas Sosial 

lebih dari 80 persen. Untuk saat ini tingkat kepedulian masyarakat cukup 

meningkat dan diperlukan dukungan lebih dari pemerintah kedepannya. 
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Perbandingan Data Penduduk Miskin 

NO 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

KABUPATEN 

BATANG HARI 

PROVINSI 

JAMBI 
NASIONAL 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 
Persentase Penduduk 

Miskin (%) 
9,65 10,05 7,58 8,09 10,19 10,14 

Sumber : BPS Tahun 2022 

 

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Batang Hari mengalami 

kenaikan sebesar 4,15 persen, dimana Tahun 2020 sebesar 9,65 persen 

meningkat menjadi sebesar 10,05 persen pada Tahun 2021. Kenaikan 

persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang Hari lebih kecil bila 

dibandingkan dengan Provinsi Jambi. Persentase Penduduk Miskin di 

Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 6,73 persen, dimana Tahun 

2020 sebesar 7,58 persen meningkat menjadi 8,09 persen pada Tahun 

2021. Sedangkan Persentase Penduduk Miskin secara Nasional 

mengalami penurunan sebesar 0,49 persen, dimana Tahun 2020 sebesar 

10,19 persen menurun menjadi 10,14 persen pada Tahun 2021. 

Meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang 

Hari salah satu penyebabnya adalah dampak dari Pandemi Covid-19 yang 

terjadi selama kurang lebih 2 tahun. Keterbatasan lapangan pekerjaan 

akibat dari kegiatan ekonomi yang lesu, menyebabkan berkurangnya 

pemasukan rumah tangga di saat harga berbagai kebutuhan sehari-hari 

meningkat. Selain itu, akses untuk mendapatkan layanan dasar sosial 

juga semakin sulit. Sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh 

pangan berkualitas untuk gizi yang layak, layanan kesehatan dan 

pendidikan. 
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Tabel 3.75 
Efisiensi Penyerapan Anggaran Program pada  

Sasaran Meningkatnya 

Kepekaan Sosial Tahun Anggaran 2021 
 

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

REALISASI 

TINGKAT 

EFISIENSI 

1 Program 
Perlindung 
dan jaminan  

sosial 

5.524.438.845 4.256.519.350 75.01 24.99 

2 Program 
pemberdayaan 

Sosial 

44.015.290 41.301.750 93.84 6.16 

3 Program 
Rehabilitasi 
Sosial 

186.522.110 167.706.405 89,91 10.09 

 Jumlah 5.754.976.245 4.465.527.505 77.59 22.40 

 

Efisiensi penyerapan anggaran dan capaian indikator Sasaran 1 

pada Misi 5 disediakan anggaran sebesar Rp. 5.754.976.245,- dan telah 

terserap sebesar Rp.4.465.527.505,- terjadi efisiensi anggaran sebesar 

Rp.1.289.448.740,- atau 22,40%. 

 

 

Sasaran  2 Meningkatnya Budaya Baca Al Quran 

 

Membaca merupakan salah satu metode yang kerap dilakukan oleh 

manusia untuk dapat meningkatkan kecerdasan, mengakses informasi 

dan juga memperdalam pengetahuan dalam diri seseorang. Dengan 

memahami dan mengerti isi dari sebuah bacaan, seseorang akan 

mendapatkan banyak keuntungan untuk memperluas cakrawala berpikir 

dengan sedikit usaha dan modal yang relatif sedikit. Kegiatan ini sering 

kali dihubungkan dengan faktor-faktor kesuksesan seseorang dalam 

berpikir dan bertindak karena pada umumnya mereka yang gemar 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

186 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

membaca dapat bertindak lebih sistematis dan berpikir secara kritis 

dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Di antara pintu terbesar 

untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan 

yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Hati bisa 

sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi, mengingat kematian dan 

membaca Al-Qur'an merupakan media pembersih karat tersebut. 

Membudayakan membaca Al-quran kepada anak didik adalah 

sebagian dari pondasi karakter siswa. Dengan membudayakan membaca 

Al-Qur’an maka siswa akan lebih dekat dengan agama karena Al-Quran 

merupakan dasar hukum pertama dari agama Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad  SAW yang bertujuaan untuk merubah akhlak manusia. 

Oleh karena itu dengan membaca Al-Quran secara langsung merupakan 

pendidikan akhlak bagi siswa karena didalam Al-Quran menjelaskan 

beberapa kisah-kisah para nabi dan sahabat yang memiliki akhlak yang 

wajib diteladani oleh ummat Islam khususnya para penerus atau generasi 

bangsa dan Negara yang diawali dari bangku sekolah. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran tersebut 

diatas menetapkan indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja 

sasaran sebagai  berikut : 

Tabel 3.76 
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Budaya Membaca 

Alqur’an 
 

NO. 
INDIKATOR 

KINERJA 
SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJM 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

KINERJA TAHUN 2021 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2021 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI ( % ) 

1. 
PersentaseMelek 
Aksara Alqurán 

NA 97,71 115,33 91,06 97 97 95,96 98,93 97 

Sumber : LKj Dinas P dan K Kab Batang Hari Tahun 2021 
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Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Budaya Baca Al Qurán 

sebesar 98,93%, pada tahun 2021 terjadinya penurunan budaya baca tulis 

alquran dibandingkan tahun 2020 dimana tahun 2021 sebesar95,96% dan 

pada tahun 2020 sebesar 97%. 

 

 
Tabel 3.77 

Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 

Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Baca  
Al QuránTahun 2021 

 

NO PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
2021 

2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1.a 

Pembangunan 
/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Umum dan 
Sosial serta Keagamaan 
 

Jumlah Fasilitas 
Sosial dan 
Keagamaan yang 
layak 

Fas NA 30,74 23,7 118 93,4 - - - - 

1.b 

Program Pemerintahan 
dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Persentase 
kebijakan 
Daerah bidang 
Kesejahteraan 
Rakyat 
yang diterapkan 

Persen - - - - - 100  100  100 100 

2.a 

Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Pengembangan Tilawatil 
Qur'an 
 

Persentase Angka 
Melek Al-quran 

Persen  NA 97,71 115,33 91,06 97 - - - - 

2.b 

Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat 
 

Persentase 
Perumusan 
Kebijakan  yang 
dilaksanakan 
 

Persen - - - - - - - - - 

2.b 
 

Pelaksanaan Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat 
 

Angka Melek 
Aksara Al-Qur'an 

Persen - - - - - 97 95,96  98,93 97 

3.a 

Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

 

Persentase 
lembaga 
kesejahteraan 
sosial yang di 
fasilitasi 

Persen NA 103,7 100 87.33 80 - - - - 

3.b 
Program Pemberdayaan 
Sosial 

Persentase Potensi 
SumberKesejahter
aan Sosialyang 
diberdayakan 

Persen - - - - - - - - - 

Sumber : Pengolahan Tim LKj Kab.Batang Hari . 

 

Pencapaian realisasi kinerja program dalam mendukung sasaran 

Meningkatnya Budaya Baca Al Qurán yang terdiri dari 2 indikator yaitu 
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indikator persentase kebijakanDaerah bidangKesejahteraan Rakyatyang 

diterapkansebesar100 persen dan indikator angka melek aksara al-qur’an 

sebesar 98,93 persen. 

 

Hal ini didukung dengan Jumlah Fasilitas Sosial dan Keagamaan 

sebanyak 341 masjid dan 79 Mushola yang tercatat dan dinyatakan oleh 

Kakan Depag sebagai tempat Ibadah yang layak pakai. Berikut ini rincian 

jumlah mesjid dan musholla layak pakai :   

 

NO KECAMATAN MASJID 
LANGGAR/ 
MUSHOLLA 

KET / STATUS  

1 MUARA BULIAN 78 28 LAYAK PAKAI 

2 MUARA TEMBESI 38 9 LAYAK PAKAI 

3 MERSAM 52 4 LAYAK PAKAI 

4 MARO SEBO ULU 26 5 LAYAK PAKAI 

5 PEMAYUNG 30 4 LAYAK PAKAI 

6 BATIN XXIV 45 3 LAYAK PAKAI 

7 BAJUBANG 55 9 LAYAK PAKAI 

8 MARO SEBO ILIR 17 17 LAYAK PAKAI 

JUMLAH 341 79  

Sumber : Depag Kab Batang Hari 

 

Untuk capaian indikator angka melek aksara al-qur’an, berdasarkan 

data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari total 

jumlah siswa Sekolah Dasar Kelas VI Tahun Ajaran 2020/2021 sebanyak 

4.998 siswa yang terdiri dari 209 Sekolah Dasar, yang belum bisa membaca 

tulis al Quran sebanyak 208 Siswa.Untuk menunjang program budaya 

membaca alqurán maka pemerintah kabupaten memberikan insentif 

kepada petugas PAMI di Desa/Kelurahan yang dianggarkan didalam APBD 

Kabupaten Batang Hari Tahun 2021. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga memberi perhatian khusus 

untuk meningkatkan minat baca Al-Quran pada anak dengan 
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meningkatkan kesadaran diri sendiri dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi canggih untuk kemajuan  belajar Al Qur’an, dan mendorong 

peningkatan peran serta orang tua dalam memacu minat baca Al Qur’an di 

lingkungan keluarga dan meningkatkan kualitas guru pendidikan agama 

islam dan melaksanakan beberapa program kegiatan yang menunjang 

peningkataan budaya baca al qur’an. 

Tabel 3.78 

Rekapitulasi Data Siswa Yang Belum Bisa Membaca Al Qur’an 
Tahun Ajaran 2020/2021 (Per Kecamatan) 

 

NO WILAYAH KECAMATAN 
TOTAL 
SISWA 

MUSLIM 

SISWA YANG 
LULUS BACA 

ALQURAN 

SISWA YANG 
TIDAK LULUS/ 

BELUM BISA BACA 
ALQURAN 

SISWA 
NON 

MUSLIM 
KETERANGAN 

1 KEC. MUARA BULIAN 967 967 0 8   

2 KEC. PEMAYUNG 646 602 44 3 1 Tuna Wicara 

3 KEC. BATIN XXIV 530 494 36 0   

4 KEC. BAJUBANG 661 630 31 0   

5 KEC. MARO SEBO ULU 674 660 14 0   

6 KEC. MARO SEBO ILIR 423 402 21 0   

7 KEC. TEMBESI 542 526 16 18   

8 KEC. MERSAM 552 511 41 0   

Total 4.998 4.796 208 35   

Sumber  : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Batang Hari 

Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat pada 

tabelberikut : 

Tabel 3.79 
Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan Budaya Membaca Alqur’an 

Tahun Anggaran 2021 
 

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

REALISASI 
TINGKAT

EFISIENSI 

1 
Program Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat 

10.269.334.647 9.632.142.403 93.80 6.2 

2 Program Pemberdayaan Sosial 44.015.290 41.301.750 93.84 6.16 

 JUMLAH 10.313.349.937 9.673.444.153 93.79 6.20 

Sumber :Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Hari 
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Efisiensi penyerapan anggaran dan capaian indikator Sasaran 2 

pada Misi 5 disediakan anggaran sebesar Rp. 10.313.349.937,- dan telah 

terserap sebesar Rp. 9.673.444.153,- terjadi efisiensi anggaran sebesar 

Rp. 639.905.784,- atau 6,20%. 

 

 

Sasaran  3 Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama 

 
Kerukunan antar umat beragama ditengah keanekaragaman 

budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji 

sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat 

Indonesia yang sangat majemuk dibawah suatu tatanan yang inklusif dan 

demokratis. 

Berbagai macam kendala sering kita hadapi dalam mensukseskan 

kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dari luar maupun dalam 

negeri kita sendiri. Namun dengan kendala tersebut warga Indonesia 

selalu optimis, bahwa dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, 

maka banyak pula solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. 

Dari berbagai pihak telah sepakat untuk mencapai tujuan kerukunan 

antar umat beragama di Indonesia seperti masyarakat dari berbagai 

golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak 

berperan aktif dalam masyarakat. 

Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama 

adalah tujuan dari kerukunan beragama, agar tercipta masyarakat yang 

bebas dari ancaman, kekerasan hingga konflik agama.Konflik SARA 

menjadi sebuah senjata jitu untuk memecah belah paham dan keyakinan 

yang selama ini diyakini. KonflikSARAmerupakan sebuah upaya untuk 

melecehkan satu keyakinan lain yang berbeda dengan keyakinan yang 

dianut. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengklaim bahwa 

kepercayaan yang dianut merupakan kepercayaan yang paling benar. 
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Agama merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang di anut 

oleh umat manusia. Semua agama menganjurkan jalan kebaikan dan 

menjauhkan dari tindak kejahatan. Tidak ada satu agamapun di dunia ini 

yang menghalalkan untuk menyakiti penganut agama lain. Banyak alasan 

yang dipakai para penganut kepercayaan yang melenceng seperti 

membunuh atas nama agama, menyiksa, melakukam pelecehan dan 

masih banyak tindakan tidak manusiawi yang mengatasnamakan agama. 

Padahal jika dipelajari tidak ada satu agamapun yang mengajarkan hal 

demikian. Agama diciptakan agar manusia dapat membedakan hal yang 

baik dan yang buruk seperti contoh konflik antar ras. Banyak konflik yang 

timbul akibat isu SARA yang terus berkembang. Biasanya isu tersebut 

diciptakan oleh pihak yang memiliki kepentingan 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran 

Meningkatkan Hidup Beragamamenetapkan beberapa indikator sebagai 

alat ukur pencapaian kinerja sasaran sebagai  berikut : 
 

Tabel 3.80 
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan Hidup Beragama Tahun 2021 
 

NO. 
INDIKATOR 

KINERJA 
SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJM 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

KINERJA TAHUN 2021 

CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2021 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 
2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI ( % ) 

1. 
Persentase 
Konflik sara  

0 0 0 0 0 0 0 100 0 

Sumber : Pengolahan Tim LKj Kab.Batang Hari . 

 

Pencapaian sasaran Persentase Meningkatkan kerukunan hidup 

beragama sebesar 100%, dimana pada tahun 2021 target kinerja sasaran 

tidak terdapat konflik SARA yang terjadi dan merupakan prestasi 

pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Upaya ini 

didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. 

 

https://hukamnas.com/contoh-konflik-antar-ras
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Tabel 3.81 
Target dan Realisasi Kinerja  Program Pengembangan wawasan 

kebangsaanTahun 2021 

 

NO PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
PROGRAM 

SATUAN 
KONDISI 

AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 
2021 

2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1 
Program 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Persentase 
Penurunan 

Konflik 
dalam 

masyarakat 
 

Persen 0 67 31 10 15 - - - 0 

 

Program Peningkatan 
kewaspadaan 
Nasional dan 
peningkatan kualitas 
Dan fasilitasi 
penanganan konflik 
Sosial 

Persentase 
penurunan 
gangguan 
Lingkungan 

Persen - - - -  0 -100 0 0 

 

Program pembinaan 
dan 
Pengembangan 
ketahanan 
Ekonomi,sosial dan 
budaya 

Persentase 
konflik 
sosial 

Persen 
 

- - - - - - - - - 

Sumber : Pengolahan Tim LKj Kab.Batang Hari 

Realisasi kinerja program peningkatan kewaspadaan Nasional dan 

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial sebesar -

100 persen, hal ini disebabkan terdapatnya 17 Konflik yang muncul dalam 

wilayah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.  

Hal ini umumnya terjadi pada Masyarakat dengan perusahaan 

Kelapa Sawit dan Perusahaan Batu Bara yang beroperasi diwilayah 

Kabupaten Batang Hari. Sedangkan daerah yang tidak ditemukan konflik 

terletak di Kecamatan Muara Tembesi. 

DATA JUMLAH POTENSI KONFLIK PER KECAMATAN DALAM 

KABUPATEN BATANG HARI 
 

NO WILAYAH KECAMATAN 
KONFLIK YANG 

TERJADI 
KONFLIK YANG 

SELESAI 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1 KEC. MUARA BULIAN 1 - 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

2 KEC. PEMAYUNG 1 - 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

3 KEC. BATIN XXIV 2 1 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

4 KEC. BAJUBANG 7 1 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  
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5 KEC. MARO SEBO ULU 1 - 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

6 KEC. MARO SEBO ILIR 1 - 
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

7 KEC. TEMBESI   Nihil 

8 KEC. MERSAM  
Belum Selesai, dan masih 
dalam proses penyelesaian  

Total 17 2   

Sumber : Kesbangpol Kab Batang Hari 

 

Konflik yang terjadi berhubungan antara Masyarakat / Lembaga 

Masyarakat (Koperasi) dengan Perusahaan Kelapa Sawit dan Perusahaan 

Penambangan Batu Bara, beberapa kasus telah dilimpahkan ke Tim 

Terpadu Provinsi Jambi  sebanyak 2 Konflik, 1 konflik masih diselesaikan 

di tingkat kecamatan, dan 1 konflik diarahkan ke jalur hukum tingkat 

provinsi.  Terdapat 2 konflik yang diselesaikan yaitu 1 konflik diselesaikan 

dengan win win solution dan 1 konflik diselesaikan di tingkat kecamatan. 

 

Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat 

pada tabelberikut : 

Tabel 3.82 
Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatkan kerukunan hidup beragama 

Tahun Anggaran 2021 
 

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

REALISASI 

TINGKAT 

 EFISIENSI 

1 2 3 4 5 6 

1 

Program Peningkatan 
kewaspadaan Nasional dan 

peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penanganan konflik 

Sosial 

190.107.500 164.690.400 86,63 13,37 

2 
Program pembinaan dan 

Pengembangan ketahanan 

Ekonomi,sosial dan budaya 

31.110.000 20.977.800 67,43 32,57 

 JUMLAH 221.217.500 185.668.200 83,93 16,06 

Sumber : LRA Bakeuda  Kab. Batang Hari  
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Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 3 pada 

Misi 5 disediakan anggaran sebesar Rp. 221.217.500,- dan telah terserap 

sebesar Rp. 185.668.200,- terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp.35.549.300,- atau 16,06 %. 

Sasaran  4 Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah. 

 

Pengembangan Budaya khususnya budaya daerah Kabupaten 

Batang Hari merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa 

bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada 

mereka, oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya 

mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya dan 

melestarikannya. Pengembangan budaya ini meliputi sejarah daerah dan 

peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makan lokal atau 

hal lainnya. Pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi 

budaya. 

Strategi masyarakat yang cermat diperlukan jika tradisi tersebut 

ingin dilestarikan. Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen yang 

unik dan signifikan dari warisan budaya di Kabupaten Batang Hari untuk 

menentukan komponen mana yang hendak dipertahankan. Oleh karena 

itu, sebuah rencana dapat disusun tentang bagaimana mencapainya, 

misalnya kegiatan membangun industri lokal yang berbasis budaya 

daerah. 

Keanekaragaman latar belakang budaya merupakan realitas bagi 

banyak masyarakat dan oleh karena itu merupakan aspek yang penting 

dari pembangunan masyarakat. 

Aktivitas budaya merupakan fokus penting untuk identitas 

masyarakat, partisipasi, interaksi sosial dan pengembangan masyarakat 

merupakan cara untuk mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat 

mendorong partisipasi yang luas dalam aktifitas budaya, sehingga seni, 
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musik, teater, tarian dan olah raga menjadi seseuatu yang mereka 

lakukan, bukan yang mereka tonton. Hal ini telah menjadi fokus dari 

banyak program pengembangan budaya masyarakat, partisipasi budaya 

dapat dilihat sebagai cara penting untuk membangun modal sosial, 

memperkuat masyarakat dan menegaskan identitas. Aktifitas-aktifitas 

yang mungkin dilakukan akan berbeda-beda tergantung pada budaya 

daerah, dan faktor-faktor lain. Budaya partisipatif juga memiliki potensi 

untuk mencapai lebih dari memperkuat modal sosial dan bangunan 

masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran tersebut 

diatas menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur pencapaian 

kinerja sasaran sebagai  berikut : 

Tabel 3.85 
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengembangan Budaya Daerah 
 

NO. 
INDIKATOR 

KINERJA 
SASARAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJM 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

KINERJA TAHUN 2021 
CAPAIAN 
KINERJA 
TAHUN 

2021 
( % ) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 
  

2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1. 

Jumlah 
Event 
Budaya dan 
Seni 
Daerah 

1 3 4 4 0 6 6 100 6 

 

Sumber : Pengolahan Tim LKj Kab.Batang Hari 

 
Pencapaian sasaran Persentase Meningkatnya Pengembangan 

Budaya sebesar 100%, dimana target pada tahun 2021 sebanyak 6 event 

dan terealisasi sebanyak 6 event budaya dan seni, event yang terlaksana 

tersebut merupakan kebijakan pemerintah dengan menerapkan protokol 

kesehatan yang ketat. Adapun even yang terlaksana sebagai berikut : 

1. Event Nyongga Budayo terlaksana di Desa Olak Rambahan; 

2. Event Ning Budayo terlaksana di Desa Rambutan Masam; 



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

196 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

3. Event Bujang Gadis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan 

OlahRaga Kabupaten Batang Hari; 

4. Event Lomba Lagu Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari; 

5. Lomba Masakan dan Minuman Khas Kabupaten Batang Hari Dan 

Lomba Kerajinan Anyaman Berbasiskan Kearipan Lokal Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2021; 

6. Lomba Pasang Tengkuluk Motif Batang Hari  dan Fashion Show Ibu dan 

Anak dalam rangka memperingati Hari Ibu di Gedung Bulian Sport 

Center Tahun 2021. 

 
Tabel 3.84 

Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 
Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Budaya 

Tahun 2021 
 

NO PROGRAM 
INDIKATOR KINERJA 

Program 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2021 
REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI  

1 
Program Pengembangan Nilai 
Budaya 

Hibah Kepada 
Lembaga Adat 
Kabupaten 

Persen NA 3 4 4 0 - - - - 

 

Program Pemberdayaan 

lembaga 

Kemasyarakatan, 

lembaga adat dan 

Masyarakat hukum adat 

Jumlah 

Kelembagaan 

Kemasyarakatan 

yang Aktif 

Lembaga NA - - - - 1 1 100  1 

 

Sumber : Pengolahan Tim LKj Kab.Batang Hari 

 
Pencapaian realisasi target dan realisasi kinerja program dalam 

mendukung sasaran Meningkatnya Pengembangan Budaya sebesar 

100persen, nilai capaian tersebut diperoleh berdasarkan indikator kinerja 

dari Jumlah event budaya adat daerah 2 event dan Jumlah Event 

Kesenian Daerah sebanyak 4 event. 
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Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat 

pada tabel berikut ; 

Tabel 3.85 
Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Meningkatnya Pengembangan Budaya 

Tahun Anggaran 2021 

 

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

REALISASI 
TINGKAT 
EFISIENSI 

1 Program 
Pemberdayaan 

lembaga 

Kemasyarakatan, 
lembaga adat dan 
Masyarakat hukum 
adat 

433.944.300,- 430.869.400,- 99.29 0.71 

 RATA –RATA 433.944.300,- 430.869.400,- 99.29 0.71 

Sumber : Bakeuda  Kab. Batang Hari 2021 

 

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 4 pada 

Misi 5 disediakan anggaran sebesar 433.944.300,00,- dan telah terserap 

sebesar 430.869.400,00 terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp 

3.074.900,00- atau 0.71 %. 

 

Sasaran  5 Pelestarian Budaya Kearifan Lokal 

 

Melestarikan dan merawat kearifan lokal budaya sangat penting 

untuk menangkal intervensi budaya asing. Merawat dan melestarikan 

budaya itu tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga seni, 

arsitektur serta khas makanan yang ada. Merawat dan menjaga kearifan 

lokal budaya itu sangat penting sekali karena intervensi peradaban barat 

dan peradaban negara lain sangat mendesak kita. 

Nilai budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat memiliki 

kekayaan yang begitu besar nilainya, akan tetapi seiring perkembangan 
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zaman upaya pelestariannya mulai luntur yang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal maupun faktor internal masyarakat itu sendiri. 

Mempertahankan nilai budaya menjadi sulit jika tidak didukung dengan 

mengembangkan seni budaya dan tidak adanya dukungan dan sarana 

untuk mengapresiasikan kemampuan masyarakat dan generasi muda 

dalam rangka menguatkan nilai-nilai budayanya, serta mendorong 

pembelajaran budaya kepada masyarakat agar lebih mencintai budaya 

milik sendiri. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran tersebut 

di atas menetapkan indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja 

sasaran sebagai  berikut : 

Tabel 3.86 
Indikator Kinerja Sasaran Kelestarian Budaya Kearifan Lokal 

Tahun 2021 

 

NO. 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

KONDISI 
AWAL RPJM                    

2016 

REALISASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA 
TAHUN 2021 (AKHIR 

RPJM) 

% CAPAIN 
TAHUN 2021 

(AKHIR 
RPJMD) 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1. 
Jumlah Mata Budaya 
yang dilestarikan 

29 30 10 18 18 40 25 62,5 

Sumber : Dinas P dan K dan Dispora Tahun 2021 

 

 

Pencapaian sasaran Persentase Kelestarian Budaya Kearifan Lokal 

tahun 2021  sebesar 80%, tahun 2021target mata budaya yang 

dilestarikan sebanyak 40, dan terealisasi sebanyak 25 mata budaya yang 

dilestarikan. 

Sasaran Kelestarian Budaya Kearifan Lokal didukung dengan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

meliputi festival tradisi, pelatihan dan lomba berseloko dan Festival 

Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) untuk siswa SD dan SMP sebanyak 

25 seni tarian / musik, sedangkan even dengan skala besar tidak 

dilaksanakan. 
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Tabel 3.87 
Seni Tarian dan Musik 

 

NO NAMA  MATA BUDAYA 
JENIS 

BUDAYA 
PENGELOLA ASAL 

1 Ayam Beranak  Lagu dan Tari Rentak Basamo Kec Muara Bulian 

2 
Dana Jos, Niaso dan Lancang 
Kuning Lagu dan Tari Putri Pinang Masak Kec Muara Bulian 

3 Dayang Pelangi 
Cerita Rakyat 
dan Lagu Pinang Lako Kec Muara Bulian 

4 Dzikir Berdah Lagu 
Sanggar Mayang 
Mangurai Kec Muara Bulian 

5 Ya Patah Tari 
Sanggar Mayang 
Mangurai Kec Muara Bulian 

6 Hitam Manis Lagu dan Tari Bungo Serangkai Kec Muara Bulian 

7 Yadun Lagu dan Tari 
Sanggar Pinang 
Merah Kec Muara Bulian 

8 
Dana Pak palik dapat dalam 
mimpi Lagu dan Tari Azzahran Kec Muara Bulian 

9 Sempayo Lamo, Gulai Tempoyak Lagu dan Tari seayun limbai Kec Muara Bulian 
10 Rimbun daun ngayun anak Lagu dan Tari beringin sati Kec Muara Bulian 
11 Hidup beguru Lagu Titha pesona Kec Bajubang 

12 

Jando Merajuk, Awak nak sabar, 
bercerai kasih, malang badan, 
merajuk tengah malam. Lagu Serumpun Kec. Maro Sebo Ulu 

13 
Tlak tiga serampang lautm jando 
merajuk Lagu Pinang Mudo Kec. Maro Sebo Ulu 

14 Dadung dan Rante Peti  Lagu Sekapur Sirih Pemayung 
15 Mak Inang Lagu dan Tari Sebiduk Selantai Pemayung 
16 Tumbuk Tebing Lagu dan Tari Al-Iman Batin XXIV 
17 Gayung Bersambut Pencak Silat Al-Iman Batin XXIV 

18 
Ngebeng, Baselang Nugal, 
Batangas Tari Bako Lantang Muara Tembesi 

19 Budi Raso, Benteng Tembesi Lagu Bako Lantang Muara Tembesi 
20 Jeruk Purut, Mainang Lagu dan Tari Kasih Tak Sampai Muara Tembesi 
21 Selendang Mayang, Jeruk Purut, 

Enam Sodaro, Hitam Manis, 
Sikicak Malam, Tari Titian Awan 

Lagu dan Tari Selendang Mayang Muara Tembesi 

22 Tari Titian Awan Tari Selendang Mayang Muara Tembesi 
23 Awak Nak sabar Lagu Jamban Delapan Muara Tembesi 
24 Pinggan Lilin Tari Jamban Delapan Muara Tembesi 
25 Senjang Lagu dan Tari Pandan Wangi Maro Sebo Ilir 
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Tabel 3.88 
Target dan Realisasi Kinerja Program Dalam Mendukung Capaian 

Kinerja Sasaran Kelestarian Budaya Kearifan Lokal  

Tahun 2021 
 

NO PROGRAM 
INDIKATOR 

KINERJA 
SASARAN 

SATUAN 
KONDISI 

AWAL 
RPJMD 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

TAHUN 2021 REALISASI 
CAPAIAN 
2021 (%) 

TARGET 
AKHIR 
RPJMD 

2021 2017 2018 2019 2020 TARGET REALISASI 

1 Program 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 

Persentase 
Pengelolaan 
Keragaman 
Budaya 
Daerah 

Persen NA 80 100  80  100     

2 Program 
Pengelolaan 
Kekayaan 
Budaya 

Persentase 
pengelolaan 
kekayaan 
budaya 
daerah 

Persen 29 30 50  80 100    

 Program 
pengembang
an 
kebudayaan 

Persentase 
Peningkatan 
Upaya 
Pelestarian 
Budaya 

Persen NA - - - - 100 62,50 - - 

Sumber : Dinas P dan K, Dispora dan Bagian Kesos Tahun 2021 
 

 

Pencapaian realisasi target dan realisasi kinerja program dalam 

mendukung sasaran Kelestarian Budaya Kearifan Lokal Tahun 2021 sebesar 

100 persen, dengan nilai capaian realisasi sebesar 62,50 persen, hal ini 

diperoleh berdasarkan capaian indikator kinerja dari Program Pengembangan 

Budaya Daerah.Pada tahun 2021 target program pengembangan budaya yang 

dikembangkan sebanyak 40 mata budaya, dengan realisasi pengembangan 

mata budaya sebanyak 25 mata budaya. 

 

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran 5 pada 

Misi 5 disediakan anggaran sebesar Rp. 799.749.630,- dan telah terserap 

sebesar Rp. 788.017.611,- terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp.11.732.019,- 

atau 1.47%.  Rincian lebih lanjut efisiensi penyerapan anggaran seperti terlihat 

pada tabel berikut ; 
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Tabel 3.89 
Efisiensi Penyerapan Anggaran pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran 

Kelestarian Budaya Kearifan Lokal 
Tahun Anggaran 2021 

 

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

REALISASI 

TINGKAT 

EFISIENSI 

1 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN 

799.749.630,00 
 

788.017.611,00 
 

98.53 % 1.47% 

Sumber : Dinas P dan K Tahun 2021 

 

Berdasarkan  hasil  pengukuran  kinerja  sasaran RPJMD Tahun 

2016-2021 dalam penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2021 menunjukan capaian kinerja yang baik dengan 

nilai capaian sebesar 115,70 %. Adapun Data capaian kinerja sasaran 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 sebagaimana Tabel 

berikut : 

Tabel 3.90 

DATA CAPAIAN KINERJA DAN EFISIEN ANGGARAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 

TAHUN 2021 
 

Visi : Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

KONDIISI 
AWAL 
RPJMD 

2016 

TARGET 
AKHIR 
RPJM 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 
2021 

EFISIENSI 
2017 2018 2019 2020 TARGET 

REALI 
SASI 

CAPAIAN 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter 

1. Meningkatnya 
Aksesbilitas 
Pendidikan Dasar 

APK SMP Sederajat 104,32 105,95 101,1 112,60 116,55 113,02 105,95 91,16 86,04 
10,34 

APM SMP Sederajat 80,37 85,37 73,8 80,63 88,96 89,78 85,37 89,15 100,42 

2. Meningkatnya 
Kualitas Pendidikan 

Nilai Rata-rata UN SMP 53,1 60,0 45, 56 47,49 47,08 78,29 60,0 80,31 133,85 
0,19 

Persentase Kelulusan 
SMP 

98,20 99,19 99,07 98,40 98,23 99,09 99,15 98,87 99,72 

3. Meningkatnya 
Derajad Kesehatan 
Masyarakat 

Angka Kematian Bayi 5 3 3,43 4,88 5,44 5,39 3 6,97 -32,33 
15,29 

Case Detection Rate 53,20 82,5 33,89 43,44 52,05 31,28 82,5 66,30 80,36 

4. Meningkatnya  
Perilaku Hidup Sehat 

Indeks Keluarga Sehat - 0,800 - 0,100 0,147 0,148 0,8 0,15 18,75 29,57 

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan 

5. Meningkatnya Daya 
Saing Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) 95,67 102,50 101,93 99,49 99,09 107,62 102,50 138,79 135,41 7,39 

6. Pemerataan 
Pendapatan 
Masyarakat 

Indeks Gini 0,2940 0,2525 0,231 0,300 0,310 0,3160 0,2525 0,310 77,23 24,99 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

KONDIISI 
AWAL 
RPJMD 

2016 

TARGET 
AKHIR 
RPJM 

REALISASI KINERJA TAHUN 
SEBELUMNYA 

CAPAIAN KINERJA TAHUN 
2021 

EFISIENSI 
2017 2018 2019 2020 TARGET 

REALI 
SASI 

CAPAIAN 

7. Meningkatnya Iklim 
Investasi Daerah 

Laju Pertumbuhan 
Investasi 4,90 5,4 4,55 9,5 12,98 18,08 5,4 22,10 409,26 9,75 

8. Meningkatnya Daya 
Beli Masyarakat 

Nilai Inflasi Daerah 1,23 0,80 - 0,42 0,11 3,09       0,80 1,65 -6,25 0,15 

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 

9. Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Transportasi 

Persentase Jalan 
Kabupaten  Kondisi 
Mantap 

22,95 27,95 25,86 26,98 30,43 36,80 27,95 38,4 137,39 1,44 

10. Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Pendidikan 

Jumlah Sekolah SD dan 
SMP terakreditasi A 

25,03 40 24,45 20 14 35 40 43 107,5 3,38 

11. Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas Infrastruktur 
Kesehatan 

Persentase  Puskesmas 
Terakreditasi Utama 

0 55,56 0 0 5,88 5,56 55,56 5,88 10,58 

35,86 Rumah Sakit Umum 
Daerah terakreditasi 
PARIPURNA 

1 1 1 1 1 1 1 1 100 

12. Meningkatnya 

Kualitas Infrastruktur 
Permukiman 

Persentase Kawasan 
Kumuh 

0,00390 0,0085 - 0,01401 0,014011 0,0040 0,0085 0,014 35,29 7,32 

13. Meningkatnya 
Infrastruktur 

Pertanian 

Persentase Insfrastruktur 
Pertanian terhadap Luas 

Lahan Sawah 

26,29 41,20 30,79 34,82 34,82 34,15 41,20 46,55 112,98 11,77 

14. Meningkatnya 
infrastruktur 
Perdagangan 

Persentase Jumlah Pasar 
Tipe C 2,63 7,89 - 2,63 7,89 2,63 7,89 5,26 66,67 9,05 

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan 
Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi 

15. Meningkatnya Kinerja 
Pengelolaan 
Pemerintahan Daerah 

Nilai SAKIP Kabupaten CC A B BB BB BB A BB 87,83 
2,08 

Opini Kinerja Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 

16. Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

75,76 89,56 78,15 78,36 94,06 98,30 89,56 84,51 94,36 5,18 

Misi 5 : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan 
Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional 

17. Meningkatnya 
Kepekaan Sosial 

Indeks Kepekaan Sosial NA 0,60 0,52 0,36 0,40 0,53 0,60 0,68 113,3 22,40 

18. Meningkatnya 
Budaya Baca Al-
qur'an 

Persentase Melek Aksara 
Al-Quran 

NA 97 97,71 98,11 91,06 99,9 97 95,96 98,93 6,20 

19. Meningkatnya 
Kerukunan Hidup 
Beragama 

Persentase Konflik SARA 0 0 
0 
 

0 0 0 0 0 100 16,06 

20. Meningkatnya 
Pengembangan 
Budaya Daerah 

Jumlah Event Budaya dan 
Seni Daerah 

1 6 3 4 4 0 6 6 100 0,71 

21. Pelestarian Budaya 
Kearifan Lokal 

Jumlah Mata Budaya yang 
dilestarikan 

29 40 30 10 18 18 40 25 62,5 1,47 

JUMLAH 2.429,79  

RATA-RATA 115,70  

 

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 

2021 merupakan kondisi capaian kinerja akhir periode (Tahun ke-5) 

dalam masa  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
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2016-2021. Pada Periode akhir Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat 

Capaian Indikator kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Batang Hari dengan 

nilai Capaia  sebesar 92,33% . Capaian tersebut menunjukan kinerja 

akhir periode dengan kategori baik. Data Capaian Indikator Kinerja 

Tujuan RPJMD 2016-2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 3.91 

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN RPJMD 2016-2021 
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021 

 
Visi : Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan 

 

TUJUAN  INDIKATOR TUJUAN  SATUAN 
KONDIISI AWAL 

RPJMD 2016 

CAPAIAN KINERJA AKHIR RPJM  
TAHUN 2021 

TARGET AKHIR 
RPJM 2021 

REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter 

1. Mewujudkan Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
yang Cerdas dan 
Berkarakter  

Angka Rata-rata Lama 
Sekolah (ARLS) 

Tahun 7,45 8,95 8,12 90,73 

2. Meningkatnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia 
yang Sehat 

Angka Harapan Hidup Tahun 69,71 69,86 70,64 101,12 

Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan 

3. Peningkatan 
Pendapatan Masyarakat 

PDRB Per Kapita Rupiah 50,581 Juta 61,250 Juta 61,329 Juta 100,13 
 

4. Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah 

Laju            
Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE) 

Persen 5,40 7,50 4,74 63,2 

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat 

5. Meningkatkan Kualitas 
dan Kuantitas 
Infrastruktur Pelayanan 
Dasar 

 Persentase 
Ketersediaan 
Infrastruktur 
Pelayanan Dasar 
Sesuai Standar 

Persen 38 50 71,17 142,34 

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan 
Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi 

6. Pegelolaan 
Pemerintahan yang 
Bersih dan Akuntabel 

Nilai Reformasi 
Birokrasi 

Nilai 57 82 62,10 75,73 

Misi 5 : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat 
dan Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional 

7. Terwujudnya 
Implementasi Nilai-nilai 
Keagamaan dalam 
Kehidupan Masyarakat 

Indeks Kesholehan 
Masyarakat 

Persen 75,79 88,50 83,84% 94,73 

8. Terwujudnya 
Pengembangan Budaya 
untuk Melestarikan 
Kearifan Lokal 

Indeks Pembangunan 
Budaya Daerah 

Indeks 0,50 0,75 0,53 70,66 

JUMLAH 738,64 

RATA-RATA 92,33 
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Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan Capaian kinerja 
Indikator Tujuan RPJMD 2016-2022 ( 8 Tujuan yang ditetapkan ) sebagai 
berikut : 

 
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan 

Berkarakter  
 

Dalam rangka  Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 
cerdas dan berkarakter Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah 

menetapkan indikator tujuan “Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)” 
dengan target akhir periode RPJM sebesar 8,95 ralisasi 8,12 (capaian 
90,73 %). Dapat disimpulkan bahwa taraf pendidikan penduduk 

Kabupaten Batang Hari baru mencapai kelas dua Sekolah Menengah 
Pertama sederajat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat tercapainya 

target ini adalah : 
1. Faktor Geografi, jarak sekolah yg jauh berpengaruh terhadap 

aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah. 

2. Pendapatan per kapita rumah tangga 

3. Kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang terbatas 

4. Pandemi covid19 yang mulai mewabah sejak tahun 2020. 

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Batang Hari 

untuk mengatasi persoalan tersebut, diantara nya : 
1. Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan 

formal maupun non formal pada jenjang pendidikan SMP sederajat. 

2. Meningkatkan dan menyediakan akses pendidikan SMP sederajat 

yang mudah dijangkau/dekat dengan pemukiman warga. 

3. Menyediakan Dana Operasional Sekolah yang bersumber dari Dana 

APBD selain dari dana Bantuan Operasional Sekolah. 

4. Bekerjasama dgn organisasi non profit Tanoto Foundation pada masa 

pandemi covid19 dalam hal pemanfaatan teknologi sebagai sasaran 

penyelenggaraan “Pembelajaran Aktif Masa  

Namun demikian terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan 
kondisi awal RPJM Tahun 2016  dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah 

sebesar 7,45. 
  

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat 
 

Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat diukur melalui indikator 
Angka Harapan Hidup. Kondisi awal Periode RPJM Tahun 2016-2021 

Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang Hari sebesar 69,71 Tahun, 
meningkat di akhir Tahun RPJMD Tahun 2021 Angka Harapan Hidup 
Kabupaten Batang Hari sebesar 70,64 Tahun, angka ini melebihi target 
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yang ditetapkan yaitu 69,86 Tahun, dengan  capaian kinerja indikator 
tujuan sebesar 101,12 %.  
Semakin tinggi angka Harapan hidup menunjukan adanya perbaikan 

status kesehatan di Kabupaten Batang Hari termasuk peningkatan 
akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta perbaikan Sosial 

Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pemerintah kabupaten 
Batang Hari dalam upaya menindaklanjuti akses Pelayanan Kesehatan 

telah menyediakan fasilitas kesehatan 18 Puskesmas, 60 Puskesmas 
Pembantu, 1 RSUD dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan seluruh puskesmas telah mendapat Sertifikat Akreditasi dari 

Komisi Akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan RI dan RSUD HAMBA 
juga telah mendapat sertifikat akreditasi Paripurna dari Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI. 
 

3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 
 

Peningkatan pendapatan masyarakat menunjukan tingkat 

kemakmuran suatu wilayah yang dapat diukur melalui Inkator Nilai 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari telah menetapkan indikator tujuan berupa nilai PDRP Per 
Kapita dengan target akhir periode RPJM sebesar 61,250 Juta, ralisasi 

61,329 Juta atas dasar harga berlaku(capaian 100,13%), tedapat 
peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJM Tahun 2016 
sebesar 50,581 Juta 

 
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) suatu daerah menunjukan tingkat 
pencapaian kinerja ekonomi makro dimana perkembangan struktur 

ekonomi akan dapat diamati. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten 
Batang Hari pada Tahun 2021 sebesar 4,74. Mengalami penurunan jika 
dibandingkan kondisi awal RPJMD Tahun 2016 Laju Pertumbuhan 

Ekonomi sebesar 5,40. Hal tersebut disebabkan adanya Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakt karena Pandemi Covid 19. 

 
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan 

Dasar 
 

Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Sesuai Standar 

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Kabupaten 
Batang Hari Tahun 2021 dihitung berdasarkan ketersediaan 

Infrastruktur dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Tranportasi. Data 
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Sesuai Standar 

Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut : 
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NO. VARIABEL NILAI KET. 

1. Persentase Jalan 

Kabupaten dalam 
kondisi mantap 

38,48 Perbandingan antara 

panjang jalan Kabupaten 
kondisi mantap (389,34 

Km) terhadap total 
panjang jalan kabupten 

(1011,8 Km) 

2. Persentase sekolah yang 
memiliki sarana dan 
prasarana sesuai dengan 

SPM 

88,35 Perbandingan jumlah 
sekolah yang memiliki 
sarana dan prasara 

sesuai SPM. 

3. Persentase Puskesmas 
yang memiliki sarana 

dan prasaran sesuai 
standar. 
 

86,70 Perbandingan jumlah 
Puskesmas yang memiliki 

sarana dan prasaran 
sesuai standar 

 Jumlah  213,53  

 Rata-rata 71,17  

 

 
6. Pegelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel 

 
Tujuan dimaksud dalam rangka Pelaksanaan program reformasi 
birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang 

kapabel serta pelayanan publik yang prima. Pemerintah kabupaten 
Batang hari telah menetapkan indikator “Nilai Reformasi Birokrasi (RB)” 

sebagai tolak ukur kinerja dengan target kinerja nilai RB sebesar 82, 
realisasi nilai 62,10 (kategori B) dengan nilai capaian 75,73 %. Terjadi 

peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD Tahun 
2016  nilai Reformasi Birokrasi 57 (kategori CC). Upaya yang dilakukan 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka meningkatkan 

Pegelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel antara lain 
melalui program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan public 

serta akuntabilitas kinerja dan keuangan secara efektif dan efisien. 
 

7. Terwujudnya Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam 
Kehidupan Masyarakat 

 

Upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan menetapkan 
indikator kinerja tujuan berupa Indeks Kesholehan Masyarakat sesuai 

RPJMD 2016-2021 dengan target 88,50  dengan realisasi sebesar 83,84 
(capaian sebesar 94,73%). Terjadi peningkatan jika dibandiangkan 
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dengan kondisi awal RPJM 2016 sebesar 75,79. Capaian tersebut 
dipereloh berdasarkan nilai rata-rata akumulasi persentase konplik 
sara sebesar 100%, Persentase Melek Aksara Al-Quran sebesr 95,96 %,  

dan Rasio Rumah Ibadah Per-500 Penduduk sebesar 55.58%.  
Data Perhitungan Indeks Kesolehan Masyarakat Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2021 sebagaimana Tabel berikut : 
 

 

NO. VARIABEL NILAI KET. 

1 2 3 4 

1. Persentase Konflik SARA         100  Tidak terjadi konflik 
SARA 

2. Persentase Melek Aksara Al-
Quran 

    95,96  Sumber Data 

Kemenag Kab. Batang 
Hari 

3. Persentase Rasio Rumah Ibadah 

Per-500 Penduduk (0.555842) 

 

    55,58  Perbandingan jumlah 

Rumah Ibadah 
(Masjid/ Musolah) 
341 dengan Jumlah 

Penduduk 306.742 

 Jumlah   251,54  

 Rata-rata     83,84  

 
 
8. Terwujudnya Pengembangan Budaya untuk Melestarikan Kearifan 

Lokal 
 

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang merupakan instrument 
untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks 

Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran 
pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 
(tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi 

pendidikan; (3) dimensi ketahanan social budaya; (4) dimensi warisan 
budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan 

(7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan 
bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup 

luas dan bersifat lintas sektor. 
 

Indeks Pembangunan Budaya Daerah Kabupaten Batang Hari di 

peroleh dari hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan 
Provinsi jambi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Bappenas dan 
BPS Tahun 2018 dengan Nilai sebesar 53,18 ( Indeks : 0,53 ). Terjadi 

peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD Tahun 
2016  dengan Indeks Pembangunan Budaya Daerah sebesar  0,50. 
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B. REALISASI ANGGARAN 

 

Dukungan anggaran mutlak diperlukan untuk mewujudkan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-

2021. Pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan anggaran 

pembangunan dalam bentuk Daerah pada APBD Kabupaten Batang 

Hari Tahun 2021 sebesar Rp. 1.311.245.780.334,32 dengan realisasi 

sebesar Rp. 1.254.208.663.117,20 atau sebesar 95,65 %.Target dan 

realisasi APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021, 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.93.  
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Batang Hari  

Tahun Anggaran 2021 
 

Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2021 % 

PENDAPATAN DAERAH 1.302.470.986.041,0

0 

1.344.293.677.4486,44

4 

103,21 

Pendapatan Asli Daerah 138.011.248.843,00 149.047.843.109,44 108,00 

Hasil Pajak Daerah1) 39.740.000.000,00 21.576.726.196,00 54,29 

Hasil Retribusi Daerah 1) 5.832.951.960,00 5.190.646.839,12 88,99 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

12.162.400.000,00 10.290.193.226,56 84,61 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

Sah 

80.275.896.883,00 111.990.276.847,76 139,51 

Pendapatan Transfer  1.117.959.737.198,0

0 

1.155.867.720.510,00 103,39 

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat  

1.052.564.880.022,0

0 

1.087.363.308.645,00 103,31 

Pendapatan Transfer Antar Daerah  65.394.857.176,00 68.504.411.865,00 104,76 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

Sah 

   

Pendapatan Hibah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 

Lain – Lain Pendapatan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan 

 

  

42.000.000.000,00 35.490.156.947,00 84,50 

    



 

 

        Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 
Tahun 2021 

 

209 
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

 

BELANJA DAERAH 1.311.245.780.334,3

2 

1.254.208.663.117,20 95,65 

BELANJA OPERASI  863.331.667.470,47

7 

830.148.168.036,87 96,16 

Belanja Pegawai  454.108.105.192,44 450.999.020.480,00 99,32 

Belanja Barang dan Jasa  365.553.880.553,03 339.548.362.319,16 92,89 

Belanja Bunga - -  

Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 100 

Belanja Hibah  37.870.266.725,00 35.069.035.567,71 92,60 

Belanja Bantuan Sosial  4.599.415.000,00 3.331.749.670,00 72,44 

BELANJA MODAL 196.297.255.300,50 177.304.084.037,28 90,32 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

    

    

    Belanja Modal  196.297.255.300,50 177.304.084.037,28 90,32 

BELANJA TIDAK TERDUGA  9.236.425.110,00 6.917.840.632,70 74,90 

  Belanja Tidak Terduga  9.236.425.110,00 6.917.840.632,70 74,90 

BELANJA TRANSFER  242.380.432.453,35 239.838.570.410,35 98,95 

  BELANJA TRANSFER  242.380.432.453,35 239.838.570.410,35 98,95 

SURPLUS/(DEFISIT) (8.774.794.293,32) 90.697.057.449,24 (1.033,61 

PEMBIAYAAN DAERAH 17.774.794.293,32 17.774.794.293,32 100,00 

Penerimaan Pembiayaan Daerah 13.274.794.293,32 13.275.064.293,32 100,00 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Daerah 

Tahun Sebelumnya 

13.274.794.293,32 13.275.064.293,32 100,00 

Penerimaan Investasi/Penyertaan 

Modal 

- - - 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 

Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah 

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100,00 

PEMBIAYAAN NETTO 8.774.794.293,32 8.775.064.293,32 100,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN 

ANGGARAN (SILPA) 

 99.472.121.742,56  
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BAB IV 
PENUTUP 
 

 
 

1. Kesimpulan 

Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Batang Hari disusun sebagai 

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud 

pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi 

pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan 

penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat 

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai 

jabaran dari visi, misi dan strategi instansi  pemerintah  yang  

mengindikasikan  tingkat  keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan 

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Penetapan Kinerja  Tahun  

2021. Berdasarkan  hasil  pengukuran  kinerja  dari sasaran program  

dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. 

  Laporan  ini  memberikan  gambaran  tingkat  pencapaian sasaran  

daerah  yang  ditetapkan  dalam  indikator  kinerja  daerah yang 

berjumlah 21 Sasaran dengan 26  indikator, dengan rata-rata capaian  

115,70 %.  Capaian  tertinggi  dengan  nilai  409,26 %  pada Sasaran   

ke-7   yaitu   “Meningkatnya   Iklim Investasi Daerah”, sedangkan     

capaian     terendah     pada     Sasaran     ke-8     yaitu  “Meningkatnya 

Derajat Kesehatan Masyarakat ” pada Indikator Angka Kematian Bayi 

dengan nilai capaian -32,33 %.  Pencapaian indikator kinerja daerah 
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tersebut didukung oleh program dan kegiatan dengan rata-rata 

efisiensi angaran sebesar 4,35 %, dan Tahun 2021 ini merupakan 

Tahun kelima pelaksanaan Visi Batang Hari   “ Masyarakat Batang 

Hari Maju adil dan sejahtera berLandaskan ketaqwaan “ 

 

2. Langkah Perbaikan 

Berdasarkan data capaian indikator kinerja tentu diharapkan 

perbaikan dan mempertahankan keberhasilan dimaksud, diharapkan ; 

1.  Berupaya  untuk  menjaga  stabilitas  harga  barang  sehingga 

gejolak perubahan harga produk yang dihasilkan oleh masyarakat 

dan harga barang-barang konsumsi yang ada di pasar mejadi lebih 

stabil. Inflasi perdesaan terjadi pada tujuh kelompok konsumsi 

rumah tangga yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, 

Pendidikan, rekreasi dan olahraga serta kelompok transportasi dan 

komunikasi 

2. Meningkatkan   derajat   kesehatan   masyarakat,   adanya 

dukungan masyarakat berprilaku hidup sehat dan kesadaran 

masyarakat untuk hidup sehat dalam rangka peningkatan kualitas 

kesehatan keluarga. 

3. Perlunya  peningkatan  kepekaan  sosial  masyarakat  dan 

pemerintah dalam mendukung masyarakat yang sejahtera  

4. Perlunya   adanya   peningkatan   kualitas   dan   kuantitas 

infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan permukiman. 

5.  Perlunya  upaya  yang lebih  optimal  dalam pelestraian  budaya 

kearifan lokal. 
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6. Adanya dukungan dari perangkat daerah, masyarakat maupun 

pemangku kepentingan lainnya untuk perbaikan dan tetap menjaga 

keberhasilan pembangunan. 

7.  Perlunya    antisipasi    terhadap    kondisi    external    yang 

mempengaruhi   pencapaian   indikator   kinerja   daerah   yang 

bersifat makro dan tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari. 

8.  Perlunya    pencermatan    dan    evaluasi    program    yang 

mempengaruhi langsung terhadap capaian indikator kinerja. 

9. Tetap melaksanakan Protokol Kesehatan dalam melak- sanakan 

Program  dan  Kegiaan  Pembangunan  guna  untuk mengurangi 

penyebaran wabah covid 19. 

 

   Muara Bulian,  2 5  Maret 2022 

BUPATI BATANG HARI 
 

 
 

 

          MHD.FADHIL ARIEF


